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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 23 Tahun 2O15

TENTANG

PEDOMAN KAPITAIISASI DAN PEIVYUSUTAN ASET TETAP
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAIIESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rargka pelaksanaan ketentuan dalam

Pasa.l 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pcraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang Pedoman

Pengelolaar Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat 17 al

Peraturan Daerah Provinsi Sularvesi Selatan Nomor 6

Tahun 2OO9 Tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka perlu menlmsun Pedoman

Kapitalisasi Aset Tetap dan Penjrusutan Aset Tetap;

b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi

Aset Tetap dan Penjrusutan Aset Tetap sebagaimana

telai diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 71

Tahun 2013 masih banyak yang perlu dilengkapi dan

sudah terjadi baoyak perubahan dan penambahan,

sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkal pertimbalgan sebagaimana

dimaksud da-lam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Sulau,esi Sclatan tentang Pcdoman

Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penlrusutan Aset Tetap Milik

Pemerintah Provinsi Sularvesi Selatan;



Mengingat i . Undarg Uniang Nomor 28 Tah..rn 1999 tentang

Pen] ele rgq.-.rar Ne gaia YaIg Eer,\rh Da. lJ"-bas Daii

Koltpsi, Kolttsi Dar-r Nepotisme {Lembaran Negara

Repubiik lndonesia Tahun I999 Nomor 75, Tambahar

Lemb.uarr Negara Republik lndonesia Nomor 3851;;

2. Undang Undang l,lomor 17 Tahun 2O03 tentang

Keualgan Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia

Tahun 2O03 Nomor 47, Tambaian Lembarar Negara

RepubLik Indonesia Nomor 4286);

3, Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Taiun 20O4 Nomor 5, Tambahar l,embarar

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Talggungjawab

Keuartgan Negara ([embaral Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nornor 66, Tambahal Lembaral Negara

Republik lndonesia Nomor 440O);

5, Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukar Peraturan Perundang-undalgal

(l,embaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lernbaral Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha-n kmbararr

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telai diubalt beberapa ka,li terakhir dengan Undalg-

Unda-ng Noroor 9 Tahun 20i5 Tentang Perubahal

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembarall Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbaharr

kmbaral Negara RepubLk lndonesia Nomor 5679);
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7. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahlln 2005 tentang

Pengeloiaan Keuangarl Daerah (Lcmbaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor izl0, Tambahan

[,embaran Negara Republik Indt.rnesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daeral (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738);

9. Peiaturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentallg

Sistem Pengendalian lntern Pemerinta]r {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

a89o);

lU. Peraturan i'emerintah Nomor 27 Tahun 2U14 'l'entang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,emba13n

Negara Republik lndonesia Ta-hun 2014 Nomor 92,

Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

l1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
'Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mcntcri Da-lam Negeri n*omor 2 1

Tahun 2011 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

201 1 Nomor 310);

12. Peratura.n Merrtcri Dalan Negeri Nouror 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Stardar Akuntansi Pemerintahal

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah {Berita Negara

Republik Indonesia Taiun 2013 Nomor 1425):

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (tembarar Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan l,embararr

l)aerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23O)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peratural Daerah Provinsr Sula vesi Selatan

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubaltan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatal Nomor I3
Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keualgan Daerah (kmbaran Daera.h Prol'rnsi Sulawesi

Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulau'esi Selatan Nomor 248);

14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2Ol4 tentarg

Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Taiun 2014

Nomor 73).

MEMUTUSICq.N :

Menetapkan PERATURAN GUBERM'R TENTANG PEDOMAN

KAPITAIISASI DAN PEIfYTISUTAN ASET TETAP MILIK

PEMERINTAH PROVINSI SULASIESI SELA?AN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Provinsi adalah Provinsi Slrlawesi Selatan

3. Pemerintah Daerah adalal Gubernur beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Gubermrr adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD ada.lah

perangkat daerah selalcu pengguna barang.

6. Urrit kerja adalah L,agian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

7. Aset adalalt sumber daya ekonomi 1,arg dikuasai dan/atau dimiliki

olch Pcmcnntah Provinli Sulawcsi Selatarr scbagai al.,rbat dari

peristiwa masa lalu dari ma-na malfaat ekonomi dan/atau sosia-l_ di



masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oieh Pemerintal

Provinsi Sulawesi Selatan maupun masJ,arakar. serta dapat diukJr

dalaln satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangaa 1'alg

diperlukar untuk penyediaaa jasa bagi masyarakat umum dan

sumber daya yang dipelihar:a karena alasan sejarah dal budaya.

8. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunaka-n oleh Pemerintah

Provinsi da.lam mendukung kegiatan operasionalnya atau

dimanfaatkaa oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan

untuk dijual, darr/atau diserahkan/dihibahkan.

9. Biaya Perolehan adalah jurnlah kas atau setaJa kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalarr lain yang diberika-n untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai

dengan aset te;s;but dalard kondisi dan tempat yarlg siap untuk

diPerg'Jnakan.

10. Masa Manfaat ada-la-tr periode suatli ;rset diharapkarr digttnakan

untuk aktMtas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah

produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk

a-ktivitas pemerintahan dan/atau pelayana-n publik.

l1.Nilaj Sisa adalah jumlah neto yang diharapkar dapat diperoleh

pada akhir masa manfaal suat\r asct setetah dikuralgi taksiran

biaya pelepasan.

12. Nilai Tercatal (Carrytng Amount) Aset adalah ailai buku aset, yang

dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelai dikurangi akumulasi

penJrusuta.n.

13. Nilai Wajar ada.lah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginal untuk melakukan

transaksi wajar.

14. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

15. Akuntansi Aset Tetap adalai proses pengumpulan, pengklasifrkasian,

pengkodean, pencatatan, dan peringkasar trarrsaksi Aset Tetap dalam

buku besar akuntansi serta pelaporar dalam neraca pemerintah

Daerah.
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16. Pembukuan Aset Tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pcncatatan

Aset Tetap ke dalam Kartu lnventaris Barang (KIBI dan Buku lnventaris

menurut penggolongar1 dan kodefikasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

17. Penghentian (Disposai) Aset Tetap adalah aktivitas dihentikannya

pemakaian suatu Aset Tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau

konversi terpaksa.

18. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari buku besar

Aset Tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian

(disposal) dan/atau hiba}l berdasarkan Keputusarr Gubernur.

19. Pelaporar adalal aktivitas penyajian Aset Tetap untuk keperluan

penJrusunar neraca dan/atau kebutuhan malajemen-

20. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap da.ri

Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikar atau

meneima imbalal.

2 1. Ranpasan adalah Asei Tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang

belasal dari pihak kctiga scbagai barang sitaa! yang tclai diputuskan

pengadilan.

22. Pet:lgell:ararl Pendapatan (Reuenue Expendituresl adalah pengeluaran

yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiarnya dan hanya

memberikan manfaat pada periode berja-lan.

23. Pengeluaran Modal (Ccpifel Eryendituresl adalah pengeluaran yang

terkait dengan Aset Tetap selama masa peraakaiannya darr

memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada

beberapa periode ke depan.

24. Belania Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset

Tetap berrr:jud yang mempunyai nilai marfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakaa dalarn kegiatan pemerintahan.

25. Kapitalisasi ada-lah penentuan nilai pembukuan terhadap semua

pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang

dapat memperpanjang umur tel,mis atau masa manfaat aset tetap,

meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatlal

kualitas/ehsiensi atau mengurangi biaya dari unit yarlg diproduksi

oleb suatu aset tetap-

26. Reparasi Ringan adalai aldivitas yang diiakukan untuk

mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
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27. Pemeliharaan adalah al<tivitas rutin yang dila.kukan agar Aset Tetap

dapat berfungsi sesuar kapasltas dal kondrsinya.

28. Penambaial (Addition) adalah aktivitas memperbesar atau

memperluas fasilitas suatu Aset Tetap.

29. Peningkatan lBette tmeflt/ Improue mentl addah aktivitas pengganriaJr

bagran suatu Aset Tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik

atau pengalihan fungsi yang efektif suatu Aset Tetap.

30. Penggartiar (Replacementl ada.lah aktivitas penggantian bagian

tertentu atau keselumhan dari suatu aset tetap dengan unit baru

yang kualitasnya sama.

31. Penlrusunan dart Pemasangar Kembali (Rearrangemen4 adalah a-l<tivitas

pen)rusunan dan pemasar:gan kembali suafu Aset Tetap atau pembaharr

rute produksi fbiasanya berupa insta.lasi atau peralatan] dengar tujuan

mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.

32. Bagan Akun Stardar selanjutnya disingkat BAS adalah daftar

kodelikasi dtur ldaoifikani terkait tranaal<si keuangan yarg disusun

secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan

pelaporar keuaagan pemerintall daerah.

BAA II
RUANG LINGKUP, Y4I<SUD, TUWAN PAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini mencakup pedomal ktrusus mengenai

kebijalar kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap Daemh.

Bagiaa Kedua

Maksud, T\tjuatr dan Sasara[ Pedoaan

Pasal 3

(1) Pedoman ini dimaksudkal sebagai acuan dalam pembuatan

pen) rsunan alggaran, pelaksanaa-n pencatatan atas perolehan, dan

pelaporal aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam Lingkup

Pemerintah Pror.ilsi.
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{2) Tujuan pedoman ini untuk meurlludkan keseragaman dalam

pengajrggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna

mer,"ujudkan tertib administrasi aset tetap Daerah.

l3l Sasaran pedomar ini meliput i :

a, dalarn ralgka pengarggaran aset tetap milik Pemerintal Provinsi

secara baik; darr

b. penyiapan data aset tetap dalarn ralgka peny'r:sunan laporan

manajemen maupun baian pen)rusunalr neraca yang

menggambarkan jumJah, kondisi, dan nilai aset tetap Daeratr

secara wajar,

BAB III
I(EBIJAXAN AKUNTANSI XAPITALISAST

Bagian Kesatu

Pengeluaraa Yang Dikapitalisasi

Palrl 4

Pengeluarar yarg dikapitalisasi terdiri atas :

a. pengadaan talrah meliputi biaya pembelian atau biaya pembebasan,

biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, pengerukan, pembayaran

honor tim dan bilya lainnya yalg dil<eluarkan sampai tanah tersebut

siap pakai termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tana}r yang

dibeli tersebut, jika bangunar tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkal;
b. pembelial peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi

pengeluaran yang telah dilakukaa dan masih harus dilakukan untuk

memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi harga pembelian barang, biaya pengangkutan, biaya instalasi,

biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.

c. pembuatan peralatan mesin dan balgunal meliputi:

1 . pembuatan peralatan dan me sin da-n baflgrjnaflnya yang

dilaksanakal melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai

kontrak ditambal biaya perencaraan darl pengawasa:r, biaya

perizinan dan jasa konsultasi;
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2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya \.ang

dilaksanakar secara su,akelola berupa biaya iartgsulig dal tidak

largsung sampai siap pzrl<ai meliputi biaya bahau bal<u, upah

tenaga kerja, seu,a peralatarl, biaya perencalaal dan pengawasarr

dan biaya perizinan;

d. pembangunan gedung dan bangunal meliputi:

1. pembalgunan gedung dan bangunan yang dilal<sanakan melalui

kontrak ke{a berupa pengeluaran niiai kontrak, biaya

perencanaan dal pengawasal, biaya perDinan, jasa konsultan,

biaya pengosongein dan pembongkaran bargunan lama;

2. pembangunan yalg dilaksanakan secara swal<elola berupa biaya

langsung dal tidak langsung sampai siap pa-kai meliputi biaya

bahan baku, upah tenaga keda, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasar, biaya perizinan, biaya pengosongan

dal pembongkaran baagunan lama;

e. pembangunan jalan /irigasi/jaringan meliputi :

1 pembangr-rnan jalan/ irigasi/jaringan yang dilaksalalan melalui

kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaaa dal perrgawasan,

biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan daJI

pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang

diperuntukka-n untuk keperluan pembangunan;. .

2. pembangunan jalarl/ irigasi/jaringan yang dilaksanalan secara

swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap

pakai meliputi biaya bal.an baku, upah tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaal da.rl pengawasan, biaya perizinal,

biaya pengosongan dal pembongkarar bangunan yang ada di atas

tanah yang diperuntukkal untuk keperluaa pembangunan;

f- pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontralr

atau harga pembelia-n, ongkos angkut dan biaya asuralsi;

g. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:

l. pembargunar/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksara-t<a,n

melalui kontral< berupa nilai kontra-k, biaya perencanaan dan

pengawasan dart biaya perDrnan:
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2 pembangunar/ pembuatan aset tetap lainnya yang dilal<sanakarr

secara swakelola berupa biaya lalgsung dart tidak langsung

salnpar srap pakai, meliputi biaya baian baku, upah tenaga keaa,

sewa pera-latan, biaya perencaraan dan pengawasan. biaya

penzinart dan jasa konsultan;

Pasal 5

(1) Ni.lai penerimaan hibal dari pihak ketiga meliputi nilai yang

dinyatal<an oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah dengan

biaya pengurusal;

(2) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasa.n meliputi nilai yang

dicantumkan dalam keputusar pengadilan atau nilai taksiran harga

pasar pada saat aset dipercleh ditambah dengan biaya pengumsan

kecua-li untuk tanah, gedung dan barguna! meliputi nilaj taksiran

atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

(1) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagran aset tetap yalg tidak serupa atau aset lainnya, maka biaya

aset tetap diukur berdasarkar nilai wajar aset tetap yang diperoleh

yaitu nilai ekuivalen atas aset tercatat aset tetap yang dilepas setelah

disesuaikan dengan nilai yang ditransfer/diserahkan

(2) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tetap

yarlg sempa yang merniliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar

yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungdr dar
kerugiar yajlg diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset tetap yang

banr diperoleh dicatat sebesa..r nilai tercatat (carrying anountl atas aset

tetap yang dilepas.

Bagian K€dua

Kriteria Kapitalisasi

Pasal 7

(1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap lcapitalization

Threshold) yaitu pengeluaran pengadaar/pembalgunan baru yang

dapat menanbah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
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a. manfaat ekonomi barar]g Yang dibeli lebih dari 12 (dua belas)

bulan:

b. perolehar barang tersebr.rt ur)tuk operasional dan pelayanan, seda

tidak untuk dijual:

c. barang yang dibeli mcrupakan obyek pemeliharaan atau barang

tersebut memerlukar biaya/ ongkos untuk dipelihara,

d. perolehai barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk
dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak

ketiga; darr

e. nitai rupiah pembelian baJarg material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum

Kapitalisasi Aset Terap (Capitalization Threshold) sebagaimana

tercantum dalam I-ampiran I yang mempakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Nila.i satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap {Capital

ErpediAtresl adalah pengehraran pemeiiharaan yang dapat menamhah

nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

a. marfaat ekonomi atas barang/aset tetap ya-ng dipelihara :

1. bertambah ekonomi/efisien;

2. bertambah umur ekonomis;

3. bertambah volume;

4. bertambah kapasitas produksi;

5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanar; dan/atau

6. meningkatkan standar kinerja.

b. perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan,

meliputi :

1. penambahar (Addittonl:

Dalam aldivitas penambahal (addition) tercipta aset tetap baru,

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penamba-han aset tetap

baru tersebut dikapita-lisasikan dan diakui sebagai nilai
perolehan baru aset tetap.

2. peningkatar (Betterment/ Improuement);

Daialn aktivitas peningkatan (betlennentl, sepaljalg biaya yang

dikeluarkal memenuhi salah satu dari 6 (enamJ kriteria

, kapitalisasi sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 7 ayat 2
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huruf a, dan bukan scmata untuk mempertahankall

kondisi/ kapasitas, tlngkat jasa yang ada, ma-lia bia)'a tersebut

dikapita.lisasikan

3. penggantian \Replacetnett).

Dalam akti\,1tas penggantian (replacement), separjang biaya-

biaya yang dikelua-rkan memenuhi salah satu dari kriteria

kapitalisasi sebagarmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf
a, darl bukal semata mempertahankal kondisi/kapasitas/

tingkat jasa yang ada, mal<a pengeiuaran biaya tersebut

dikapitalisasikan.

4. penlrusunan dan pemasangan kembdi, lRearrongment).

Da-larn aktivitas pen],.usunan dan pemasarga-n kembali

(reaftangementl, sepanjang biaya-biaya yaIlg dikeluarkan

memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana

dirnaksud da-lam Pasa.l 7 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran

biaya tersebut dikapitalisasikan

nilai rupiah pengeluaraa belanja materia.l atas pemeliharaan

bararg/aset tetap tersebut melebihi batasan nilai satuan

minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Te tap lcapital
Expeditures) sebagaimana tercantum dalam lampiral II yang

merupakan bagian tidak terpisaikan dari Peraturan Gubernur rni.

Bagialr Ketiga

PengeluaraD Yang Tidak Dikapitalisasi

Pasal 8

(1) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap :

a. pengeluaran belalja pcmeliharaaur rutin yi,mg bcrtujuan untuk

mempertahankan fungsi aset tetap yarg sudah ada ke da.lam

kondisi norma-l tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah

bclanj a;

b. pengeluaran belanja rehab itasl / renovasl / restorasi yarg trdak

mernenuLi Lratasatr tIitriirrttrl trilai kapitalisasi aset tetal], darl

C

:. t,1,t...: i;;,i..,i]:i| \:rr.; .\j !iltr.i .,i1t. . :..l:ii:t /r:j i
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c pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunal<an untuk
memprcduksi barang dar jasa baik untuk dipasarkar maupun

tidak dipasajkan.

{2) Perlakuein al<untansi atas pengeluaran pada ayat {1) dicatat sebagai

realisasi belanja pemetharaal pada belalja bararg dal jasa.

Bagian Keempat

Beutuk Pelaporan

Pasal 9

(1) Aset Tetap disajikan sesuai klasifitriasi di neraca dari saldo buku besat

(Ledge4 dar, buku pembantu (sub ledger dan sub sub ledge{ masing-

masing jenis aset, berdasarkan bagan perkiraal standar sesuai

ketentuan peraturan perundarlg-undaIgaJi.

{2) funcian setiap jenis Aset Tetap disajikan sesuai ldasifikasinl,a 4i 6.,,..,

inventaris baralg dan kaJtu inventais bararg (KlB) untuk setiap jenis

Aset Tetap berdasarkan kode baralg Daerah denga.n mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undarlgal-

(3) Kode barang Daerah harus diharmonisasikan (mapping) denga-n bagan

perkiraan standar, dar didukung dengan rincian setiap jenis aset

tetap pada masing-masing SKPD.

{4) Setiap penamba}ral nilai perolehal Aset Tetap akibat kapitalisasi

pengeluarar biaya sesuai kebijakal kapitalisasi aset disajikan sebagaj

bagian dari Aset Tetap induknya pada database Aset Tetap masing-

masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikal oleh Biro

Pengelolaan Aset Daerah dengal memberikan penjelasa-n yang

memadai atas penambahal nilai tersebut.

(5) Pencatatan da.lam buku inventaris terdiri atas pencatatar di dalam

pembukuan (intracomptablel dan pencatatan di luar pembukuan

lextracomptobleJ.

(6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai

satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasa-l 6 ayat {l) huruf e dicatat pada buku inventaris di daiam

pembukuan (intracomptableJ.

?tr,ttt:t.tr Q uitn u: \Li?r,ci }c[t"tr jhnar ).1 -]riuN )tt j i
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(7) Bararlg yang mempunya.i nilar Aset Tetap di bawah Nilai Satuan

Mjntmum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimala dimalsud dalam Pasal

6 a)at (1) huruf e dicatat pada buku inventaris diluar pembukuan

le\lracomptablel.

BAB TV

KEBIJAI(AN ANI'NTANSI PEI{TUSUTAN

Bagian Kesatu

Masa Maofaat Aset Tetap

Pasal 10

(l) Estimasi Masa Ma-nfaat untuk setiap jenis Aset Tetap Daerah

sebagairnana tercantum dalam Lampiral III yang merupa-kan bagial

tidal< terpisahkal dari Peraturan Gubernur ini.

{2) Jiko terdapat penamba}ran atas nilai perolehan akibat pemeliharaal

meliputi kegiatan penggantian (replacementl, peningkatan lbetterm.entl,

serta penlrusunan dan pemasangar kembali (rearrangementl, rtaka
estitnasi penambahan Masa Manfaat Aset Tetap berCasarkarr

Lairrpiran [V yarlg merupal<an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini dan tidak boleh boleh melebihi masa manfaat awal aset

tetap tersebut.

(3) Jika Masa Manfaat suatu Aset Tetap telah habis, maka Aset Tetap

tersebut dapat dinilai kemba-li ya:ng dilakukar oleh Tim Iatemal

Pemerintal Provinsi.

(41 Tim Internat sebagaimala dima-ksud pada ayat (3), ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Baglan Kedua

Metode PeDlrusutaa Aset Tetap

Pasal 11

Metode penlrusutan yang digunakal yaitu metode garis lurus (straight line

method) untuk seluruh jenis Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintai

Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah.

?cnrtutar: (,tbentut ,5uiotczsz Sckur Xoncr 23'fdliut 2())j
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Pasal 12

{1) Aset Tctap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk
setiap jenis aset tetap.

(2) Aset tetap yalg dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti

estrmasi Masa Marfaat nilai perolehan yang perhitungannva dilakukan

secara terpisah.

Bagian Ketiga

Penghentiaa (Disposaq Aset Tetap

Pasal 13

(l) Aset Tetap dapat dihentikan penggunaa,nnya karena a-lasan :

a. kondisinya yang sudah rusa-k berat;

b. dijual;

c. ditukar;

d. dikonversi;

e. dirnusnahkan; dan/ atau

f. mati (untuk tarraman dan ternak).

(2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari

pembukua! setelah diterbitkan Keputusan Gubernur.

(3). Alasal dikonversi sebagaiamara dimaksud pada ayat (1) huruf d,

artara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak

tayak lagi.

BAB V

I{ETENTUAN PENUTT'P

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berla-ku, maka Peraturan

Gubernur Sr.r.lawesi Selatal Nomor 70 Tahun 201 1 tentang Pedomarr

Kapitalisasi Aset Tetap Dan Pen1rusutan Aset Tetap Pemerintair Povinsi

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011

Nomor 70, Tambalan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8)

sebagaimara telah diubah dengar Peraturan Gubernur Sulawesi Selatal

Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013 Nomor 7l)dicabut dan di-oyatakan trdal< birlaku.

tu ratuan (iufiatut .\u[at,'es-. .Sclaat a'onor 23 -t.i] r 2Ltlj



16

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada targgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintaikal'l pengundangan

Peraturan Gubemur rni dengan penempatannya dala-rn Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan-

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR SUIIIWESI SELATAN,

Dr. E. SYAHRUL YASIN , SH., M.Si., MH

Diundalgkal di Makassar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 201 5 NOMOR

?etatunt Q'ti.tnru| .\ukttest jckar,. llanor 2i Tafiur 201j

\_-a
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR ST-:LAWESI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 201 5

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI DAI{ PENI'I'SUTAN

ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

t, UN,IUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatar yalg sesuei dengan visinya,

bertekad menjadi terdepan dalarn penerapan otonomi daeral, tentu

saja harus bertolal< sesuai landasan hukum yang jelas pada semua

aspek perrgelolaan penerintahan, sehingga sangat tepat jika

pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan

daerah sebagaimana di bidang pengelolaal keuangan daerah ielah

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatal Nomor 13

Tahun 2OO6 yarg mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2Oo5 Pengelolaal Keuargan Daerah.

Barang daerah yang meniadi milik Daerah, baik yang diperoleh

melalui dala daerah maupun berasal dari sumber pendalaan

lainnya sesuai dengar fungsinya dalam suatu mekanisme

pengelolaan yarg trarsparan, efisien, dan a-Iruntabel berdasarkan

suatu legalitas darl kepastial atas hak daerah da-lam suatu

pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yartg dituangkan

da.lam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak

dipedomani oleh semua satuan keda keda perangkat daeratr

(SKPD), maupun urit kerja, jeias sangat diperlukal dalam

pengelolaan barang milik daeratr yang mengarut efisiensi dan

efektivitas, transpalansi, serta akuntabei, akan dapat diterapkan

secara nyata dan bertanggung jawab.

.!ctatunt: Cubeitut .5uiir,er' .ie {aar ..;tinor 23 -l.i\L, )tt} t
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Selain itu, kebrjal<al kaoitalisasi ,lset Tetap sesuai Keputusan

Gubernur Sulau,esi Selaratr Nomor +229/XII/Ta-hun 2009 Tenta;rg

Batas Minimal KapitaJisasi lcapitaLizLltton Thresholds) scbagai dasa;

pembebana.n belarja modal yarrg menjadi Aset Tetap atau barang

milik Daerah perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengar

Standar Akuntasi Pemeriltahan.

Oleh karena itu Pemerintah Pror.insr Sulau'esi Selatal men\.usun

ulaIlg pedoman kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap yang tida& hanya

mengatur tentang batas minimal kapitalisasi tetapi juga mengatur

tentang kapita-lisasi biaya-biaya perolehan awal Aset Tetap dan

biaya-biaya selama masa pemakaian Aset Tetap yang bermanfaat

dalam penentuan kriteria penganggaran balalja modal barang milik

Daerah-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa-l 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasa-I.3
Ayat ( 1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa-l 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6
Ayat {1)

Cukup jeias

.;'.t,1tu,ri aj,-Lbrlru .iuk1',es1 .itkui, :\'ctn"r )3 7:.-iiul 2CI5
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Ayat (2)

Cukup .1elas

Pasal 7
Ayat (1)

Culorp Jelas
Ayat (2) huruf b

penambahan lAdditionl suatu penambahan baru harus dapat
diidentifikasi secara spesifik dari aset tetap Lrtamanya.
Pengeluaral ini harus dicatat terpisah darl aset tetap
utarnanya atau sebagai satuan aset tetap tersendiri dajr
disusutkan selama umur pemakaiannya.

Aktivitas yang termasuk dalam penambahan lAdditionl
misalnya adalah sebagai berikut:

a) penambahan selasar atau bargunar sayap;

b) penambahal ruang parkir kendaraan;

c) penambahan pagar keliling bangunal/gedung; dan

d) pelebaran jalan.

2. aktivitas yaJ]g termasuk dalam peningkatan lbetterment/
improuementl adalah sebagai berikut:

a) penggantian lantai keramik sebuah gedung dengan lantai
marmer;

b) penggantian pipa PVC dengan pipa Three Layer,
. c) Penggantian atap gerteng tanah dengan atap genteng

beton;

d) pengurugan, pemadatan dan pematangan tanah rawa;

e) penambahan sistem penyejuk ruangan pada sebuatr
gedung;

f) pemasangan sistem penanggulangan kebal<aran;

g) penggantian fungsi gudang menjadi ruang ke{a;

h) pelebaranjalaa; dan

i) penambahan daya listrik.

3. suatu penggaltial (replacementl aset tetap dapat berupa
penggantian bagian atau seluruh bagian dari suatu aset tetap.
Keputusar mengenai dikapitalisasikaa atau tidak atas
seluruh pengeluaran aktivitas irti, tergantung dari
pendehnisial aset tetap yang bersangkutan.



-20-

i'Lt,ztur:tt auit:nu .iuib i',t \'i .i ckk1. .''' c:rot 21 'l.iittt 2t)i I

Aktivitas yang termasuk dalanr penggantiai \replacementl
misa-lnl'a adalall sebagai berikut:

a) penggantian lantai keramik ciengan lantai berbahan sejenis.

b) penggantian pipa PVC dengan pipa berbaian sejenis

4. dalam aktivitas penFrsunan dan pemasargan kembali bagran
peralatan dan mesin untuk menjamin penghematan atau
efisiensi yalg lebih tinggr, dimungkinkar ada-nya penamballal
(additionl, peningkatar lbetlerment:l atau penggantian
lreplacement), bahkar reparasi kecil.Alctivitas yang termasuk
dalam penyusunan dan pemasangar kembali lreanangenent)
sebagai contoh adalah: pembongkaran, relokasi (atau tanpa
relokasi), pen,.usunar, dal pernasangan ulang sebuah
instalasi pengolahan air.

Pasal 3

Ayat (i)
Reparasi ringal dal pemelihaiaan biasanya-dibuat dalam satu
akun/perkir-aal karena kesamaan karakteristikuya. Secara
spesilik untuk menentukan apakd.r pengeluaran-pengeluaran
ini merupakan reparasi ringan/pemeliharaan atau bukar,
dapat dianalisis dari karakteristiknya.

Karakteristik item-item reparasi ringan dar pemeliharaal
adalah biasa, berulang dal tidal< menambah kapasitas atau
menambah umur pemakaiar aset tetap yang bersangkutan.
Aktivitas yang termasuk da-lam reparasi ringan dan
pemeliharaan misalnya adalah sebagai berikut:

' a) penggantian suku -cadang lspare parT) peralatan dan
mesin;

bl penggantian pelumas, BBM;

c) pembersihal rutin peralatan/rnesin;

d) pengecatan gedung/ bangunan;

e) penambalar jalaa yang lubang;

f) normalisasi sungai/drainase dan jaringal irigasi;

g) perbaikan jaringan itigasi; dan

h) penanganan hama.

RepaJasi ringan dan pemeliharaan tidak termasuk jenis
pengeluaran yang biayanya dapat dikapitalisasikan ke dalam
aset tetap. Oleh karena itu, pengeluaran-pengeluaJar untuk
rcparasl ringan dan pcmeliharaan ini dikategoril<an sebagr.r-i
pengeluaran pendapatan lrevenue expendidtre).

Ayat (2J

Cukup Jelas
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Pasal 9

Al'at {1)
Cukup jelas

Ayat {2)
Cukup jelas

Ayat {3)
Cukup jelas

Ayat {a)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat {1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat{i)
Cukup jelas

Ayat (21

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal i5
Cukup Jelas



L..\]\,1PI R{N I

PERATU RAN GUBE.ili\Uit SUI-A\\iESI SELATAN
NOMOR 23 'IAHU]\ ]O i 5 TANGGAL 25 MEI 201 5
TENTANG PEDOI\,IAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP
(CAPITALIZATION THRESHOLD)

>= 10.000.000,-

>= 10.000.000,-
>= 10.0c0.000,-

>= 500.000,-

>= 10

oo0
500
500
500
000

ooo,-
000,-
000,-
000,-
000,-

>= 300.000,-
>= 200.000,-
>= 500.000,-
>= 300.000,-

>= 250.000,-
>= 100.000,-
>= 100.000,-

>= 150.000,-
>= 100.000,-

>= 1.000.000,-
>= 500.000,-
>= 500.o00,-

NO JENIS BELAIJA MODAL

BATASAN MINIMAL
XAPITATISASI UNTUK

PER SATUAN ASET
TETAP ATAU ASET

LNNI{YA (Rp)

Tanah

2

>= 500.o00,-
>= 500.O00,

I

Peralatan dan Mesin terdiri atas :
Alat-Alat Berat :

Alat-alat Besar Darat
Alat-alat Besar Apung
Alat-alat Bantu
Alat-Alat Angkutan :

Alat Angkutan Darat Bermotor
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
Alat Angkutan Apung Bermotor
AIat Angkutan Apung Tidak Bermotor
P^lat Angkutan Bermotor Udara
Alat-Alat Bengkel dau Alat Ukur :
Alat Bengkel Bermesin
Alat Bengkel Tidak Bermesin
Alat Ukur
Alat-Alat Pertanian & Peternakan
Alat Pengola]lan
Alat Pemeliharaan Tanama..:n dan Alat Penyimpanan
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kantor
Alat Rumah Ta-ngga
Komputer
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Alat-Alat Studio dan komunikasi
Alat Studio
Alat Komunikasi
Pera]atan Pemana-r
Alat-Alat Kedokteran
A.lat Kedokteran
Alat Kesehatan



NO.

BATASAN MINII\'AI
XAPITALISASI UNTUK

PER SATUAN ASET
TETAP ATAU ASET

LAINNYA (Rpl

4

Alat-AIat Labola.torium
Unit Labolatorirlm
Alat Per aga / pral<tek Sekolai
Alat Labolatorium Lingkungan Hidup
Alat Labolatorium Hidrodinamika
Alat-Alat Kearnanan
Senjata Api
Persenjataan non Senjata Api
Amunisi
Senlata Sinar

Gedurrg dan Bangunan terdiri atas :

Gedung :

Bangunarl Bedung tempal kerja
Bangunan gedung tempat tinggal
Balgunal ,r)cnal a
Monumen :

BangunaII berse.;arah
Tugu pering.rtan
Uandi
Taman (untuk Umum)
Ranrbu rarnbu
Rambu-rambu lalu lintas udara

Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :

Jalan & Jembatan
Ja-l:rn
.Iembatan
Bangunan Air
Bangunan Air dan lrigasi
I[stalasi
Instalasi Air Minum
Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya
Insta.lasi Listrik
Instalasi Pena-ngka1 Petir
Jaringan
Jaringan Air minum dan sejenisnya
Jaringarr listrik dan sejenisnya
Jaringan telepon dal sejenisnya

JENIS BELANJA MODAL

>= 500.000,-
>= 100.000,-
>= 500.000,-
>= 500,000,-

>= 500.000.-
>= 250.000,-
>= 250.OO0,-
>= 500.OO0,-

>= 10.000.000,-
>= 10.c00.000,-

>= 5.000.000,-

>= 10.000.000,-
>= 10.00O.O00,-
-- 10.000.000,-
>= 10.000.000,-

>= 500.000;-
>= 5.O00.000,-

>= 10.000.000,-
>= 10.O00.000,-

>= 10.000.000,-

>= 5.O00.00O,-
>= 10.000.000,-
>= 10.000.000,-

>= 1.000.000,-

>= 10.000,000,-
>= 2.500.000,-
>= 1.000.000,-

3.
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NO\4OP 23 TAHU^- 2015 TA.)iGGAL 25 I\'lEl 2015
TENTANG PEDOI\,IAN K{PITALISASI DAN PENYUSU'IAN ASET TETAP

NILAI SATUAN I\IINII}ITIM PEMELIHARAAN I(APITALISASI ASET TETAP

NO. BIDANG

BATASAN MINIMAL
XAPITALISASI

PEMELITIARAAN
UNTUK PER SATUAI{

ASET TETAP (Rp)

1

2

Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Alat-Alat Berat ;

Alat-alat Besar Darat
Alat-alat Besar Apung
Alat-Alat Angkutan :

Alat n nglftlt&n Darirt Rermotor
Alat Angkutan Bermotor Udara

Gedung dan Bangunan terdiri atas :

Gedung ;

Bangunan Bedung lempat kerja
Bangunan gedung tempat tinggal
Bangunan menara
Monumen:
Bangunan bersejarah
Tugu peringatan
Candi
Taman (untuk Umum)

Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :

Jalan & Jembatan
Jalan
Jerrrbataur
Bangunan Air
Bangunan Air dan lrigasi

>= 5.O00.o00,-
>= 5.000.o00,-

>= I OOO OOO -

>= 5.000.o00,-

>= 10.000.o00,-
>= 5.000.O00,-
,= 2.soo.ooo,-

>= 5.000.o00,-
>= 5.000.o00,-
>= 5.O00.000,-
>= 5.000.o00,-

>= 10.000.o00,-
>= 20.000.o00,-

>= 5.000.O00,-

3.



NO. BIDANG

BATASAN MINIMAL
KAPITALISASI

PEMELIIIARAAN
UNTUK PER SATUAI

ASET TETAP (Rp)

Instalasi
Instalasi Air Minum
lnsta-lasi Air Kotor/Limbah darr sejenisnya
Instalasi Listrik

>= 2.500.000,-
>= 5.000.000,-
>= 5.000.000,-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAfiRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH

I



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUI.{WESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015
TENTANG PEDOMAN KAPITALIASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

ESTIMASI MASA MANFAAT

Keterangan

Crawler Tractor, Wheel Tractor, Swap Tractor, Grad er+Altachmen I.

Grader Towed Type, Buldozer, Draiglines, Sloveldozer, Clawler
Excavator, Wheel Excavator, Pile Driver, Self propelled Scraper, Towed
Scraper, Dump Truck, Lamp Wagen, Lori, Asphal Mixing Planl Asphal
Finisher, Asphal Diskibutor, Asphal Heater, Asphal Tanker, Asphal

Srayer, Asbuton Dryar, Recycle, Col Milling lUach ne, l,4acadan

Roller/Three Wheel Roller, Tandarn Roller, Mesh Roller, Vibrat on Ro le r,

Tyre Roller, Soil Stabilizer, Sheep FooUStamping Ro ler, Stampcr,

Vibration Plale, Pemadat Sampah, Stone Crushing Panl Screennh
Classifier, Stone Crusher, Aggregale Washer, Batching Plant C0ncret{l
Finisher, Concrete Finisher, Concrele Pump, Concrete Lif, Concretc
Cutter, Concrete [.4ixer, Concrete Vibrator, Concrele Breaker.

Aggregate/Chip Sproader, Grauting Machire, pipe Plant Equipment,

Concrete Mixer Tendem, onion Head Machine, Pan Mixer, Asbuton
Mixer, Paddle Mixer, Asphalt Buton Crusher, Truck Loader + Altachment,
Wheel Loader + Attachment, Tower Crane, Truck Mounted Crene, Truk
Crane, Wheel Crane, Forklifl, Fortal Crane. Crawier Crane, Mesrn

Pembuat Pellet, Mesin Pembuat Es, Mesin Penghancur Es, lVater

No.
Kode

Barang
Kelompok

Sub
Kelompok

Sub.Sub
Kelompok

Masa

llanfaat

Peralatan dan
Mesin

Alat-Alat
Besar

1002,02.41
Alat-alat Besar

Darat

Treatment, Sea Water Treatme Lain-lain _l

!



2 02.42.02 8

3 02.02.03 7

Alat-alat
Angkutan

Alat angkutan

Darat Bermotor
74 c2.03.01

5 02,03,02

Alat Angkutan

Darat Tak

Bermotor

2

Alat-Alat Besar

Apung

Alat-Alat Bantu

Suchtion Dredger, Buchket Dredger, Culter Suction Dragline, Floaling
Exaval6r + Attachment, Plain Suction, Cutter, Clamshell/Dragline Kapal

Tarik, Water Treatment, Lain-lain

Alat Penarik Kapal, Alat Penarjk Jaring, Elevator, Bell Conveyor Screw
Coriveyor, Escalator, Gandala, Transportable Compresor Portable
Compresor, Stationary Compresor, Iransportable Generating Set
Portable Generaling Set, Stationary Geflerating Set, Transportable Water
Pomp, Portable Water Pump, Stationary Water Pump, Poppa Lumprr
Sumersible Pump, Pompa Tangan, Mobile Workshop, Service Car
Floating Work Shop, Road Mainlenance Truck, Sweeper Truck, Wreck
Car, Leak Detector, Pipe Locator, Unil Pengolahan Arr Kotor Urrt
Pembangkit Uap Air Panas, l\4esin Bor Batu [y'esin Bor Tanah ,1es rr

Bor Beton, Lain-lain

Sedan, Jeep, Statron Wagon, Bus (Penumpang 30 Orang keatas), Bicro

8us (Penumpang 15 - 30 orang), Trailer, [4ini Bus (Penuntpang 14 Orang
kebawah), Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Unit Penerangan,
Mobil Pemadam Kebakaran, lt/obil 'l-inja, Mobil Targki, Mobil Un I

Monitorrng Frekwensi, Mobil Unit Perpustakaan Keliling, [/obil l]nit Visual

Mini (Muviani) Darat, Mobil Unil Satelite Link Van, [/obil Unrt Panggung.

Mobil Unit Pamaeran, out Side Broad Cast Van Radio Oul Side Broad
Cast Van Televisi, Mobil Unit Produksi Film, Mobl Unil Produksi FlIr
l'4obil Unil Produksi Cinerama, Mobil Unit Kesehalan Masyarakal, l,4ol) I

Unil Kesehatan Hewan, Mobil Unit Tahanan, Mobl Unt Penqzr r!k!1
Uang, Sepeda Motor, Scooter, Bemo, HellcaUBalal, La n-larrr

Gerobak Tarik, Gerobak Dorong, Caravan, Gerobak Lon, Sepeda Dok;rr

Tandu Dorong, Lain-lain

I

)

i



6 02.03.03
Alat Angkutan

Apung Bermotor
10

Kapal Minyak, Tongkang Bermotor, Tug Boat + Atlachment, Landing

Ship Transportation (LST), Kapal Hidrofoli, Kapal l\rlotor, Speed 8oat,

Motor 'Boat, Klotok, Ferry, Hidrofoil, Jetfoil, Long 8oat, Surver Boal,

Kapal Anti Polusi, Kapal Perambuan, Out Boat l\4olor, Kapal Hydrografi,
Kapal Unit Penerangan Air, Kapal Visual Mini, Kapal Penangkap lkan,

Kapai Pengangkut Hewan, Kapal Pakoli Pantai, Lain-lain

7 02.03 04

Alat Angkutan

Apung Tak

Bermotor

3
Tongkdng, Perahu Barang, Perahu Penumpang, Perahu Penyeberangan,

Ponton, Perahu Karet, Ponton Rumah, Larn-lain

8 02.03.05
AlatAngkutan
Bermotor Udara

2A

Alat Bengkel
dan Alat Ukur

Mern Jet (Fuel Jet), Turbo Prop, Kapal Terbang Ealing-baling, Helicopter,

Amplbi, Lain-lain

I



9 02.04.01
Alat Behgkel

Bermesin
10

Mesin Bubut, Mesin Pres, Mesin Kelam, Mesin Pres Hidrolik &

Punish, Mesin Bor, l\llesin Gergaji Logam, Mesin Gerinda, l'4esin

Rol, Mesin Bor Cylinder, l\4esin Skrup, l\4esin Milling li,4esin Purel.
Mesin Perapen, Mesin Sikat Kulit, [4esin Pemolong Kulit, N4es I
Jahit Kulit, Mesin Pengepres Kulit, Mesin Kompresor Mesrn Las

Listrik, Mesin Dynarno Kron, Mesin Sikat Besi Kron, l\4esrn

Pemotpng Fiberglass/Polyster, Mesin Gulung Listrik, l\4esin

Pelubang, Mesin Penekuk Plat, Mesin Gunting Plat, [4esin

Pembengkok Uni, Mesin Amplas Plat, l\,,1esin Pemotong Plat, l\4esin

Transmision Oulomiljve, Mesin Gerinda Tangan, t\4esin Bor Tangan
Mesin Cylinder, Refitting Machine, [4esin Gulung Ir4anual, [4esin

Ampelas Tangan, l\lesin Amplas Rol Kecll Batteray Charger
Winder, Transfornralor, Solder Listrik, Auto Lift, Car Wasirer, Steanl
Cleaner, Lubricating Equifment, Mesin Spooring, Brake Drurn
Lathe/Mesin Perala Tromol, Pengasah Lobang Stang Pislon, Overhea.J

Grane, Auto Hoist, Mesin Gergaji, Mesin Kelam, f,4esir) Bor, ivles "
Penghalus, Mesin Penyambung Papan, Mesrn Jahit Terpal, Perkakas
Vulkanisir Ban, Perkakas BongkavPasang Ban, Mesn Tenun Tektil

Mesin Celup, Peralatan Las Liskik, Peralatan Las Karbil, Evaporator, Air

Blower, Brine Tank, Filling Divice, Pipping Tank Divice, Thawing Tank,

Can Frame, Bring Tank Cover, Clear lce Equifmenl, Reciver, Elektrk
Panel Cinkol, Trafo Stater, Tabung NH3, Pompa Ollez Compresor
Condensor italor, Bak Air lce Cam Lain-lain



5
Alal BengkelTak
Bermesin

Alat Ukur10

Perkakas Dapur Tempa, Perkakas Bangku Kerja, Perkakas Pengukur
Perkakas Pengecoran Logam, Rol, Perkakas Pemotong Plat, Perkakas

Press Hidrolik, Perkakas Pemotong Kabel Sling, Perkakas Pengecatan

Kendaraan, Alat Penipis Rotan, Pisau Pengerok, Pisau Pengerat, Pisau

Pembelah Rotan, Gunting Rotan, Pisau Bergigi, Besi Penekuk, Pisau
Peraut, Oven Batu Bata, Cetakan Batu Bata, Pelengki, ATBM, Lain.lain
Armature Drying oven, Mica Undercutter, Comutator Tuming Tool, Kunci
Khusus Chasis, Kunci Khusus Alat Angkut Apung, Kunci Khusus
Pembuka i\4ur/Baud, Kunci Khusus Momen, Kunci Khusus Alat Besar
Udara, Kunci Khusus Khasis Alal Besar Udara, Lubricating Sel,
Jembatan Service, Dongkrak Mekanik, Dongkrak Hidrohk, Takel Ganlry,
Tripot,'Tool Kil Set, Tool Kit Boks, Tool Cabinet Set, Kunci Pipa, Fuller
Set, T.ipDies, Groeper, Engine Sland, Kunci Momet, Gergaji, Ketam, Bor,

Pahat, Kaka Tua, Water Pas, Siku, Palu, Tang, Ayakan Pasir, Tenggem,

Gunting Plat, Landasan Kenteng, Kunci Kaul, Gunting Plal Tangan, Tang

Kombinasi, Knief Tang, Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper Pukul Konde

(2 kg, 1,5 kg, 1k9,0,5 kg), Pukul Lengkung, Pukul Sabit, Kikir Seg

Empat, Segi Tiga, Setengah bulat, Kunci Pas salu Set, Satu Set Tanq

Senal & Tap, Drel Biasa Satu Set, Drel Kembang satu set, Drel Kelok,

Seket Mat, Jengka Besi, Kunci Stang Segi Empat & Segi Enam, Talah

Biasa Satu Set, Tatah Lengkung Salu Set, Petel, Patar, Boor Engkol,

Pisau Kulit, Pandokan Sepatu, Lis Sepatu Satu Set, Cokro Plong Kulit

Satu Set, Catut, Pukul Sepatu, Gunting Kulit, Gunting Kain, Drek Mata

Ayam, Jarum Kulil Satu Set, Uncek, Dipan Ukur, I!4eteran Kain, Rol

Meter, Jangka Berkala, Patar Gip, Pisau Gip, Paralel Bar Cermin Eesar

(2C0x75 cm), Tangga Latihan, Trap Latihan, Lain-lain

Af Generator Tone Generato, Audio Signal Source, Audio Test Sel

Audio Morse & Distributor l\4eter Audio Sweep Osillator, VTV[4 Volt i

lndependence Meter, Dicible, CRT Tester, Circuit Tester, Electrpnrc

Capasitor Tester, lllumino Meter, lC Tesler Semi Test IV, lC Meter

Milrvolt Meter, l\,lultiteter & Accessoire, Multisister Digital, Photo

lllumination Meter. Iransistor Tester Semitesl l, Transistor Tesler

Semistert ll, Transistor Tester Semeste( V, Iransistor fester AVO, Volt

02.04.03 5

Meter Di ite Volt Meter H Tenson, Widw Band Level Ir4eter,

t,

02.04.42



Automatic Diskoticn Meter, Power Meter And Accessres, PH lMetcr

Ouasi Peak lvleter, Thrullne Wart Meter. Drgiral Mulllnerer N4Jll l,"4er^

Meter Calibrator, Moise Firgure l\4eter, Distortion Analyzer, Veklor Vo(
Meter, Pulse Genetaror,0ME Graung Station Tesl Set, UHF Siqnal
Generator, Sweep 0scilator, VHF Signal Generator, Spektrup Analyzer.
Tube Tester, Dosimeter & Accessories, Survy Meter, Sound Ditector.

Vidcon Quick Tesler, Pattem For TV Adjusment, Power lveter Cilibrator,
Thermistor, Signal Generator Audio VHF, UHF, X-Tal Detector, Co Axdal
Slot Line, RF Volt Meter, Frequency Wave l\,4eter, Megger, Co Axial
Attenuator, Variable Co Axial Altenuator, Directional Coupier, Pin

It4odulator, Loging Trouble Shoting Kit, SWR IUeter, Memori Programmer
Ligig Statc Analyzer, Frequency Counter, Universal Bridge, FB N4eter,

Noise, Radiation lvlonilor lsotropic, Phase l\.4eter, Global Postion n!
Aystem, IKS Calibralion RX, DCP (Alat Control) Sensor, Mo sleur [4eter

Rota Meter, Mini Phassec View, Tesl lntelegensa WPPS Tesi
lnlelegensia WISC, Test lntelegensia WB, Test lntelegensia WB

Advence, Test lntelegensia Progresive Matricaral, Test lnlelegensra

Vineland, Test Intelegensia Blac Passalon Alat Ukur/Test Alal
Kepribadian Dotcilta, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zat, Alat Ukur/Test
Alat Kepribadian Warna, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zondl, Alat
Ukur/Tesl Alat Kepribadian Cat, Alat UkuriTest Alat Kepribadian WPPZ
Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Wolnaa, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
Kudu, Vidio Measuremenl, Binder Acstait, General Vocationalanpunde
Tester, Consoroting Tester, Meronding Tester, l\4eronding Brinding

Tester, Cord Briding Tester, Gnp Diagnanonnuter, Blak Anollg Moscle l

Dinamo Meter Jumping Mtr, Modulalion/Jumping Meter, Channel 
i

Converter. RF Analyser, Meronding Vacalianal Lanpunde Tesler '

Calibration Level Generator, Color Bar Generator, Grid Pallhe-
Generator, Grating Generator Unit, insection Signal Generator, lnsectroi
Test Signal Generator, Multburst Generator l-.ln t, Pattehem Generator

Stak Stop Generator Unit, Sign Wave Generator Unit, Test Generator.
Text Generator, Test Line Generator, TV Test Signal Generator, TV lF

Signal Generator, Pal Test Generator, I\4onochome Test Generator
Standar Lewel Generalor, lnterval Tesl Generator, Station ldentipicalion
Generator Characler Generator, Wavelorm Generator S ecial Efecl, l

I
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Berger Thermometer, Set Of 14 Hight Precision Ameral Thermometer I

Addition Tunner Stop Watch, Universal Clamp Clarnpinh Range 6 To 12

m, Unmivercal Clamp Clampinh Range 6 To 75 mm Venrer Calve r

Prople Proyektor Toyo Serie, Tool Maker Mocroscope f,4agnif cation 30 x
Meter x - 27 oari Platina Tridium, H.- Meter Dan Ba€ \ kel (ompara(o'

Alat Pengukur Gans Tengah, Ban Ukur. Drameter Tape, .kuran -rnggr

Orang, Schulfimaal (Ukuran lngsuf). Liffer Stanaard (' lrter). Be ana Jkur
Alat Ukur Kadar Air. Bejana Ukur, Alal JkLr Kaoar Air Tnoarga'
Jembatan Cvapasitas 10 Ton. Trmbangan Mera Capasrtas l0 Kg

Timbangan lvleia Capasitas 5 Kg, Timbangan BBI Capasrtas '00 Kg

Timbangan BBI Capasitas 25 Kg. Timbangan 8Bl Capasrtas '15 Kg

(Timbangan Bayr). Timbangan BBI Capasilas 10 Kg, T,mbargan Cepa'
Capasitas 10 Kg, Timbangan Cepat Capasrtas 25 Kg. Trrn[2ng3p 6gp31

Capasitas 200 Kg, Timbangan Cepat Capasitas '10 Kg, Timbangan

Pegas Capasitas 50 Kg, Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg Timbanaar
Surat Capasitas 100 Kg, Timbangan Kwandran Capasrlas '100 Kg

Timbangan Sentisimal, Dacln Kuningan, Timbangan Gula Gaveka

Timbangan Gantung Capasitas 50 Gr, Neraca Halus llNeraca Capasilas l

500 Gr, Neraca Parama E, Neraca Parama D Capasitas 5 Gr, Neraca

Percisi Elecronic Capasitas 1 Kg, Neraca Percisi (Single Pan) Capasitas

20 Kg, Necara Percisi (Electronic Vacum ME), Neraca Percisi 30 Kg

(Micro Balance), Neraca Percisi Capasi(as 50 Gr, Neraca Parcs
Capasitas 1 KG, Neraca Tera E, Neraca Tera A Capasitas 75 KG

Neraca Tera B Capasitas 10 KG, Neraca Torsion Balance Capasitas 500

Gr, Neraca Analisa Capasitas 1000 Gr, Neraca Analisa Capasilas 20 Kg

Neraca Capasitas '1 Kg, Neraca Capasitas 20 Kg, lvloister ftileler, Neraca
Dengan Oigityal Display, Kilogram Tembaga Nasional Platina, Klogram
Tenmbanga Bentuk Tong, Kilogram Sepuh Mas 1 Kg Pakal Tombol
Kilogram Bala Berbentuk Tong Bersandur Croom, Kilogram dari Baia

Berbehtuk Slinder, Kilogram Kerja Standar Tingkat ll, Kilogram Standar
Anak Timbangan Tembaga Kantor Tingkat ll, Anak Tin'rbangan Miligram
Anak Timbangan Miligram Platina, Anak Timbangan lliligram Aluminium
Anak Timbangan Gram Standar '1 Gram, Anak Timbangan Halus darc
'1.000 - 1 Gr, Anak Timba an Biasa dari 1000 - 1 Gr. Anak Timban lt



Alat Perhnian

Bidur, Anak Timbangan dari Besi, Anak Timbangan Kep ng (l,4ulul Kec l)

Anak Timbangan Keping (Mulut Besar), Dari 100 - 50 - 20 Liler, Dari 1 0 '
s/d 0, 5 Liter, Takaran Eahan Eangunan 2 HL Eerbenluk Tong Takarn'l
Buah Kopi dari 0, 5 Hl, Takaran Kapuk dati Kayu 2 dan i Hl Takarlrl
Minyak dari Besi 0, 5 Hl, Takaran Gandum 0, 5 Hl, Labu lak.rr
(Volumetrik) berbagai Kapasitas, Botol Ui Berbagar Ukuran !3rn"larn



11 0 2.05.01 Alat Pengolahan 4

Bajak Kayu, Bajak Muara, Pacul, Linggis Garpu Pacul, carpu KayLr

Garpu Besi, Traktor Four Whell (Lengkap Peralatann)i a Tractor Iangan
dengan perlengkapannya, Hewan kerbau, Hewan Sapr Chain Sal,r

[4adula, Skap, Garu, Tugal Kayu, rugal Besi, Enber PIastk, Gayufr]
Plastik, Tang Pemasang/Kar Tang, Stick Pengukur Sapr, Waigh Barrd

Borduzzo Tang, Cap Bakar, Kar Punch (Pelcbang Telinga), Container,
Conister, Qoblet, lnsemination Gun, Termos A.l, Vagina Buatan,
Debeaker (Alat Pemotong Paruh), Alat Pemotong Kuku Milik Gam
Tabung Tempat Susu, Dehamer (Pemotong Tanduk), Pemotong Bulu,

Eastrator (Pemotong Ekor), Milcooling Tang, Mesin Penetas Telur, Oven,
Cold Strorage (Kamar Pendingin), Selo (Kolak Penympan) dengaI
mengatur temperatur, Rak-rak penyimpan, Lemari Penympan Alat
Pengukur Curah Hujan, Alal Pengukur Cahaya, Alat Pengukur lntens (as

Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, Alat Pengukur PH Tanah (S0 l

Tesler), Alat Pengambl Sample Tanah, Unit Pengaduk, Aat Pencatrut
Buiu Ayam, Alat Pembuat PaleVMakanan Ternak, Alal Pengasapan Alat
Pembekuan, Alat Penggilingan Padi, Alat Pencacah Hijauan, Pukat,
Double Ring Shrimp Trawi/Pukat Udang Ganda, Otter Trawi, Payang
(Termasuk Lampara), Danish Seine (Dogol), Eeach Se ne (Pukal Panta ),
Driff Gill Net (Jaring lnsang Hanyut), Enclirling Gill Net (Jaring lnsang
Lingkar), Shrimp Gill Net (Jaring Klitik), Set Gill Net ( Jarng lnsang
Tetap), Boat Raft Lift Net (Bagan Perahu/Rakit), Bagan Tancap Berikut
Kelong, Scoop Net (Serok), Jaring Angkat Lainnya, Guiding Barrier
(Serok), Stop Net (Jermal termasuk Togo), Portable Traps (Bubu),

Perangkap lainnya, Tuna Long Line (Rawal Tuna), Set [ong Line (Rawal
Tetap), Skipjack Pole And Lines (Huhate), Trool Line (Pancing Tonda)

Pancing Lainnya, Muroami lnc. lVallalugis, Jala, Garpu, Tombak Sea

Water Reservoir, Bak Pemeliharaan Sementara, Bak Pengendapan.
Keramba (Jaring Apung), Lain-lain

t

I



4

Kored, Arit, Babadan, Pacul Dangir, Penyemprot Otomatis (Automa(Ls

Spaye0, Penyernprot Mesin (Power Spayer), Penyemprot Tangan (Hand

Srayer), Ani-ani, Alat Perontok (Theresar pedal), Alat Perontok lilesI
(Power theresaQ, Alat Pemipit Jagung, Karung, Blek, Alat Penger rcr

(Dreyer), Alat Pengering Mesin (Powe Dreyer), Alat Pengukur Kadar Air

(Meisture Terter, Honey (Penggulung Beras), 0ven, Cold SloraQtr

(Kamar Pendingin), Selo (Kodak Penyimpanan ) bisa dialirf
temperaturnya, Rak+ak penyimpanan, Lemari Penympanan, Gudang,
Alat Pengukur Curah Hujan, Alat Pengukur Cahaya, Alat Pengukur Arah

Angin, Alat Pengukur lntensitas Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, A al

Pengukur PH Tanah (Soil Testeo, Alat Pengambil Sample Tanah, N4esin

Penetes Telur, Jaring, Anco/Tangkul, Keramba Apung, Rawai/Longline
Tombak, Lain-lain

Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupatirualikota, Meja Kerla Pejabat Eselon

l/Wakil Gubernur/BupatiMalikota, Meja Kerja KetuaMakil Ketua DPRD

Meja Kerja Pejabat Eselon ll, Mela Kerja Pejabat Eselon lll, l\4e1a Ke:;a

Pejabat Eselon lV, Meja Kerja Pejabat Eselon V, Meja Kerja Pegawa

Non Skuktural, Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Mela

Rapai Pejabat Eselon l/V/akil Gubernur/Bup,/Walikota, l\4eja Rapal

KctuaMakil Ketua DPRD, lveia Rapat Pejabat Eselon ll, Mela Rapal

Pejabat Eselon lll, N4eja Tamu Ruangan Tunggu

Menteri/Gub./Bup./VValikota, Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabal

Eselon lMakil Gub., lVleja Tamu Ruangan Tunggu Ketualwakil DPR

[4eja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon ll, Mena Tamu Ruangan

Tunggu Pejabat Eselon lll, Meja Tamu Biasa, MeJa l\4akeuPeta, f\4ela

Operator, Kursi Kerja lVenteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Kerla

Pejabata Eselon l/vvakil Gubernur/Bup.Malikota, Kursi Kerla

Ketrua/Wakil DPRD, Kursi Kerja Pejabat Eselon ll, Kursi Kerja Pejabal

Eselon lll, Kursi Kerja Peiabat Eselon lV, Kursi Kerja Pejabal Eselon lV.

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Rapat

12

Alat Pemeliharaan

Tanaman/Penyim
pan

Alat Kantor
dan Rumah
Tangqa

lveja dan Kursi

Kerla/Rapat

Pejabat

502.06.0413

Menteri/Gubernur/Bu tiMalikota Kursi Ra at Rua an Ra lPe bit

!



Eselon l/lvakil Gub./, Kursi Rapat Ruengan Rapat Ketua^Vakil DPRD
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Il, Kursi Rapat Ruangan
Rapat Pejabat Eselon lll, Kursi Rapat Ruangan Data, Kursi Rapai
Ruangan Rapat Staf, Kursi Hadap Depab li/eja Kerla
Menteri/Gub/BuplWalikota, Kursi Hadap Depan Meja Kerla Pelabar
Eselon lMkl Gub/, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil DPRD
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon ll, Kursi Hadap Depan
Meja Kerja Pejabat Eselon lll, Kursi Hadap Depan Mela Kerla Pejabal
Eselon lV, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabal Eselon V, Kurs TamLr

di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupatiilvalikota, Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat Ess. IMkl Gub/Bup/}Valikota, Kursi Tamu di Ruangarr
KetuaMakil Ketua DPRD, Kursi Tamu di Ruangan Pelabal Eselon ll

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon lll, Kursi Tamu di Ruangan
Tunggu Menteri/Gub/BupMalikota, Kursi Tamu di Ruangaf Tunggu
Pejabat Eselon l, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Peiabat Eselon ll,

Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bup^valikota, Kuri Tamu
di Depan Ajudan Pejabat Eselon lMkl Gub/Bup/ Leman Buku untuk
Menteri/Gubernur/BupatiflValikota, Lemari Buku untuk Pejabal Eseloc l

ilVkl Gub/BupMalikota, Lemari Buku untuk Pelabat Eselon ll Lemar
Buku untuk Pejabat Eselon lll, Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan
Lemarl Ars untuk ars Dinamis Buffet Ka Buffet Kaca, La n- a n

Mesin Ketik Manual Fortable (11-'13), Mesin Ketik tvlanual Standar (14-

16), Mesin Ketik Manual Longewagen (18..), Mesin Ketik Listrik Portable,
lvlesin Listrik Standar, lvlesin Ketik Listrik Longewagen, Mesin Ketiq

Elektronik, Mesin Ketik Elektronildselektrik, N4esin Ketik Braile lu4esrn

Ketik Phromosons, Mesin Cetak Stereo Pioner (Braile), N'lesin Hitung

Manual, Mesin Hilung Listrik, Mesin Hitung Elektronik, Mesin Jumlah
Manual, Mesin Jumlah Listrik, Mesin Jumlah Elelronik, N4esin Kas

Register, L4esin Pembukuan, l\4esin Absen (Time Recorder) Mesin
Kontrol/Jaga, l\4esin calculator, [4esin Penghilung Uang, Mesin Stensrl

l anual Folic, Mesin Stensil Manual Doble Folio, Mesin Stensil Listrik
Folio, Mesin Stensil Listrik Double Folio, Mesin Slentil Spirtus Manual
Mesin Stentil Spirtus Listrik, fu1esin Foto Copy dengan keras Folio, [4esin

Photo Copy dengan kertas doble Folio, Mesin Pholo Copy dengan kertas

Alat Kantor 514 02.06.01

biasa Folio Mesin Photo Co den an kertas biasa doble Folo, Mesin

I

I
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Alat Rumah

Tangga

Perekam Stentil Folio, Mesin Perekam Stentil double Folio, Mesrn Plate
Folio, Mesin Plate Doble Folio, Lemari Besi/l\4etal, Rak Besi/lr/etal, Rak

Kavu, Filling Besi/Metal, Filling Kayu, Band Kas, Kardek Besi/[,4etal,

Kardek Kayu, Rotary Filling, Peti Uang, Lemari Sorok, Lemar Kaca

Lemari Makan, Papan Visuil, Perkakas Kantor, Alat Pengamalan/S nyal

Alat oiktektor Uang Palsu, Alat Penghancur Kertas, Papan Namil

lnstansi, Papan Pengumuman, Papan Tulis, Papan Absen, Wh te Boad
Alat Detektor Uang Palsu, Alat Dctektor Barang Terlarang/X Ray, Copy
Board/Elektrik White Board, Alat Penghancur Kertas Globe, Globe, l,,4esrn

Absensi, Dry Seal, Fergulator, Crelm Folisher, l\4esin Perangko Check

Writer, Numirator, Alat Pemotong Kertas, Hecmaching Besar, Perforator
Besar, Alat Pencetak Label, overhead Proyeklor, Hand l\,,letal Detector
Walkman Detector, Panel Pameran, Alat Pengaman (Sinyal), Boatu

Modulux, Porto Safe Travel Cose, Disk Prime, Megashow, White Boad
Eiektronic, Laser Plonter, Dis , Lainlain
Lemari Kayu, Rak Kayu, Meja Besi/Metal, Meja Kayu/Rotan, Kursi Bes i
Metal, Kursi kayu/Rotan/Bambu, Zice, Tempat Tidur Sesi/lilelal
(Lengkap), Tempat Tidur Kayu (lengkap), Meja Rapal, N4e1a Tuls N4ela

Makan, [4eja Telpon, Meja Leleang, [,4e]a Podrum, MeJa Tik, [,1e]'j

Resepsion, MeJa Tambahan, Mela Panjang, Meja Bundar, l,4eja Penksa

Pasien, Meia Obat, Meja Kartu, N4ela Suntik, l\4ela Bay, Nleja Sekolar,

Kursi Rapat, Kursl Tamu, Kursi Tangan, Kursi Putar, Kursi Biasa, Banqku

Sekolah, Bangku Tunggu, Kursi Lipat, Bangku Injak, N4eja Cetakan N4ela

Komputer, kasur, Bantal, Guling, Locker katlrn, Selimut Wool Waslap

Meja Pikel, Sepre, Tikar, Tenda, Meja 1/2 Biro, Sofa, Oaun Pnlu
Alumunium, Kaca Bening, Kaca Riben, Kasur Alumunium, Leman

Pakian, Leman Rias, Ratto, Jepano, Pusiban, Panggo, Tudung Saji, Jam
Mekanis, Jam Listrik, Jam Elekkonik, Lampu Lalulintas (Travic Ligh),

Mesin Penghisap Debu, Mesin Pel, Mesin Potong Rumput, Mesin Cuci

Lemari Es, AC Unit, AC Split, Power Conditioner, Kipas Angin, Exhause

Fan, Cold Slorage, Reach ln Frezzer, Reach ln Chrller, Up Rrgnl

Chiller/Frezzer, Cold Room Slorage, Kompor Lislrik. Kompor Gas. 
I

Kompor Minyak, Teko Listrik, Alat Dapur Lainnya. Oven Listflk, Alal

Dapur Lainnya, Tabung Gas, lvesin Giling Bambu, Treng Air Mesin

702.06,02

Parutan Kel Kom r Kom resor, Alat Pemanas, Radio, Televisi
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Alat Studio
dan

Komunlkasi

16 02.07.01

Cassette Recorder, Amplifiler, Equalizer, Loudspeker, Sound System.
Compact Disk, Laser Disc, Karaoke, Wreless, Megaphone, lVicrophone,

Microphone Floor Stand, Microphone Table Stand, N,lic Conference, Unit

Power Supply, Step up/Down, Stabilisator, Camera Video, Camera Fiim

Tustel, Mesin Jahit, Timbangan Orang, Timbangan Earang, Alat Hlasan

Lambang Garuda Pancasila, Gambar Presrden/rryakil Presidon, Lambanc

Korpri/Dharma lvanita, Aquarium, Tiang Bendera, Petaka, Lif(, Setnka
Water Filter, Tangga Alumunium, Kaca Hias, Dispencer, N,limbar/Podtunr

Gucci, Tangga Hidrolik, Palu Sidang, Mesin Pengering Pakaian

Lambang lnstansi, Lonceng/Genta, I/esin Pemolong Keramik, Cooie€l

Maker, Handy Cam, Alat Pemadam/Portable, Pompa
Kebakaran/Po(able, Deteklor Kebakaran, Panel Pengontrol Kebakaran
Tombol Kebakaran/Alarm, Hidran Kebakaran, Pipa Pemancar Pakaian

Panas/Lengkap, Topeng (MaskeQ Oxigen, Topeng (N4asker) Gas, Alai
Peluncur, Lemari Slang, Lonceng Kebakaran, Alal Pembanlu l

Pemadam,Kebakaran La n-la n

Mainframe, lvlini Komputer, Local Area Network (LAN), lfternet P.0
Unit, Lap Top, Note Book, Palm Top, Card Reader l\4agnetic Tape Un t

Floppy Disk Unit, Storage Modul Disk, Console Unit, CPU, Disk Parck

Hard Copy Console, Serial Pointer, Line Printer, Ploler Hard D sk

Keyboard, Card Reader, Magnetic Tape Unit, Flopp Disk Unit, Storagr
lvodul Disk, Console Unit, CPU. Drsk Pac(. pflnle' Plorler, Scann'I
Computer, Compatible, Viewer, Digilzer, Keyboard, CPU, Monrlor

Printer, Scanner, Plotter, Viewer, Extermal, Digitzer, Keyboard, Server

Rouler, Hub, i/odem, Netware lnterfece External Lain-lain
,_l

5

Camera llAttachmen, Photo Processing Sel, Proyektor llAtlachmeni
Mikro Film, Audio Mbding Console, Audio Mbding Portable, Audio l\,lbdin(l

Slationer, Audio Attenuator, Audio Amplifier, Audio Erase Unit. Audr(]

Vidio Selector, Audio Monitor Active. Audio l\4onitor Passive, AuC,(

Reverberation, Audio Patch Panel, Audio DrstribLrlron Audrc -ronr'
Alat Studio

Generator, Audio Catrid e Recorder, Audio Logging Record er Cimpacl

Peralatan

Komputer

t,
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Silde Projector, Command Desk, Announcer Desk, Camera F lm Lensa
kamerb, Film Magazine, Claver, Changing Bag, Conditioner, Color F lm

Analyzer, Printer, Film Sound Recorder, Tele Recorder, Camera View

Findei, Servo Zoom Lens, Camera Adaptor, Photo Processinq Set, [,4 cro

Film, Mixer PVC, Unit Replesieser Tank, Horlzontal l,4otorized Filnr

Rewinder, Vertical Motorized Film Rewinder, lvlanual Film Rewinder.

Mesin: Prosesing Film Negatif, l\4esin Prosesng Film Positif, 1\r1esir

Prosesing Film Warna Negatif (ECN), l,/esin Prosesng Flm U/arna

Positif (ECP), Mesin Film Color Analyzer, Anatcal Balance, Aai
Pemanas ProscesingMater Heater, Steaper Film, Magnelc St p Splilze r

Tape Meja Editing Film, Digital TBC, Titanium Tank Singgel Shaft,
'[emperatur Contrrol CflV, Gear Box Sun Assy, Tacho Generalor For

Drive Motor Reching, Circulation System Complet Chiler Water
Complet, Video Audio Jack Panel, Automatic Emergency tight, Flm
Chain l\.4ultiplier, Photo Tuslel Polaroid, Betacam Recorderi Player, Sldd
Rall, Weapon & Metal Detector (Check Gate), Automatic Edlting Contro,
Layar Flnr, Camera Tune Simulalor, Dry Splitzer Filrn, Vldeo Tone

Cleaner, Mini Vlewer, Push Button Conkol Panel Rak Termrnal Vencriq
Standard True Signal/Master Rack N4ctor Dr ver. Analog D() ay Siafd,I l
Point Animatlon, Head Set, Character Effect lnterlace, L,ghtnq llr,ir,i
Body, Lighting lvlechanic, l\4esin Pembuat Clise, Mesin Cotak Tanqar.
Mesin Cetak Listrik Sheel, N4esin Cetak Llslrik Roll lr,1es n C."lak i, str ,

Elekkonik, Mesin Cetak Oflset Sheet, Mesin Celak Offset Rol lvlcsI
Cetak Offlset Mini, Mesin Pemotong Biasa, l\4esin Pemolong Biasa 1ga
Pisau, Mesin Jilid Bundar, Mesln Jilid Besar, l\,4esin Jilid, Mesin Lipal,

[4esin Pembuat Huruf, Mesin Penyusun Huruf Biasa, IVesin Penyusun

Huruf Poto (Foto Type setting), Mesin Pelubang, l\,4esin Proof Camera

Vertikal, Mesin Pres, l\4esin Jahit Kawat, Mesin Jahit Benang, [4esn
Pilung, Mesin Garis, Mesin Perekam Stensil Folio, lVlesin Perekam

Stensil Double Folio, Mesin Plate l\ilaker Folio, l\,4esin Plate N4ak€r D0ub e

Folio, l\4esin Penjilid, Mesin Handpress, Mesln Stahd lvles n Kertas.

Kaci Poton Sudut, Alat Pembuat Vormstand, Lain-lain
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Peralalan

Pemarcar

Unit Transcarver/Transmiter UHF, Unit Transcarver/Transmiter VH F Unit
Transcarverffransmiter HF, Amplifier, Microphone, Loudspeker,
Megaphone, Sound System, Telephone (PABX), Intermadiate
TelephoneiKey Telephone, Pesawat Telephone, Telephone Mobile,
Pager, Handy Talky (HT), Telex, lntercom, Talk Back, Selectve Colling,
Peralatan Spech Plas, Facsimile, Handphone, Local Battery Telephone
Hand Phone, Unil Transceiver SSB Porlable, Unit Transcever SSB

Transpbdable, Unit Transceiver SSB Statonal E221Ory UntTranscever
HF Podable, Unit Transceiver HF Transportabe, Unil Transcerver
Stalionary, Unit Transceiver FM, Unit Transcever VHF Portable Unl
Transceiver VHF Transpodable, Unit Transcever VHF Stationary Unit
Transceiver UHF Po(able, Unt Transceiver UHF Transporlable Unl(

Transceiver UHF Stalionary, Publik Address (Lapangan), Wireless

Amplifier, SIide Projector (Lapangan), Morse Keyer, Automalic N4orse

Keyer, Alat Semboyan, Lain-lain

Unit Pemancar MF/MW Portable, Unit Pemancar IMF/MW Transportable,
Unit Pemancar MF/MW Stationary, Unil Pemancar HF/SW Portable, Un I

Pemancar HF/SW Transporlable, l.lnit Pernancar Ht-/SW Slationary, Unlt
Pemancar Vl'lF/F[,4 Po(able, Unit Pernancar VHF/Ffvl fransDortaD]e J'rl
Pemancar VHF/FM Statlonary, Unit Pemancar UHF Po(atrle, LJ0lt

Peinancar UHF Transportable, Unit Pemancar UHF Stationary, Pcrtab r,

ReporterLink, Unit Pemancar SHF Portable, Unit Pemancar SllF
Transportable, Unit Pemancar SHF Stationary, Salelite Link (tlP/Do\!|
Link), Antena MF/MW Portable, Anlena l\4F|MW Transprotable, Antefa
t\.4F|MW Stationary, Antena HF/SW Poriable, Antena HF/SW

Transprotable, Antena HF/SW Stationary, Antena VHF/Fl\i1 Porlable.
Antena VHF/FM Transprotable, Antena VHF/Flv1 Stationary Antena UHF

Portable, Antena LIHF Transprotable, Anlena UHf Stationary, Anlena

SHF Portable, Antena SHF Transprotable, Antena SHF Stationary

Translator VHFIr'HF Porlable, Translator VHF^,,/HF Transprotabe.
Translator VHFA/HF Stationary Translator UHI /UHF Po(a!l.l
Translator UHF/UHF Transprotable, Translator l.lHFiUHF Slatrorari
Translator VHF/UHF Porlable, Translator VlrFlUllF lransprotabr:

, Translator UHF/VHF Porlable

18

Translator VHF/UHF Stationa
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Translator UHFNHF Transprotable, Translator UHFIr'HF Stationary
Microwave FPU Portable, Microwave FPU Transportable, Microwave
FPU Stationary, Microwave Tereslrial Portable, Microwave Terestnal
Stationary, lr.4iciowave ryRO Portable, N4icrowave TVRO Transporlable,
Microwave ryRO Stationary, Dummy Load Pending n Udara, Dummy
Load Pendingin Air, Dummy Load Pendingin to4inyak, Dummy Load
Pendingin Gas, Switcher Combination, Switcher Manual, Switcher
Automatic l\.4otor, Self Supporting Tower, Gury Tower, l',4ast Tower
Concrete Tower, Open Wire, Coaxial Feeder, Antena Tunng Unil,
Dehydralor, Dehumidifler, Receiver STLIy'HF (FM), Recelver STL/UHF
Receiver STUSHF, TVRO, Line Amplifier, SRO, Line Egualizer,
Automatic Gain Control, Compresor Amplifier, Expander Amplifier
Ettenuator, Audio Processor, Stereo Generator FL4, Distributor Amplifier,
SwitcheriPatch Panel, Audio [4onitor, AM Monitor, FM [,'lonitor, Power
Diskibution Board, Lihgtning Protector, All Band Recerver, Change Over
Switch;Antena Penerima VHF, Lain - lain.

Sterilisator, Ninor Surgocal, Diagnostik Set, Stetoscope, Tensr Mete

Wickham, Sead Lasp, Waskom, Timbangan Badan, Timbangan Bayr

Kocher, l\,1etal Catheter, Sleuf Zondo, Anatomische Pinset, Chirugrcal
Pinset, [4aal Vesder, Arteri Klem, Lichl Kasl lnstrument Kabinct
Agraaf, Gunting Bengkok, Gunting Lurus, Luope, Needle l'lolder
Weighing Scale, Cobned Phys Office Scale, Measur ng Red, Measurtng

Tape, Single Basin Stand, Two Basin Stand, lnstrument Dressing Table
Philyian Bag, Lumbar Puntare Ins. Set., Troca(, lnfusng Out Fit

lnfusing Stand, Aplicator, Cotton Tip Aplikator, Elokko Surgikal Knife
Scalpel, Auto Clape, Sponge Bowl, Skether, lnskument Table, Tralnrenl
Cabinet, Phisychians Examining Lamp, Blood Clrcumcis Clamps, Probe
With Trianggular, Probe With Eye, Crooved Dir Withtonguetie, Grooved
Dir Probe/Tie, Grooved Dir Probe/Tie, Bakun Sponge Forceps, Pheimo l

Thrax Apparatus, Pheumo Pritineum Apparatus, Nirbekhem. Shp Ten
Tang, Probe, Korem Tang, Senter. Iuonlirislemper.;abung Oksrgen.

Gelas Supit, Pispot Sendok, Kereta Makan, Baskom Makan, Rak ,

Pispol, Dental Chair, Dental Unil. X Ray Unil, Air Sel Airarnatrk

502.08.01
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kedokteran

Alat Kedokteran
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Hand lnstrument, Forcep, Oral Surgical Set, Apdent Juster, Aero
Sterilisator, Operating Chair, lnfra Red, Sendok Cetak, Clinical Chair,
Dosator, Minor Surgical Set, Dental Sunceon Set, Dental X Ray Trafo,
Polish Motor, Gavitron Generalor, Niva Lita, Dental Field Elektronik,
Dental Cabinet, Dental Potable Cabinet, Contra Angle, Engine Bell,

Bein, Mesial Cryer, Distal Cryer, Water Syringe, Air Blower, Cotlon
Herder, Record Syringe, Cartrige Syringe, Carlrige Needle, Gun

Scissors, Dappen Glass, Think Glass Plate, Thin Glass Plate, N/atrix

Retamer ll Band, Mouth N,lurror ll Handle, Cement Spatula, Agaat,
Plastisch lntrument, Cemant Slopper, Amigan Stopper, Burnisher
Scaler, Excavator, Celluloid Stips, lvetal Polishing Stnps l\.4ercury

Droping Bottle, Countra Angle Burs & Fiss, Hand Piece Burs, Dental

Equipment, Geneacologie Tafel, Truno Gas, Service N/odel,

Speculum, Uterin Desing, Tenaxulum, lnstrument Tray, Utrerin
Zonde, Uterine Packing Forceps, Uterine Aplikalor, Uterine Dillator (1

Set), Uterine Tenaculum Forceps, Uterine Elevating Forceps,
Uterine Curette, Abortive Curette Uterine Gauze Packer, Ulerine
Dauche, Uterine Biospy Curette, Uterine Suction Curette, Obstretical
Vac
Exter Set, Obstretical Forceps, Sponge Dressing Forceps, Placentta An
Ovum:Forceps, Comb Cencep Tribe, Prefator, Decapitation Scissors,
Membrane Perfomalor, Nelaton Urethral Catheter, l\.4elhal Urethral

Catheter, Pelvr Meter, Internal Pelvi Meler, Adult Badpan
Obtecal/Dilivery/Table, lstrument & Dress Table, Floor Utensil Rack, Tray,

Carriege, Human Body Mdl Male, Human Body Mdl Female, Fooldinq
Screem, Oxigen lnhaler Apparat, Oxigen Cilinder Track, Oxigen

Regulator, Feeding Cup, Vaginal Tip, lnfant Rectal Tip, Adult Rectal Tip,

lnfant Rectal Syringe, Trach Catheterffrap, Clef Palate/NlP/Trap, Intra
Uterine Syringe, Cerpical/Pedical Needle, Placenta Model, Gevecolod
Bed, Scemmer Lamp, Kom. Metal, Lonceet, Rectal Camula, Acter
Clemkly, Standard Cruber, Vaginal Powder Blower, Hand

ophthalmoscope, Komolo Skiascope, Test Frame, Lens l\leter, Test
Lens Meter, Dist. Testchart (Adults), Dist. Teslchart (Child), lshara Eye:

Retracktor, Placrdo Keratoscope, Desmare Eye Retracktor Schio0lr
Tonometer, Grac Cataract Knipe, Center Poin Scal, Lid Scalpei

!



Cistotome, Paracenlesis Needle, Cormeal Cerette, Enucleations Scoop
Skabismas Hook, Fixation Hook, Double And Hook, Boton Needl0
Horder, Laerimal Probes, Daviel Lens Scope, Dressrng Forceps,

Conj,rnctivital Forceps, Fication Forceps, lris Forceps, Schwieger Caps
Forreps, Elshning Caps Forceps, Hata Enkopium Forceps, Kunt

Entropium Forceps, Yokomatsui trachoma forceps, Knapp Trachoma
Forceps, Wecker lrrs Forceps, Marsusawa trachoma rasp, Porlable Trans

Formar, 0Pl-l 0peration Table, Wiss eye Speculum, Me llngen Eye

Speculum, Transformator 4-6 Volt, Vena disection, Anenlhetis Apparatus,
Ultra Violet Lamp, Corp Alinum Natal Hook, Cerumen Ear Hook Era

Speculum 1.2.3, Tuning Fork, Poiitzer Alr Bag, Eustachian Catheter,

Suction Pump, Ear Cotton Aplicator, Ear Perforation Kniie, Ear Furuncle
Knife, Ear Banyonet Forceps, Era Knee Forceps, Eartman Ear Forps,

Krause Ear Snare, Powder Blower, Man Passow Retractor, Jensen

Retrector, Harlmanna attic Canutte, Anlrum Hook, Volman Hone Curelle,
Lain-lain

2A Alat Kesehatan 5 Alat Kesehatan Perawatan,Nurse set, Lain-lain02.08 02 I
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Alat

Laboratorium

Unit-Unit
Laboratorium

B

Conductivity Meter, Hallige Comperator, Hellige Tubidity lr4eter

Specko Photo Meter, Spectro Photo N4eter, DiscicatorlEksicator
Timbangan Eleckonik , P.H Meter, Raffluk Bottle & Standar Yark Test,
D.O. Bottle, Aqudee Bottle, Daskor Glask, Beaker Glass, Krous Glass.
Kykhol Glass, Alat Penguji Daya Tembus Air, Alat Pengukur Kadar Alr
AIat Pengukur Kelembaban, Alat Penguji Penerapan Udara Air Aiat
Penguji Tembus Udara, Autoklave Unit, lncubator Blender, P ale Count
Chambre, Cawan Petri, Alat Pengambl Sampel Alr Portable Electro
Sounding Test, Electronic Therrnometer, Flour Photo meter, M kroskop
Deogan Kamera, Magnetic Stirder Bactefl Colormeter Fittifg Plat.l

Water Test, Rit Meler lJnit, Automatic Burette, Visul Acum! ai o,r

Jump, Circilation Tank, File Lab. Turbidity, Ecosonder, Pott N4aker

D.0. Meter, Sediment Sampler, Deft Botter, Crosible Cours, Destiling
Apparat, Water Cunent Meter, Carbon Red Autometer, Electr0de
Natcool, Rechbock, Cipolelti, Thompson, Waler Level N/eter

Afsluiter, Water ivleter, Cround Water Analogous, Water Level
Recorder, Water Supplier, Disk Acronometer, Tools, Daimond Rock
Saw, Geological Hammer, Tripod Compass, Car Compass, Stereoscope,
Pocket Stereoscooe, Camera Photo Ir4icrograph, Curvermeter/lvlap
Measure, Photo Micrograph Camera, Polarizing l\,4icroscope, Slede Rule
Duplex, Rock Squarness Gauge, Rock Cassiiication, Rock Specmen
Holder, Nx Rock Grade, Rock Toughness Tester, Hand Compresion
Machine, Rock Masonri Saw, Rock Masonri Felker, Polishing Grinder
Electrik Compresion Tester, Seft Rock Compresion N4achine, Rock

Stress'Ass Gauge, Selve Shaker Ass, Safety Gauge, N4rcromeler

Everfece, Rock Coulor Chart, Rock lVlasonny Saw, Load Coll, Pane
Machine For Wood, Pulling Power Test, Drill Machine Hot Press, Cold
Press, Rernoal Rol, Dusting Wood Machine, Crusher Saw Dust, Smooth
Machine, Speading Machine, Flesh Steam Butler, Test Press/Stergh(
Test, thermo P.A.C., Hearter Spraykiln, Saw l\4achine For Concrete,
Cinva Ram, Hardness Test Nlachine, Bambu Machine Lme lvachine,
Lime Machine, Frais Machine, Woolding Range Block [,4acing

Machine, Bataco Presslesl, Cell Unit, Atterberg, Compaction, Acicator
Glass, Reager Bush Glass, Matlas Glass, Zonderlng N4achne Unl,

Universal Tesl Machine, WalerStrele A ral Bea nC in Press



lmpermeability, Concrete Borring, Stressing & lvlanomete

Mesin Penumbuk, Concrete lMixer/Pengaduk Beton, Vibrating Unil.

Abration Machine, Greep Apparat, Stone Crusher, lnstrument Slrain

Gauge, Alat Pemeriksaan Semen, Vicat Apparatur, N4orlar.

Thermometer For Compund, PH l\4eter, Alat Pemeriksaan Aggregrate.

Screan, Sample Sliter Set, Weight Per Copit Yeild & Air Condilion,
Alat Pemeriksaan SP Grafity Air, Organrs lmpuries Test Set,

Soundness Apparatus, Skaigh Edge, Alat Pemeriksaan Beton, Slurnp

Test Set, Air Content 0f Frehly Mixe Concrete, Standard Special
Spatula, Tempat Benda Uji, Basic Cylinder Capping Set, Calbrat0f
Anvill For Concrete, Co-c'ete l-ammer Tesl, Asoesr Cosl, Bealer -.
From Graduates, Beaker Low, Bottle Weighing Hrgh, Eoiling Flash,

Wash Sottle, Burrete & Standres, Cylendrer Ver Vorce ern Prcnon-reter

Volumetric Flask, Statis With Rectangular Base, Triangle Wlth
Voraelesin Stems, Amalitrcan Ealance, Agregate Scale, Dla Low

Extensik Meter, Le Chetelier Flask, Flask Filterring, Lanta Uj , Rig Uli

Universal, Sumber Daya Hidrolik, Mesin Uji Getar, i\4esin Uji Hidrolik,
Mesin Uji Listrik, Mesin Uji Mekanik (lr,4anual), Aktuator, Pompa Hidrol k

Oven Loss Onheating, Visibility Year Bath, Viscosimeter, Ducl lity Engler
Menetrometer, Surfence Tension, Neraca, Polarimeler, Refractomet-dr,

l\4icroskop Binokuler, Rectifice, Ring Ball SperaParl, [4antel, Disti]asi.

Hand oprator Extrator, Pilter, Pesawal Kip, Pinggan Uap, DestlasiAspai,
Corong Pemisah, Destilasl Fluk, Labu Saybolt Furo Rubber l"4alel

Argeniter, Linongngelesh, Desinty Basket, Sand Equipqlent Hand

Extraction, Labu Pendingin Talang CBR, Cylinder, Dial Gauge LC . 13,

CBR Lab, Set 0n.702, Sample Spliter Set CL 284, Centrifuge Hems ne

Eq. App, Exhaction Filter, Stability I old Ap, 169 Filed Leveset CL.820,
PH Meter Base, Westergreen App, Albumind l\4eter Set Comp, Hcm

Acyto l,4eter Set Comp, Hend Operated Centeringe, [4ind Metersg

Nibb, Ambi Hilton Chamber, Blod Gas Analyzer, Forming [,4odel 65/2,

Plame Fhother Meter, Homoglobine meter amercane optical, Semi

l\4icro Fleoko F roresisgelmen, Uncenfined Soil Test, Sieve, Linier
Shrikade, Bramstand & Monomeler, Filter, Pressol, Uncenvinwel Alr &
['lanometer, Trixial For Sample, Direct Shear, Jack CBR, Traxiar

, jrootrrg 
I

, Dlal ProSherar: Extoder/Exlruder, Swell Prossure A -lrg.
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22 02.09.02
Alat

Praga/Praktek

Sekola h

B

23 02.09 03

Alat-alat
Laboraterium

Kimia Nuklir

Kit Bahasa A,Papan Panel,Kit SAS lndividual,Kolak Alat-Alat Praga

Metode SAS,Gambar Total,Gambar Analitik,Kolak Bahasa lJntuk Karlu

Kalimat Hurup Cetak dan Karu Kalimat Huruf tulis (Nomor 66 dan Nomor
6), Karlu Kalimat Huruf Cetak,Kartu Kalimat Dengan Huruf Cetak, Kolak
bahasa untuk kartu kata dan kartu suku kata dan karlu huruf,ka(u kata

dengan huruf cetak, Kartu suku kata dengan hurul celak, Kartu hLrnrI

dengan huruf cetak,Papan Alfabet,Kain Panel,Lain-lain

Analytical,lnstrumen,Couductimeter,Coulumeter Polentiometer,Palarogra
ph, Trtralyzer, Lon Analyzer,Karl Fisher Waler Trllalor Le ctrolytic, C'H- N

Analyzer,C-H0 Analytical Microcombustion Equiprnent l\4erz automal c

N-Analyzer,C&S in Solid Combustion Analyzer Amino Ac rl

Caollohydrate Analyzer, Electro Phoresis Analysis Equiprnent, N4orsturil

tester,Kieldahi Degestion Block (For N Determ nalor) Leak Detector Ultra
Violet Spechlropholometer, VisibleLighl, lnkared Spectllrophotomeler
Atomic Abssorption {Flame) Spechtropholomeler, Emmrsron

Spechtrophotometer, X- RayFlou re scn ce

(XRP),fl uorimeter,Turbidimeter/Nephelometer,Polarimeter/Nephelomete
Lain-lain

I

I



24 02.09.04
Alat Laboraterium

Fisika
Nukliri Electronika

8

Alat Proteksi

Radiasr / Proteksi
Lingkungan

B

Rediation Detector,Ge Detector (Planer+Coxial),Sl (Ll) Detactor,GE(Ll)
Coalocial Detector,Thin Windaw Ge (Ll) Coakxial Detector, Assesories Ni
Liq + 1112,1-112 Detector,Vertical DisptickCryostat, Horizontal Dis0sllck

Cryoslat, 45 Disptick Cryostat, Detector Alpha, Sillicon Surfase BarriBr
Detecor (SSB), Vaccum Chamber,Gos Fillid Detector (He 3 Bf 3) Na

Scintillation Detector,Fast Neution Scinntallation Delecl0r,La n -a n

Alat Ukur Fisik Kesehatan,Hand Monitor,Hand and Foot MontorB.\'
Whole Body Monitor,Radiation Area l\,4onilor,Xenon Area Monitor, Sur,/ey

Meter (XBYD),Pocket Dosimeler (For X, Y The rrnarn),0osirncter

Charge,Dosimeter Storage case, Neutron Surveymeler Ge ger

Probe,Scintalation Probhe,Sample Counting Prob e,lon isalion
Chambar/Tabung lonisasi Device,Radon Gas N4onitor.Neulron

Dosmeter,Dose Calibrator,lsotop Calibrator,Cloth l\,4onitor,Gate/Protal

Monilor, Air Sample,Lain-lain

i

],,1020e05



02.10.01
Alat-alat
Keamanan

senjata Sinar 10

27 02.09.06

Radiation

Aplication and

Non Deskuclive
Testing

Laboratory
(BArA[/)

Alat Laboraterium
Lingkungan Hidup

8

B23

Revolver, Pistol, Pistol lsyarat, Pistol Mitraliur (Bolt Actron Guf), Senap.r
Grendel (Bolt Action Figle), Senapan Semi Otomatis, Senapan Otomats
(aslault Rifle/Otomatic Rifle), L.ever Action Rifle, Slide Action Rifle,

Senapan Mesin Ringan (Automatic Rifle/Light N4achine Gun), SenapaI
Mesin Sedang (Machine Gun), Senapan i\,4esrn Eerat (Heavy fulachrne

Gun), Senapan l\4esin Otomatis, [,4ortrr Ringan, [,1ortir Sedang, l\4orlrr

Beral, Peluncur Roket, Senjata Tangan Tekanan Balik (STTB), Anti Tank,

Pelontar Geranat, Meriam, Howitzer, Peluncur Roket, Meram, Peluru

Kendali dari Udara ke Udara (Air to air), Peluru Kendali dar Udara ke

Permukaaan (Air to Surface), Peluru Kendali dar Permukaan ke

Permukaan (Sudace 10, Puluru Kendali dan Permukaan ke l.[ii]r;r
(Surface to Air), Canon, Howitzer, Peluncur Roket Pislol Peenrpar 1,rl

Penyernbur Api, Pelontar Granat, Senapan Gas, PistoL Gas, Shool Gun

Sten Gun, Senapan Angin, Smoke Gun, Waler Gun Roket, Dispencer

Missile, Bomb Rack, Lighl Twln, Light Bomb, M E.R /\/A. T.E.R A'i
Grenade, Peluncur, Pelempar Bom Laut, BMB ll, Peluncur Rudal

Simulator, Sub Kaliber, lnsert Earrel, Teropong, Teropong B dik Malanr

Lain-lain

Radiation Application Equipment,Gamma Camera,x-raY
Control, Device,X-Ray Transiu mminiscence, Ga m ma

Equipment,Neutron Source,Lain-lain

Machrne &

lrradiatic-rl

Alat LAboraterium Kwalitas Air dan Tanah.Do N4eter Cofductivt,/
Meter,Salino Meter,T0C Analizer,Oil Analzer,Klorln lvleler,ILrrDl(i

N4eter,Water Quality Ana|zer System,Mercury Anaiizer,Tes Krl, Baclcr a

Tes Paper,Refractorneter,Plankton Net,Water Sample,Eckman' Barge

Dredge,Core Sampler,Curretnt Meter,Jar Tester,Colony Counter,Lampu
UV,Strenilizer,0ven,Autocly,Lain-lain

I

02.09.07

I

I



2!l 02.09.08
Peralatan

Laboratenum

Hid romika

8

30 a2 10.a2
Persenjataan Non
Senjata Ap

3l 02 10.03 Anu n isi

3

5

32 0 2.'10.04 Senjata Sinar 5

33, 02.10.0 5
Alat Keamanan

dan Perlindunqan
3

Gedung dan
Bangu nan

Bangu na n

Gedung

5002.1 1.01
Bangunan Tempat

Kerla
34

Toviing Carrlage,Rails 234,5 N/ Currunt Conductcr Eusbars la n-laLn

Alat Khusus Kepoliisian, Alat Khusus Bahari, Alat Khusus Penerbanc;aI
Laser, Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan) Alal Khusus

lveteorologi, Alat Khusus SAR (Search and Resque) Alat Khusus Optik
Alat Khusus Payung tjdara, Alat Khusus Keamanan Lainnya Celurit
Keris, Rencong, Kelewang, Golok, Samurai, Sangkur Pentung,

Bumerang, Pisau Belati, Tongkat Kelut, Gas Air tu'1ata/Stick Gas Larn-la n

Amunisi Tajam, Amunisi Hampa, Amunisi lsyaral, Drspossar)]e (Drnanri

Bom Darat, Granat, Ranjau Darat, Adileri, Lain-iain

Si al, Lain-lain

Alat Keamanan dan Perlindungan Lainnya,Lain-lain

),

Rumah Sakit Kusla, Ba unan Rumah Sakit Jiwa, Banqunan Rumah

t

I

Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedrng Kaftcr S0m

Permanen, Bangunan Gedung Kantor Darurat Banqun:ln Gridaf(t
Tertutup Permanen, Eanguran Gudang Tertutup Scnrr IrcrrnancI
Bangunan Gudang Tertutup Darurat, Bangunan Gudanll lerl).rlail

Permanen, Bangunan Gudang Terbuka Semr Permancn. Banrlrtr:rl
Gudang Terbuka Darurat, Bangunan Bengkel Permanr:rr Bangur :r,r

Beng(el Semi Permanen. Bang,nan Benq(el Dr'rrr;rl Ba,'qu r

Gedung lnstalasi Permanen, Bangunan Gedung lnslalasi Sem

Permanen, Bangunan Gedung lnstalasi Darurat, Bangunan Gedung .

Laboratonum Permanen. Eangunan Gedung Laooralo.run Se"r.
permanen, Eangunan Gedung Laboratonum Da'urat, Bangun;t"

Rumah Sakit Umum, Bangunan Rumah Sakit Khusus, Bangunan



Sakit Paru-paru, Bangunan Rumah Sakit Gigi, Bangunan Rumah
Sakit Jantung, Bangunan Rumah Sakit Kanker, Bangunan Rumah
Sakit Bersalin, Bangunan Klinin/Puskesmas/Laboratorium, Bangunan

Rumah Sakit Hewan, Bangunan Oceanarium/Opservatorium
Permanen, Bangunan Oceanarium/Opservatorium Semr Permanen
Bangunan Oceanarium/Opservatorium Darurat, Bangunan Tempat
lbadah Permanen, Bangunan Tempat lbadah Seml Permanen,
Bangunan Tempat lbadah Darurat, Bangunan Gedung Pertemuan
Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen, Bangunan
Gedung Pertemuan Darural, Bangunan Gedung Hiburan/Kesen an

Permanen, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenran Senr Permanen

Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Darural, Banqunan Gedun(;
Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendid kan Senr Pernlancn
Bangunan Gedung Pendidikan Darurat, Bangunan 01ah RaL;;r

Tertutup Permanen, Bangunan Olah Raga Tertutup Serrrr Pernralir,r'
Bangunan Olah Raga Tertutup Darural, Bangunan Olah Raq;r

Terbuka Permanen, Bangunan Olah Raga Terbuka Semr Permanen
Bangunan olah Raga Terbuka Darurat, Gedung Pe (okoa n/Kope ra s

Pasar Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen,
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darural, Gedung Po3sJaga
Permpnen, Gedung Pos Jaga Semi Permanen, Gedung Pos Jaga

Darurat, Gedung Menara Peninjau Permanen, Gedung l\,4enara

Peninjau Semi Permanen, Gedung Menara Peninjau Darurat Gedung
Garasi/Pool Permanen, Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Gedung

Garasi/Pool Darurat, Gedung Pemotongan Hewan Permanen Gedunil
Pemotongan Hewan Semi Permanen, Gedung Pemotongan Hew,ar

Darurat, Banguna Gedung Pabrik Permanen, Bangunan Gedung Pabrk
Semi Permanen, Bangunan Gedung Pabrik Darural, Bangunan Slas !'l
Bus Pemanen, Bangunan Stasiun Bus Semi Pei'manen, Bangun.rr,

Stasiun Bus Darural, Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen

Bangunan Kandang Helvan/Ternak Semi Permanen Bangunan Kandang

Hewan/Ternak Darurat, Bangunan Kandang Observasi Permanen.
Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen, Bangunan Kandanq

Observasi Darural, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen

Ba unan Gedun Pe uslakaan Semi Permanen, Ban uncn GeCun

I
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03.1 1.0336 Banqunan Menara 50

Monumen

37 03.12.01
Bangunan

Bersejarah
50

38 03.12.02 Tugu Peringatan 50

39 03.12.03 Candi 50

03.12.44 50
Monumen/Bangun
an Bersejarah

Permanen, Rumah Negara Golongan ll Type E Semi Permanen, Rumah
Negara Golongan Il Type E Darurat, Rumah Negara Golongan lll Type A
Permane, Rumah Negara Golongan lll Type A Semi Permanen, Rumah
Negara Golongan lll Type A Darurat, Rumah Negara Golongan lll Type B

Permane, Rumah Negara Golongan lll Type B Semi Perntanen, Rumah
Negara Golongan lll Type B oarurat, Rumah Negara Golongan lll Type
C Perrpane, Rumah Negara Golongan lll Type C Semi Permanen,
Rumah Negara Golongan lll Type C Darurat, Rumah Negara Golongan
lll Type D Permane, Rumah Negara Golongan lll TypeD Semi
Permanen, Rumah Negara Golongan lll Type D Darurat, Rurnah Negara
Golongan lll Type E Permane, Rumah Negara Golongan lll Type E Semi
Permanen, Rumah Negara Golongan lll Type E Oarurat
MessMisma/Bungalau/TempaHotel Permanen, t Peristirahatan SP,
IilessMisma/Eungalaw/Tempat Peristirahatan D Asrama Permanen
Asmara Semi Permanen, Asmara Darural, llotel Semi Permanen, Holel
Lainnya, Motel Permanen, Motel Lainnya, FlaURLrmah Susurl

Permanen FlaURumah Susun Semi Perma, Lainlarn

Menara Suar Listrik Diesel, Menara Suar Listrik Non Diesel, Anak
Pelampung, Rambu Bermuncak, Bangunan l4enara Telpon, Bangunan

Menara Radio, Bangunan Menara Televisi, Bangunan l\lenara Pengatur
Lalulintas Udar, Lain-lain

lstana Peninggalan, Rumah Adat, Rumah Peninggalan Seiarah, Makam
Bersejarah, Mesjid Bersejarah, Gereja Bersejarah Tempat lbadah
Berselarah Lainnya, Lainlain
Tugu Kemerdekaan, Tugu Pembangunan, Tugu Peringalan Lainnya

Lain-lain

Candi Hindu, Candi Bhuda, Candi Lainn a, Lain-lain

Bangunan Bersejarah Lainnya, Lain-lain40

I

I



41 03.12.05
Tugu Peilngatan
Lain

50

Tugu Titik

Kontrol/Pasli
50

Tugu/ tanda batas Administrasi Negara, Tugu/tanda Batas Admin strasi
Prop, Tugu/Tanda Batas Adminstrasi Kabupaten, Tugu/ Tanda Eatas

Administrasi Kotamadya, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kota
Administratif, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kec., Tugu/ Tanda Batas

Adminiskasi Desa, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kelurahan, Tugu/
Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Lain-lain

43 03.12.07 Rambu-Rambu 5

03.12.08
Rambu-Rambu

Lalu Lintas Udara
7

Jalan, lrigasi,
dan Jaringan

Jalan &
Jembatan

Tugu Peringatan Lainnya,Lain-lain

Traffic Light, Signal Kereta Api, Rambu Jalan, Rambu Papan Tambahan.
Rambu Cermin, Rarnbu Jembatan, Lain-lain

l\4edium lntensity, High lntensity, Taxi Way Light, 2 BAR Vasi 3 BAR

Vasi, PASIS (Precesion Approach Palh lndicalor System), Hrgh lntensr(,
Approach Light, l\,4edium lntensity Approach Light, Low lntensriy
Approach Light, Sequence Plashing Light, Rells Master Unit, Rells Slave

Unit, Rotating Baecon, llluminanted Landing T llluminanted Windcone
Skine, Obstruction Light, Run Way Traffic Light, Hazzard Beacon.
Tungsten Halogen Flood Light, Sodium Hight Prassure Flood Light

Flood Li t, laln - lain

l, | 03.12 06 
I

I

l

t,



45 04.13,01 Jalan 5

Jalan Negara/Nasional Kelas l, Jalan Negara/Nasional Kelas ll, Jalan
Negara/Nasional Kelas lll, Jalan Negara/Nasional Kelas lV Jalan
Negara/Nasronal Kelas V, Jalan Negara/Nasional Arteri, Jalan
Negara/Nasional Kolektor, Jalan Negara/Nasional Stategis Nasronal

Jalan Propinsi Kelas l, Jalan Propinsi Kelas ll, Jalan Propinsi Kelas lll,
Jalan Propinsi Kelas lV, Jalan Propinsi Kelas V, Jalan Propinsi Arteri

Jalan Propinsr Kolektor, Jalan Propinsi Lokal, Jalan Propinsi Strategis
Propinsi, Jalan Kabupaten Kelas lll, Jalan Kabupaten Kelas lV, Jalan
Kabupaten Kelas V, Jalan Kabupaten Ateri, Jalan Kabupaten Kolektor,
Jalan Kabupaten Lokal, Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten Jalan
Desa, JalanKhusus, Jalan Khusus Inspeksi, Jalan Khusus Komplek
JalanKhusus Proyek, Jalan Khusus Quarry, JalanKhusus Lofl, Jalan

Khusus Perorangan, Jalan Khusus Under Pass, Jalan Tol Arterl, Jalan
Kereta Api Bantalan Besi, Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jalan Kereta

Api Bantalan Kayu, Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan 8elon.
LandaSan Pacu Pesawat lerbang Permukaan Aspal, Landasan Pacu

Pesawat Terbang Permukaan B.Karang, Landasan Pesawat Terbang
Permukaan Rumpu, Lain-lain

I

i



Je mbatan '1046 04.13,02

Jembatan Beto, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Pas
Batu, Jembatan pada Jalan Nasional, Jembatan pada Jalan Nasional
Kolektor, Jembatan pada Jalan Nasional Skategis, Jembatan Beton
Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan 8aliy, Jembatan Pas Batu,
Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri, Jembatan pada Jalan Propinsi
Kolektor, Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal, Jembalan pada jalan

Propinsi Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembalan Kayu,

Jembatan Baliy, Jembalan Pas Batu, Jembatan Pda Jalan

Kabupaten/Kota A(eri, Jembatan pada ialan Kabupaten/Kola Kolektor
Jembatan pade Jalan Kabupaten/Kota Lokal, Jembatan Pada Jalan
Kabupaten/Kota Skategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jemllatan
Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembalan pada Jalan Poros

Desa,.Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembalan Ealiy
Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Khusus lnspeksi, Jembatan
pada Jalan Khusus lnspeksi, Jembatan pada Jalan Khusus Proyek,
Jembatan pada Jalan Khusus Quarly, Jembatan pada Jalan Khusus Lori,
Jembatan pada Jalan Khusus Badan Hukum, Jembatan pada Jalan

Khusus Perorangan, Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over, Jembatan
Pada Jalan Alteri, Jembatan pada Jalan Kereta ApiBantalan Besr

Jembatan pada Jalan Kereta Api Banlalan 8elon, Jembatan pada JalaI
Kereta Api, Jembatan pada Landasan Pacu Pesawa(. Jernbatan pad.r

Landasan Pacu Pesawat, Jembatao pada Jalan Kerela Apr. Jcmbalr l

Penyebrangan 0rang, Jembatan Penyebrangan Kendaran La n-larn
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4t 04.14.01
Bangu4an A r

lrigasi
50

,18
Bangunan Air
pasand surut

50c4.14.02

Waduk Bendungan tanggul l\4anara Pengambilan pe|mpahan Banjrr dal
terowongan pengelak, Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara
Pengambilan, Waduk dengan Bend l\4enara Pengarnl)rian, Wad!k
dengan lgl dan Pintu Air Menara Pengambilan, Waduk dcr)!lan tgl Pif[]
Pengukur/Waduk Lapangan, Bendung, Bendung dengan P nt! B l;ri
Bendung dengan PompA, Bendungan Pengambrlan Bebas BendunqaI
Pengambilan Bebas dengan Pompa, Sumur dengan Pornpa, SaIrrirl
Muka, Saluran lnduk, Saluran Sekunder, Saluran ferter, Saluran Kawil
Ter, Saluran Pasang Tertu tup/terowongan, Saluran Sublesi, Sauran
Induk Pembuang, Saluran Sekunder Pembuang Saluran Terl er
Pembuang, Tanggul Balir, Bangunan Pitu ArKlep, Bafgunan Bag
Bangunan Bagi dan Sadap, Bangunan Sadap, BangunanGol MinnE

Bangunan-bangunan Terjun, Bangunan Talang, Eangunan Sipon

Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Pehpah Samprng. Eangunar
Qutiet, EangunanPenahan Banjir, Bangunan Pen gelua ran/Prn lu

Bangunan Box Tersiar, Bangunan Pengukur, Bangunan Mandi Hewan.

Bangunan Pertemuan Saluran, Bangunan PerlengkapanDalam Pelak

tersiar, Bangunan Jembatan, Lain-lain

Bangunan Waduk Pasang Surut, Bendungan dengan Pompa, Bcbrl
dengan Pompa, Saluran Muka, Saluran lnduk Saluran Sekundcr

Saluran Tertier, Saluran Penyimpanan Air, Salurar Sekunder Pembuang
Saluran Tertier Pembuang, Saluran Pengumpul Air, Terusan (Kanal),

Pintu Air, Pemasukan/Pembuang, Kolam Pasang, Eangunan Jembatan
Jembatan Penghalang, Bangunan Penuplup Pangkis Kot0ran, Ean0unan
Pengukur Air Muka, Banguan Pengukur Curah Hulan, Sawah Pasang

Surt Teknis, Sawah Pasang Surut Semi Teknis, Sawah Pasang Su(!
nonleknis, Lainlain

I



50

Bangunan Waduk Pasang Rawa, Bangunan \!aduk, Bangunan
Pengembalian, Saluran Muka, Saluran Induk Saluran Sekunder, Saluran
Tertier, Saluran lnduk Pembuang, Saiuran Sekuder Perrblrang Sahral
Tertier Pembuang, Tanggung Keliling, PintuAir/Klep, Bangunan Bagr rlal]

Sadap, Bangunan Sadap, Bangunan Terjun, Eangunan Syplon Goronrr-
goronq, Bangunan Jembalan Bangunan Penghalanq, Banl;unan
Pengukur I/uka Air, Bang una nPe ngu kur Curah Hujan Bant;un;rl
Penutup Sungai, Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembu;rrl
Sawah Rawa Teknis, Sawah Rawa Sem Teknrs, Sawah Rawa l,loll
Teknis, Lain-lain

Waduk dengan tanggul&Pintu Pembuang, Waduk Jaringan Tanggul dan

Pintu Pembuang dgn Pompa, Bangunan Pengambilan Pengamanan

Sungai, Saluran Banjir, Saluran Darinasi, Tanggul Banj r, Pintu Pengatur
Baniir, Klep Pengatur Banjir, Coupur/Sodetan, Kantonll
Pasir/Lahar/Lumpur, Chekdam/Penahan Sadimn, Krib Penqarnan

Talud/Pantai, Bangunan Penguat Tebing, Bangunan Pelimpah Bafjlr
Dam Konsolidasi, Peralatan Saringan Sampah (Pond Sarcen) Bangunar
Suphon, Bangunan Serong sorong, Bangunan J-"rnbatan Bangunan
Pengukur Muka Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan BangunanStas 0r
Pos Penjagaan/Pengamat, Bangunan Dermaga. Bangunan Slas uil

PornpaPembuang, Lain-lain

Bangunan Waduk Lapangan Pembuang, Sumber dengan Pompa Sumur
Artetis, Saluran Tertier, Saluran Kwarter, Bangunan Pembuang, Eak

Penam pung/Kolam Ukur, Klimatologi, Hidrohiti, Sumur Pengamatan,

Bangunan Terpia, Bangunan Talang, Bangunan Syphon, Bangunan

Gorong-gorong, Bangunan Bor Tersiar, Jembatan P eng halang/Jala n

Lain-lain

50

.lli 04.14 03
Bangunan Air
Rawa

Bang. Peng.

Sungai &
Bencana Alam

25r14.14.04

51

Bang. Pengem.

Sumber Daya Air
& Tanah

10

I

14. r4.05



52 04.14.06

53 04.14.07

30

Waduk Penyimpanan Arr Baku, Waduk Penyimpanan Air Hulan
Bendung, Bendung Dengan Pompa, Bebas, Bebas Dengan Pompa
Sumber dengan Penangkap, Bangunan Pengambilan Dari Warluk
Eangunan Pengambilan Dari Sungai, Eangunan Penqantbian Dar
Danau, Bangunan Pengambilan Dari Rawa, Bangunan Peneambi al
Dari Laut, Bangunan Pengamblan Dari SL.rmber Ar, 13anqrnan

Pengambilan Dari Sumur Artetis, Saluran Pembalra /i r ErkLr Tr:'buhr
Salirran Pembawa Air Baku Tenutup, Saiuran Peml;LLlrrl /\ r Clrr;irl
Saluran Pembuang Air Cucian Instalasl, Ban-rtunair Tl alo 3aTurr;rr
Syplon, Bangunan Gorong-gorong, Banguran icl]rbirl.]ir
Bangu nan Penampu ng A r Baku, Bangunan il d an Urnrrnr

Bangunanl!4andi Cuoi Kakus (l\4CK), Banqunarrl\4enar/Bak
Pe na UN Reservok Air Umum, La n-lain

Bangunan Pembawa Air Kotor, Saluran Pengumpul Air l(otor, Saluralr
Pengumpul Air Buangan Domestrk, Saluran Pengumpui A or L3uangan

lnduskl, Saluran Pemngumpul Air Buangan Pe(arran, V'y'aduk Ar
Kotor, Waduk Air Buangan Domestik, Waduk Arr Buafclan lndustri
Waduk Air Buangan Pertanian, Bangunan Pembuang .a r I'lularr

Bangunan Pembuang Air Domeslik, Bangrrnan Pembranqan iirr
Pertanian, Bangunan Pompa Air Hujan Banguna Ponrpa Arr Buanllilrl
Domestik, Bangunan Pompa Ar Buangan lndustfr, Banquran PoTfuir

air Buangan Pertanian, Bangunan Talanq, Bangunar Syphon
Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Jembatan, Bangun.rn Ar Kotor

Saluran Dari Rumah, Lain-lain

Pelabuhan, Dermaga, Lain-laln

Air Muka Tanah Kapasitas Kecil, Air Muka Tanah Kapasrlas Sedang
Air l\4uka Tanah Kapasitas Besar, Air Sumber Kapasilas Kecil, Air
Sumber Kapasitas Sedang, Air Sumber Kapasitas Besar Air Tanah
Dalam Kapasitas Kecil, Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang, A r Tanah

Dalam l(apasitas Besar, lnslalasi Air Tanah Dangkal Kpas (as Kec i

lnstalasi Air Tanah Dangkal Kapasrtas Sedang, lnstalasi Air Tarah
Dangkal Kapasitas Besar, Sislim Pengolahan Air Sederhana (S pas)

Jaringan Rumah Tangga (Jarut), Penampungan Air Fulan (PAl"l)

Bangunan Air
Bers h/Baku

40

54 04.14.08

Bangunan Air
Kotor

Bangunan Air 40

lnslalasi

04,1 5,01
lnstalasi Air
[,4inuniiAir Bersih

3055

Sumur Gali SGL , Lain-lain

I

l

li

I



56 3004,15.02 lnstalasiAir Kotor

57 04.15.03

lnstalasi Peng.

Sampah Non

Organik

'10

5B 04.'15.04
lnstalasi Peng.

Bahan Bangunan
'10

04.'15.05

4060 04.15.06

lnstalasi

Pembangkit Listrik

lnstalasi Gardu
Listrik

40

lnstalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, lnstalasi Air Buangan
Domestik Kapasitas Sedang, lnstalasi Air Buangan Domestik Kapasitas
Besar, lnstalasi Air Buangan lndustri Kapasitas Kecil, Instalasr Air
Buangan lndustri Kapasitas Sedang, lnstalasi Air Buangan Induslri
Kapasitas Besar, lnstalasi Air Buangan Pertanian Kapasilas Kecil,

lnstalasi Air BuanganPertanian Kapasitas Sedang, lnstalasi Air Buangan

Pertanian Kapasitas Besar, Lainlain

lnstalasi Pengolahan Sampah organik Sistem Pembakaran, lnstalasi
Pongolahan Sampah Organik Sistim Kompos, lnstalasi Pengolahan
Sampah Organik Sistim Penimbunan, lnstalasi Pengolahan Sampah Non j

Organik, lnstalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Lain-larn

Pengawetan Kayu, Pengeringan Kayu, Pengelaan Kayu, Pengkapuran,
Pembuatan Batu Cetak, Pembuatan Anggregale, Lain-lain

PLTA Kapasitas Kecil, PLTA Kapasilas Sedang, PLTA Kapasilas Besar,
PLTD Kapasilas Kecil, PLTD Kapasitas Sedang, PLTD Kapasilas Besar,

PLTM Kapasitas Kecil, PLT[4 Kapasitas Sedang, PLTM Kapasitas Besar

PLT AN Kapasitas Kecil, PLT AN Kapasilas Sedang PLT AN Kapas l;rs
Besar, PLTU Kapasitas Kecil, PLTU Kapasilas Sedang PLTU Kapas ta!
Besar, PLTN Kapasitas Kecil, PLTN Kapasitas Sedang, PLTN Kapasr(.rs

Besar, PLTG Kapasitas Kecil, PLTG Kapasitas Sedang, PLTG Kapasrlas

Besar, PLTP Kapasitas Kecil, PLTP Kapasitas Sedang, PLIP Kapas tas

Besar, lnstalasi PLTS Kapasitas Kecil, lnstalasi PLTS Kapasitas Sedang,

lnstalasi PLTS Kapasitas Besaar, lnstalasi PLTB Kapasitas Kecl,
lnstalasi PLTB Kapasitas Sedang, lnstalasi PLTB Kapasitas Besaar,

lnstalasi PLTSm Kapasitas Kecil, lnstalasi PLTSm Kapasitas Sedang,
lnstalasi PLTSm Kapasitas Besaar.Lain-lain

lnstalasi Gardu lnduk Kapasitas Kecil, lnstalasi Gardu lnduk Kapasitas
Sedang, lnstalasi Gardu lnduk Kapasilas Besar, Instalasi Gardu

Distribusi Kapasitas Kecil, lnstalasi Gardu Dislribusi Kapasitas Sedang.

lnstalasr Gardu Distribusi Kapasilas 8esar, lnstalasi Pusat Pengatur
Listrik, lnstalasi Pusat Pengatur Listrik, Instalasi Pusat Pengatur Lislnk.

Lain-lain

59



lnstalasi

Pe(anahan
3061 04.15.07

62 04.15,08 lnstalasi GAS 30

04.1 5.09
lnstalasi

Pengaman
03 2A

Jarinqan

64 04.16.01
Jaringan Air
Minum

30

65 04.16.02 Jaringan Liskik

(j6 04.16.03

lnstalasi Radar, lnstalasi Perkebunan, Instalasi Peluru Kendali (Rudal),

lnstalasi Komunikasi Elekhonik (komlek , Lain-lain

lnstalasi Gardu Gas LPG, Instalasi Gardu Gas LNG, lnstalasi Jaringan

Pipa Gas Primer, lnstalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder, Larn-iain

lnstalasi Penangkal Petir lllanual, lnstalasi Penanqkal

Komputerisasi, Lain-larn

P, l,

40

Jaringan Pembawa, Jaringan Pembawa Kapasitas Kccil, Jarnrtar)
Pembawa Kapasitas Sedang, Jaringan Pembawa Kapasitas Besar,

Jaringan lnduk 0istribusi Kapasitas Keci, Jaringan lnduk Distrbusr
Kapasitas Sedang, Jaringan lnduk Distribusi Kapasitas Besa Jaringan

Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas
Sedang, Jarinagn Cabang Distribusi Kapasitas 8esar, Jariangarr

Sambungan Kerumah Kapasuitas Kecil, Jaringan Sambungan Kerumah

Kapasitas Sedang, Jaringan Sambungan Kerumah Kapailas Besa, Lain-

lain

Jaringan Tranmisi Tegangan Dialas 300 KV, Jarinqan Tranmrsi

Tegangan 100 s/d 300 KVA, Jaringan Tranmisi Tegangan Dibawah lur'r

KVA, Jaringan Distribusi Tegangan Dialas 20 KVA .Janngan Dtslril)Lrs

Tegangan Diatas 20 KVA, Jaringan Distribusi Tegangan d bawah 1 l(VA,

Lainlain

Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil, Jaringan Telepon d atas

lanah Kapasitas Sedang, Jarlngan Telepon dia(as tanah Kapasilas
Besar, Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecl, Jarinqan
Telepon dibawah Tanah Kapasltas Sedang, Jaringan Telepon Dibawalr

Tanah Kapasitas Besar, Jaringan Telepon Diadalam Air Kapasitas Kecil,

Jaringan Telepon Didalam Aii Kapasitas Sedang, Jaringart TeleDorl

Didalam Kapasitas Besar, Lain-iain

Jaringan Telepon 20

I

I



67 04.16,04 Jaringan GAS 30

Aset Tetap
Lainnya

Buku
Perpustakaan

368 05.17 01 Buku

Terbitan 369 45.17 .02

Jaringan Pipa BaJa, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi, Jaringan
Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja, Jarlngan Pipa Distrbus
Tekanan Menengah Pipa PE, Jaringan Pipa Distr busi Tekanan Rendah
Pipa Ba1a, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE, Jaringan
Pipa Dinas Pipa Bala Jaringan Prpa Dinas Prpa PE, iarngan BBI\4 Lan,
lain.

llmu Pengetahuan Umum, Bibliografi, Katalog, llrnu Perpustakaan
Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi, Essay, Pamllel, Berkala
lnstitul, Assosiasi, Musium, Harian, Manuskrip, Metafisika, Srsleor

Filsafat, llmu Jiwa, Logika, Etika, Agama lslam, Agama Kristen, Agama
Budha, Agama Hindu, Sosiologi, Stalistik, llmu Politik, Ekonomi, Hukun
Administrasi, Perlanahan dan Keamanan. Service Umun'r Sosa
Pendidikan, Perdagangan, Etnografi, Cerita Rakyal. Umunr.

Pengetahuan Bahasa lndonesia, Pengelahuan Eahasa lnqr r;

[4atemalika, Askonomi, Geodesi, Fisika dan lvlekanka, l(rmra, Geolorl

Metrologi, Palaentologi, Biologi, Antropologi, Bitan, Zoologr qlirfLr

Hewan), llmu kedocteran, Teknologi, Pe(anian, Kehutanarr, Perikarrar,

llmu Kerumah Tanggaan, lilanagement dan Perkanloran, lndusln Krrnra

Teknix lnduski & Kerajinanm, llmu Perdagangan Khusus lndusln, lndustrr
Kontruksi dan Perdagangan, Perencanaan Fisik, Pertamanan dll,

Arsitektur, Seni Pahat, Seni Lukis, Ukir, Seni Gambar, Grafika,

Fotografi, Senimatografi, [4usik, Permainan dan Olah Raga, Geografr,

Eksplorasi, Bigrafi, Sejarah, Lain-lain

Koran, Majalah, Bulu Laporan PenyidikanBuku Laporan Penyelidrkar,
Buku Laporan Penggalangan, Buku Laporan Pengamrnan, Bukrl

Laporan Penelilian, Lain-lain



Buku Peta (Atlas), Bagan, Gambar (Diagram), Bola Dunia (Globe), Pela
(Map), Peta Udara, Peta Hidrografi, Peta lmagtner, Pela Gambar
Penampang, Peta Photo, Peta Tipografi, Pela Ruang Angkasa, Gambar
Iipografi, Model Relief, Photo Mozaik, Gambar Jarak Jauh (Remote

Sensing lmage), View, Peta Pengamanan Tanah, Peta Kemampuan
Tanah, Peta Lokasi, Peta Jaringan, Peta Citra Sport, Pela Citra Radar
Peta Citra Satelit, Bahan Kertas, Bahan Deluang, Bahan Kulit Ka'lrl

Bahan Bambu, Bahan Lontar, Bahan Nipah, Bahan Rotan Bahan Rotan
Bahan Papkus, Bahan Labu Hutan, Bahan Tulanq, Kurrpulan Karyir

Musik (Skore), Kumpulan Karya Musrk Srngkal (Cond0sel Sk0rel
Kumpulan Karya lvusik Tertutup (Closet Skore), Kumpulan Karya i\r)rs r.

Bentuk Minj (Miniature, Partitur Piano, Kunpulan Karya lvlusrk V0ka
Kumpulan Karya Musik Piano, Kumpulan Karya N4usik Chord, Partr(ur

K;,rya Seni Ash, Lukisan Asli (Art Ongrnal) Karya Sen Cetak , G.a'"
(Art Point), Reproduksi (Arts Reproduction), Grafik/Bagan, Lembaran
Film, Slongsongan Film, Kartu Pengikal, Karlu Pengikal, Pholo, Gambar,
Kadu Pos, Koster, Radiogram, Slide, Gambar Ruang, Study Prnl
Gambar Teknik, Transparansi, GrafiUBagan Dinding, Reproduksi, Kas."t

Braile, Diaroma, Pameran, Mainan, Slide N4ikroskop, Maket (Mock-up)

Model, Kartu Micro, Kartu Celah, Mikro Film, Mikrcfis, Mikrolograp

Katridge Suara, Kaset Suara, Pasangan Suara, Pta Suara, Runfu(
Suara, Komputer Katridge, Komputer Kalridge, Komputer D sk, Compack
Disk, Gulungan Komputer, Film Katridge, Film Katridge Slongsongar

Film, Katridge Video, Kaset Video, Piringan Video, Gulungan Vdeo
Tarscalt, Lain{ain

Barang-Barang

Perpustakaan
370 05.'1 7.03

i

1

I

l



71 05,'1 8.01

Barang
Bercorak

kebudayaan
5

72 05.18,02

Barang:Bercorak

Kebudayaan

Alat Olahraqa

Lainnya
5

Hewan
TernaUTana
man

73 05.19.01 Hewan Tdksusut

TdksusLli4 05.19.02 Tanaman

Pahatan batu-batuan, Pahatan Kayu, Pahatan Logam, Lukisan
Sulaman/Tempelan, Gambar Presiden/Gubernur, Lambang Garuda, Alat
MusiuBand, Alat Musik Nasional/Daerah, Alal Golf, Alat Volley, Alat
Tenis, Alat Tenis Meja, Alat Sepak Bola, Alal Badminton, Piala, l\4edali,

Piagam, lvlaket, Foto Dokumen, Peta Topografi, Peta Reproduksi, Peta
Wilayah, Pela Keadaan Tanah, Peta Udara, N,4osa k, Kllse-klise, Peta
Diskibusi, Globe, Barang koleksi rurnah tangga, Lukisan Berselarah.
Kolekii Mata uang, Benda-benda Purbakala, Benda-benda Purbakala
Logam (Gong, Mandau), Kayu (Sampit, Telabanct), Anyaman (Ikar
Rotan), Tenunan Sutra, Tenunan Suka, Anyaman Bambu,I arn-larn

Palang Sejajar, Lapang Kuda, Makas, Skl Ar, Skr Drving Selarrr;ar
Perahu Karet, Perahu Layar, Alat Arum Jeram, Alal Dayurg, Kaca I\4al;l

Aii, Kaca Mata Air, Balon Udara, Payunq Udara/Parasul Alat Terbanq
Layang, Catur, Sarung Tinju, Lain-lain

Sapi, Kerbau, Kuda, babi, Kambing, , Anling, Blri-B r Ke nci Ayam. itik

Bebek, Angsa, Ula, induk ikaan aMana, induk ikan bandeng, induk ka|
krapu, induk ikan mas, induk ikan nappollem, galahbadak leratrail
banteng, zebra, singa, harimau, anoa, babirusa rusa. laprr karc
beruang, onta, bisau, keledai, linsang, landak banilsa n ofyet l)ar1Js;l

binatang unggas, anjing pelacak, ajing penjga, la n-larn

Cacao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet, kelapa, kopi, alpukat, apei, duku

durian, jambu, jeruk, mangga, rambutan, lain-lain

GUBERI\4UR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.si., MH

1

I

I

I



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 20I5 TAI"IGGAL 25 I\{EI 20I5
TENTANG PEDON,IAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN -{SET TETAP

PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA ADAI{YA KAPITALISASI
PEMELIHARAAN ASET TETAP

NO.

PERSENTASE
NILAI

KAPITALISASI
PEMELIIIARAAN

DARI NILAI
PEROLEIIAN

PENAMBAHAN
MASA IIIANFAAT

(TAHUNI

I

BIDANG

Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Alat-Alat Berat :

Alat Besar Darat >OYo - 3ooh
>3Oek - 45o/o
>45yo - 650k

>0% s.d. 30%
> 3096 s.d 45%
>4 57, s.d 65Yo

Alat Bartu >O% s.d. 307o
>30% s.d 45%
>45o/a s.d 65Yo

Alat-Alat Angkutan :

Alat Angkutan Darat Bermotor >O"/. s.d. 25Yo
>25Yo s.d SOYo
>5Oo/o s.d 7 5%o

>75% s.d.1OO%

Alat Angkutal Darat Tak Bermotor >Oo/o s.d. 25o/o
>25o/" s.d 5Oo/"
>SOok s.d 7 5Y.

>75% s.d.100%

Alat Angkutan Apung Bermotor >O%. s.d. 25To
,25'k s.<1 5O''/,
>SOYI s.d 7 Sok

>75% s.d.100%

2

3
4

I
1

1

2
2
4
6

1

3

1

2
4

1

2
4

Alat Besar Apung



NO. BIDANG

PERSENTASE
NILAI

XAPITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAIIAN
MASA MANFAAT

(TAHUN)

Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

Alat Angkutan Bermotor Udara

Alat-Alat Bengkel darr Alat Ukur :

AJat Bengkel Bermesin

Alat Bcngkel Tal< Bermesin

Alat Ukur

Alat-Alat Pertaniaa & Peternakan :

Alat-Alat Pertanian & Peternakaa

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga :

Alat Kailtor

>0% s d. 257o
>25o/o s.d.5Oo/o
>507o s.cl 75olo

>75% s.d.100%

I
I
I
2

3
6
9
12

>OYo s.d. 259o
>257o s.d 5Oo/.
>SOok s.d 7 5o/o

> 7 5-q6 s.d. 10070

I
2
3
4

>Ooh s.d. 25o/"
>25Yo s.d SOoh
>50% s.d 75%

. >7596 s.d. 1OO9'"

>OYo s.d. 25oto
>25% s.d 5O%
>50% s.d 757o

>75olo s.d. 100Yo

1

2
2
3

>O%o s.d. 2Oo/o
>21Yo s.d 4OVo
>57ok s.d 7 5%o

I
2
5

,
2
3

>O%. s.d. 25Yo
>259o s.d 5uok
>50% s.d 75%
>75% s.d. 100%

I

>QYo s.d. 25o/o
>257o s.d 5oo/o
>5O% s.d 75%

>7 SYo s.d.lOOa/o



Alat Rumali Tangga

Komputer Unit

Perrlatan Komputer

Alat-Alat Studio dan komunikasi :

Alal Studio

Alat Komunikasi

Alat Pemancar

Alat Komunikasi Navigasi

NO. BIDANG

PERSENTASE
NILAI

KAPITALISASI
PEMELIIIARAAN

DARI NILAI
PEROLETIAN

PENAMBAIIAN
MASA MANFAAT

(TAHUN)

>O% s. d. 2 596
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%

>75% s.d. 100%

>Oo/o s.d. 25o/o
>257o s.d 50%
>50% s.d 75%

>75% s.d. 10O%

>OYo s.d. 25%o
>25o/o s.d 5O%o

>50% s.d 75%
>75% s.d. 100%

>Oo/o s.d.25o/o
>25% s d 5o%
>5Oo/o s.d 7 Sok

>7 5Y" s.d.LOQ?/"

>Ook s.d..25o/o
>25o/. s.d 5Oo/"

>5Oo/o s.d 7 SYo

>75% s.d. 100%

>OY. s.d. 25'k
>25% s.d 50%
>SOYa s.d 7 5Y"
>75% s.d.100%

>Oo/o s.d. 25o/o
>?ai'h s d i,l)'ii1
>5O% s.d 75%

>7 5'lo s.d. 100%

I
2
3

1

1

2
2

I
i
2
'2

1

I
2
3

1

1

2

2
3
4
5

)

7
9



NO BIDANG

PERSENTASE
NILAI

KAPITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NTLAI
PEROLEHAN

PENAMBAI{AN
MASA MANFAAT

(TAHUN}

Alat-Alat Kedokteran
,Alat Kedokteran

Alat Kesehatan Umum

Alat-Alat Labolatorium :

Unit Alat laboratorium

Unit Alat iaboratorium Kimia Nuklir

Alat Laboratorium Fisika

Alat Proteksi radiasi / Proteksi

l'-adiation Application & Non f)estntcfive
Testing laboratory

>0% s. d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%

>75% s.d. 1OO%

>Q%o s.d. 25ok
>25% s.d 509'"
>50% s.d 75%o

>75% s.d. 100%

>OVo s.d. 25ok
>'23"/o s.d SOio
>5O% s.d 757o

>75% s.d.100%

>Oo/o s.d . 25Yo
>25o/o s.d SOok
>SOYo s.d 7 Sok

>75% -s.d - 1O0o/.

>Oo/o s.d. 25Yo
>25o/o s.d 5OT"
>50% s.d 75%

>7 5o/o s.d.loQo/o

>O%o s.d. 25Yo
>25% s.d 507o
>50% s.d 75%
>757"sd.l0Oo/"

i
2
3

I
2
3

2
3
4
4

3

7
8

1

5
7
8

2
4
5
5

2
4
5
5

>Oo/" s.d. 25o/o
>25% s.d 50%o
>50% s.d 75olo

>757o s.d.100%

I



NO. BiDANG

PERSENTASE
NILAI

KAPITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLEIIAN

PENAMBAHA;{
MASA MANTAAT

{TAHUNI

Alat laboratorium Lingkungan Hidup

Peralatan Laboratorium Hidrodinantica

Alat laboratorium Startrlarisasi Kal-ibrasi &
Instrurnentasi

Alat-Alat Keamanan :

Senjata Api

Persenjataan Non Senjata Api

Senjata Sinar

Alat ICrusus Kepolisial

>Ook s.d. 25Y,
>25%o s.d 5O%,
>5OY" s.d 75o/o

>75% s.d.100%

>Oo/o s.d. 25o/o
>25k s.d 5O%"
>50% s.d 75%
>75% s.d.lO0%

>O%o s-d. 25%o
>25o/o s.d 5O%o

>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>OY;o s.d. 25o/o
>25Y;o s.d SOoh
>50o/o s.d 75%o
>75% s.d.l0O%

>OV" s.d.. 25o/"
>25o/o s.d 5Oo/"

>50o/o s.d 757o
>75% s.d.10O%

>O%o s.d. 25Yo
>25Yo s.d 5O%o

>5OYo s.d 75o/o
>75o/o s.d,.loOo/o

>OT" s.d. 25o/o
>25%o s.d SOYo

>5Ooh s.d 7 5o/o

>75% s.d.100%

1

2
3
4

3
5
7
8

2

4
5

5

1

').

3
4

1

1

2

1

1

2
2



NO. BIDA]'IG

PERSENTASE
NILAI

KAPITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLE}IAN

PENAI,IBAHAN
MASA MANFAAT

(TAHUN)

3

4

Gedtrng dan Bangunan terdiri atas :

Gedung dan Bangunan :

Balgunar Gedung Tempat Kerja

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Monumen:
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti

Bangunar Menara Perarnbuan

Tugu / Tanda batas

Jalau, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :

Jalau & Jembatan :

Ja,lan

Jembatan

Bangunan Air :

Balgunan fur Irigasi



NO. BIDA:1\*G

PERSENTASE
NILAI

I{APITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLEIIAN

PENAMBAIIAN
MASA MANFAAT

(TAHTIN}

Bangunal Pengairan Pasalg Surut

LJangunan PengemDangan Ra-wa dar
Polder

Bangunan Pengamar Sungar/ Pantal dan
PenalgguJangan Bencana alam

Bangunan Pengembangar Sumber air dan
Tanah

Bangunar Air Bersih/Air Batu

lnstalasi :

Instalasi Air Bersih/Air baku

Instalasi Air Kotor

>0% s.d. 57o
>5% s.d 10%o

> lOYo s-d 2OYo

>Ook s.d. 5%o

>5% s.d 10%.
> lOYa s.d 2Oo/o

>0% s.d. 5%o

>5%. s.d I O%.

> lOY" s.d 2Oo/"

>Oo/o s.d. 5%o

>5% s.d 10%o
> 1O%o s.d 2Q%o

>O% s.d. 30olo
>30% s.d 45olo
>45o s.d 65Y.

>0% s.d, 307o
>30% s.d 45%
>45Yo s.d 65o/o

>0% s.d. 3O%
>30% s.d 45%
>45%o s-d 65%o

>0% s.d. 307o
>30% s.d 45%
>45Y" s.d 65ak

2

5

10

1

3
5

i
2
3

1

2
3

10
I

5
10
15

2
7
10

2
7

i0

I

Bangunan Air Kotcr



NO. BIDANG

PERSENTASE
NILAI

KAPITAUSASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLEIIAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT

(TAHUN)

Instalasi Pengelolahan Sam pah

Instalasi Pengolahan Bahan Banglrnan

Instalasi Pembangkit Listrik

Instalasi gardu Listrik

Instalasi Pertahanan

Instalasi gas

Instalasi Pengaman

Insta.lasi [,ain

Jaringan :
Jaringa-n air Minum

>O% s.d. 307o
>3O% s.d 457o
>45% s.d 65%

>O% s.d. 307o
>30% s.d 45olo
>45% s.d 650lo

>0% s.d. 309i,
>3O% s,d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>3O% s.d 45%
>45% s.d 65%

>07o s.d. 30%
>30% s.d 457o
>45ok s.d 650/o

>0% sd, 30%
>30% s.d 45%
>45% s,d 65%

>0% s.d. 307o
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>07o s.d. 307o
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

I
3
5

I
3

5
10
l5

5
10
15

I
3
5

5
10
15

1

I
3

1

I
3

2
7
10



NO. BIDANG

PERSENTASE
NILAI

XAPITALISASI
PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLETIAN

PENAMBAIIAN
MASA MANFAAT

(TAITUN)

5

Jaringal Listrik

Jaringal Telepon

Jaringart Gas

Aset Tetap Lainnya terdiri atas :

Barang Bercorak
Kesenian/ Kebudayaan / Olahraga

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>Oak s.d. 25Yo
>25% s.d 507o
>507o s.d 757o
>75% s.d. 100Yo

5
10
15

2
5
10

2
7
10

1

1

2
2

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAERUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH



#

Peraturan Gubernur Sulauresi Selatan
Nomor 12 Tahun 2016

tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015
Tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset
Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan.

MAKASSAR 2016



TENTA]{G
PERUBAIIAN ATAS PERATURAI GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 23 TAAUN 2015 TENTATIG PEDOMAN KAPITAIISASI
DAN PEITUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTA}I

PROVINSI SULA\ITESI SELATAII

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GI'BERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

bahwa dalam rangka lebih menyempurnakal

pelaksaraan kapitalisasi dan pen)'usutan aset tetap

milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan berbasis akrual, maka perlu mengubah

Peraturar-l Gubqlnur Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penlusutal Aset Tetap milik

Pemerintah Provinsi Sulau'esi Selatan;

bahrva berdasarkal pertimbangan sebagaimala

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubemur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor zi taiun
2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Pen)'u sutan

Aset 'Ietap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.



2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

' Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Unda-ng Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jau'ab

Keuangan Negara (Lerabaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan - Perundang-Undangan

(Ler:rbaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 201i

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reprihlik

lndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Ncmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengeloiaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4738);



3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tenrang
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor
3 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tent3ng Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan BarAng lt,lilik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sularvesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tamhahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawcsi Selatan Nomor 23O) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubaharr Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeral.I
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 248):



4

16. Peraturan Grrbernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sularvesi S6latan

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20i4
Nomor 73);

17. Pera.turan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Provinsi Sulan'esi Selatan Tahun 20 14 Nomor 74);

18. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kapitalisasi Dan PenJrusutan Aset Tetap Milik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah

Provinsi Suiawesi Selatan Tahuh 2015 Nomor 231; '

Menetapkan

MEMUTUEKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PEiATURAN GUBERNUR SULAV/ESI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN

KAPITALISASI DAN PENYT'SUTAN ASET TETAP

MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015

tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 1l berbunyi sebagai

berikut:



Pasal 1 1

Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus {straight
line metho@ untuk seluruh jenis Aset Tetap yang dimiliki oleh

Pemerintah Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah,. Buku

Perpustakaan. Hewan dan T\:mbuhan serta Konstruksi Dalam

Pengerjaan.

2. Ketentuan Pasal 12, ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3(tiga)

sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat

untuk setiap jenis aset tetap.

(2j Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti

estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya

dilakukan secara terpisah.

(3) Aset yang dipercleh pada waktu tertentu disepanjang tahun pada

saat perhitungan penyusutan, maka digunakan pendekatan

bulan penggunaan.

3. Ketentuan BAB IV diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga

disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kedua A d.an diantara Pasal

12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 12 A,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Baglan Kedua A
' Peugelompokan AEet

Paral 12 A

(1) Aset Berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-iangkah

sebagai berikut :

a. Mengidentihkasi aset-aset yang dianggap sebagai aset yang

harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai

berikut :



1. aset tersebut diperoleh dalam rvakru yang bersamaan dan

mempunyai masa manfaat yang sama;

2. manfaal secara teknis suatu aset sangat bergantung pada

aset lain,

3. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan..harga

belinya merupakan keseluruhan harga pasangan;

4. Walaupun pemarrfaatannya tidak rerlalu bergantung dengan

aset lain, retapi demi kemudahan dan efisiensi biaya

adinistrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena

kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.

b. Meny'usun daftar aset perkelompok dan nilai awalnya.

(2) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

memenuhi kriteria maka aset tersebut diberlakukan sebagai aset

individual.

4. Diantara BAB lV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV A

dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

pasal i3 A sehirrgga berbunyi sebagai berikut :

BAB TV A

KETENTUAN PERALIHAN

Peny:sunan Laporan

Peraturan Gubernur ini.

Paeal 13 A

Keuangan Tahun 2015 telah mengikuti



Pasal II

Peraturan Gubernur rni mulai berlaku pada tar.rggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannl,a dalam Berita Daerah

Provinsi Sularvesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal

;R LAWESI SELATAN

L YASIN LI , SH., M.Si., MH

Diundangkan di Makassar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

SULAWESI SELATAN,

LATIF, M.Si, MM

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

NOMOR

i.:(.t



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 19 Tahun 2016

tentang
Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah

Berupa Aset Tak Berwujud.

MAKASSAR 2016



GUBt RIiUR 
'U'.-4WE5I 

SELATAN

PERATURI]I GUSEITNUR PROVII{S! SULAWESI SELeTrlti
NOMOR: 19 TAH Ul{ 2016

TENTANG

PEDOT,IAN AMORTISASI BAR{NG MILtr( DAERAII
BERT'PA ASET TAX BERW'UJUD

DI.IIGAN RAHMAT TUIIAJ{ YANG MAI{A esrl.

CIJBERNUR SULAWESI SELATAN,

Meninrbang .L iri rwa berdasarkan Stardar Akuntarrsr Pt-nrerinta|r

Ilcrbasis /\kmal. aset yang digunakar.r olelr pe rnerrrrtcJr,

tlrmasuk aset tak berur-rjud, lnernpur;1, ai riranla.!t

r i.-onomi atau potensial jasa terir:rtrrs r:rnq ;rr:rlli

clrlakukar-, arnortisasi .rntuk pcn,'CSLlai.iri lrrilr.r

-.. :hubung.trr rlrnqan penunlnan tEilni.,ill i'll ri-.-r.:ri ,,,rLi

l, rtensiai jas:i dr,.ri suaru aset tlk ber* ri j.,ril.

lrirhrva berdasarkan perlimbanga rr sr:l:agaimarra

rlimaksud dalam hurtrl a, perlu mene ( zrill(.tr'r Peratrrrar')

( iubernur Sular.r,esi Sei3tan tentang Pecloman -Arnortisasi

l):rrang Milik Daerah Benipa Aset Tak Bcnvtrjud;

i-rnclang-Undang Nomor 2a Tahun I99'l tentanq

l':n1,e1s1**.tran Negara Yang Bersih IJan ilt'bas Dari

horupsi, Kolusi Dan Nepotisme {Lcmbararr Ncgara

i?epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk lndonesra Nomor 3351):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

lieuangan Negara (Le:nbaran Negara Repubiik Indoncsia

Taiun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

i)

Menqingat: 1



,3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20L)4 teiltang

perbendairaraal Negara (Lembaran Negaia Rcpuoiik

irrdonesia Tal.run IOO-I Nomor 5. Tanbtrharl Lclnbaran

'icgara Rcpr-rblik lndotresia N-omor 4355i:

-i. iJndang-tlndang Nomor 15 Taht-ttt 2U0+ -('lriang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tani{gutrgl an ab

Keuangal Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

'l'ahun 2004 Nomor 66, Tambahatl Lembaran Negara

Republik Indo:resia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

I)embeni.rkan Pcraturan Perundan{-untlangan

(Lembar.rn Negara Republik lndonesia Tahurt 201 i

Nomrr E2, Tambaltan Lemba:-an Negara Reptrblik

lndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Ncgara Itepubiik

lndor.tcsia Tahun 2014 Nomor 244, TirrnL;:ririrrr L.,'ttrb;'.rnr.r

Negar;r Republik Indonesia Nomor 55871 sc barlr in iirrr;r

telal-r diubalt bcberapa kali tcrakhir cierrs:rn lrirrllrrrl-

Undang Nonror 9 Tahun 2015 'li'r.ltair{l l)(rLii-rrir..ir

Keduzr -{tas Undang-Undang Nr.:rrro; f .l 'l irlrrrrr ii) i ,i

Tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbarrrn Negara

Republii< Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tairun 2005 tt'ntang

Pengeloiaan Keuangan Daerah (l.emLraran Ne{arai

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor- i.1i), Tanrl-.ahar':

Lembaran Negtrra Rr:publik Indorrcsia Nrrriic,t rtrTllJ.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 'l'a}tun i0{,r7 r.-ntung

Pengclolaarr Uang Negara/ Daerah (Lcrirbalan i,iegaiir

Republik lndonesia T:rhun 2007 Nomor 83, 'lantbahan

Lembaran Negara Peprtblik Indoncsia Nonror .1738);



.)eratttran Penr'.'rinta:t i\omor 60 l'ail'.ii: -l ri'S r'l: .,:i,:
jisten Pcr-rgendaii:ut Intern Penleill.liaiil lLr:ll::il'ilil
-{6Eara Ropublik lnclorrocia Tahun 2OOB :ior:ror I27,
Tambah;Ln Lcrnbaran Negala RePublik Itrii,rtresrr )iol;ic:'
+890);

iO Peraturan Peme;-rntah Nomor 7l Tahutr 20iiJ '.cni-rtrg

:itandar Akulltlrnsi Petnerintahan ( l-t'rnbarail Neglrril
ilepubliL Indottr,'sia'l'ahun 201I Nt-rtirL,i (rl. ia:ril.-.,i,:';;
',embaran Negu:ir i?epriblik lndoncsin li,)i'll,-'i -'-r1r' l

)eratlrran it{errtcr! D-rlam Ncgeri \r;n;': i

'entang Pedontan Pengelolaein Bat i: tr q

13erita llegalir Itcpui;lik Indonesia I'r:ir'.rt
i47 );

l -l )t:ftrturarr Gullcrllttr Sularvesi Selaiatl 
"lrttlr,t 

, -i I.rllLlll
lLl I4 tcrtarn( Srstern Akuntansi I)clr,- r-intai-r D:te I'li,
l\-ovinsi Suias,ssi Selirtan Tahrtn 2C) l'i No:r.tor' 7 ill

i 3. ireraturan Pemerintah iiornor 27 Tcihun 2014 terltllili{
Pengelolaan Barang Millk Negara,/ Dacrtrlt iLemblran
.ilegara Republik lndonesia Tahun 2014 Norlor 'r2.
i'ambahrLn Lcmbaran Negara Republik incioncsia Noriior

14.l)craturan Nlenteri Dalam Nege;i Nornor LI 'i'lhun juLttr
lentang Peciomar Pengelolaan Iicuangarr Dircralr
:;ebagainrana. telah diubah beberapa P.ali rerakhir
(iengan Peraturan Menteri Dalam l,legeri Nomor 2l
Tahun 2011 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan StanCar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Neear;r
Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1.125);

16. Peratr-rran Daerah Provinsi Sulawesi Sclatan Norior [3
Tahun 2OOb tentang Pokok Pokok Pengclola:rn
lier-rangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Suia\\'esr
Selatan Tahun 2006 Nornor 13, Tambairan l,enrbaralr
llaerah Provillsi Sulawesi Selatan Nonror 230)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 3 Tohrrn ?O15 Tr:ntnng Pr:nrhahan Kcdrla AtAs
Pcraturan Dar:rah Provinsi Sularvesi llelatnlt Nontor 1i-lahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaarr
Iieuangan Daeral.r (Lembaran Daerah Pnrvinsi Sularvr:si
Selirtan Tahun 20i5 Nomor 3, Tambairan i,rrmb;rran
I)aerah Provinsi Strlawesi Selatan Nomor 24El:



i
17. Pe raturan Gubernu:- Sularvesi Selatan Nomor 73 Tarhui.l

201.1 tentartg Kebijakan Akuntalsi DaeIah Provrnsi

rilrla! 16.t !olatan (Eorltlr Do6rai Frovln61 8Lr1a\\'es1

'elatan Tahun 2il1- 5o-o. / r,.

MEMUTTJSKAN :

Menetapkan PtrRATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOIVIAN

, iVTORTISASI BARANG I{ILIK DAERAH BERUPA ASDT

'L\K BERIIrUJUD

BAB I

ENTUAN UMUM

Paeal 1

Dalarn Peraturan liubernur ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adurlair Provir-rsi Sularvesi Selatan

2. P:oviirsi adalalr Provinsi Sulawesi Selatan

3. []:nrerintair i ,acrah rrdalah C)ubernur tre se rta licriinf-iia'. ila,.';:rh

s,)brlgii.i unsur penvelenggara pemerintairatr daerah.

4. ('ubiirirui."rdera[Gub-e-rnu! Sulawesi Sclatiur.

5. Siltuan Iicrjar Perangk.lt D.r(:rah selanjutnya clisingrirrt :ji..l]i) .(illrrir
perangirat Da, i ah selal:r.r pengguna barang.

o. Lnit kerja ad:riah bagian SKPD selaku kuasa penggtrna lrararrg.

7. Earang I\,lilik Daerah, yang selanjutnya disingkat BL,lD acialah scr:rua

barang lang ,libeli at:ru diperoleh atas bebal Anggaran Pendzrpatiln

dan Bclan_ja D.rerah atau berasal clari perolehan lainnva r.ang sah

8. Aset adalah :umber dava ekonomi yang dikuasai dalt/..itall din.riiilii

clr:h I)cnicrin:rh Daerah sebag.ai akibat dari peristi,.r,a nris:r lalu iiari

tllzrller ularla.,i rkurtomi dan, atau sosial di masa dcpan rliiiiu uplii.i r r

tlapat diperok"h, baik oleh Pemerintah Daerah maupun nasvarakat.

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangarr yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi nasyarakat

trmum dan sumber daya yang dipelihara karcna alasan -sejarah dan

buda,".a.



'1. Astt Tak Bem't::ud adalzLhr aset lloil ,ieuangan r-ang iiapa: dir'':trli:r' ''

narnun tidak r:remilikr *r:.1ud fisik serta dimiliki Llnluk digun:rii'i;l

ser:ara lalgsung atau tidak iangsung untuk kegiatan pcmerintah

dalarn menghasllkan barang atau]asa atau dlgunakan untuk tujuan

lainnva, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kaj iarl,' peneiitian

yang memberikan manfaat jangka panjalg

10. Perangkat Lunak (So-Jtruare) Kompurer adalah softu'are l'elng bllkarl

merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardu.'ore)

komputer tertcnLu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jellis

hardrl,are iainnya.

11. HtLk Cipta (Copynght) ada-lah hak eksklusif yang diberikan kepada

pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

<ieldaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dihasilkan atas inspirasi ,

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau

dinublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

r,rrrdangan.

12. Lisensi adalah lzin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta

atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak ia:n untuk melaksanakar hak

ekonomi atas ciptaarnya atau produk Hak Terkait dengan syarat

tertentu.

13. Hak Paten adalall hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorarlg

secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sarna

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiat.in penrctahan

masalah yang spesifik di bidatrg teknologr dapat berupa produk atau

proses.

i4. Amortisasi Bararg Milik Daerah berupa Aset Tak Benrujud, yang

selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset

Tak Berwrrjud secara sistematis dan rasiona-l selama masa

manfaatnya, ,u"ang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujtrd

yang memiliki masa maJlfaat terbatas.



15. Masa Maitfaat adalah periode suatu aset diharapkan ciigilil:liiii:r

untuk aktivitas pemerintahaa dar/ atau pelayanan publik a:au jr'l;:r;;r;l

produksi atau 'lnit senlpa yang dihalapkar-i clipcrole: ciaLt r'sel '::r" '':

al:tivitas pemelintahan dan/atau pelai'a.rra.r-r publik, 1'arrg oil'a'r*i -'ri''

ketentuan hokum, peraturan, atau liontrak.

i15. Biaya Peroleiran adalah jumiah kas atau setara kas 'r'allg

dibayarkar atau nilai wajar imbalal Iain 1'ang diberikan Ltntl.,il(

memperoleh suatu aset paCa saat perolehan atau konstruksi sampai

dcngarL aset rersebut dalam kondisi dan tempat vang si:rp untuk

d:perzunakan.

i 7. liepiraiisasi aialah penentuan nilai pcmbukuan i'ii l-rzrdilir r( :rr',i I

p,:ngeluaran untuk tnenambah nilai perolehan :tu:ri i\s: r 1'.i
B e ru-r..rj ud yan 

'r. 
dapat nremperpanjaug umur tektris 

""r"au 
Irasa ;x:Iiliilali

a set Ase( Tak Lierwujlci.

BAB II
RUANG LII{GKUP, MAXSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingirup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini merrcakup pedoman ktrusus

mengenai kebrlakan amortisasi Barang Miiik Daerah berupa Aset Tak

tserur-rjud padu Pemerint ah Provinsi.

Bagian Kedua

Maksud dan TuJuen Pedornan

Pasel 3

(1) Pedomal ini dimaksudkan sebagai acuan amorti.sasi terhadap Aset

Tak Berwujud dalam pembuatan dan penplsunan angga,ran,

pelaksanaan pencatatan atas perolehan, serta pelaporan aset tak

berwujud bagi SI(PD dan Unit l(crja daJam lingkup Pcmcrintah

Provinsi.



(2) Tujuan pedornan ini untuk :

a. men-vajikan nilai Aset Tak Benvulud secara wajar sesuai dengan

manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi;

b. memberikan bentuk pendekatan l-ang lebih sistematis dar-r I'"rgis

dalarn menganggarkan belanja pemeliharaan ataLl bekarla nroilrri

untuk mengganLi atau menambah Aset Tak Benr-r-rjud yatrg stlciir)r

dimiliki.

BAB III
SE-T TAI( BERq''UJUD

Baglatr Kesatu

Kriteria Aset Tak Ben-ujud

Pasal 4

As:et l'ek Renvr-rjt-t,,1 harus dapat diidenrifikasi riengan krircri,r , ',-riir-t

:, d:rpar dipisahlian clan dibedakan secara jelas dari asct.asct van,:1ain;

b. t:mbul dari kcsepakatan yang mengikat;

c. dapat dikendalikan secara teknis;

d. kemampuan nntuk memberikan manfaat ekonomi dan jas:r poteirsial

d i masa jepa . 
'

(l)

Baglan Kedua

Jer:.is dan Cara Perolchan Aset Tak BerwuJud

Pasal 5

Jenis Aset Tak- Berwujud :

zr. Jenis berd..rsarkan sumber daya, berupa :

1. peranlrkat Lunak (Sofuuare);

2. Iisensi lFranchbe)

3. hak cipta lCopgight) dan Hak Paten

4. hasil l; aj ian / pengembangan yang memberil<rn rnlir[a:rt jrirr{li:

panjtr r g



b. .rset Tali Be:'u'ujud yang mcmpunl"ai niiai sejarah bitti:t' :,

.. -rsr"- l. :: Br rr1lJ ud dalaln peneet :aan

(21 Cr.r!r Perolchai:. dapat berasal :

ir. pembeliarl

b. pengemban<an secara internal

c. pertukai-an

d. kerjasama

e . cloniisi.; hibrrlr

[. rvarisan buciaya/ sejarah

Bugian Ketiga

t{ilai Perolehan Aset Tak Berwujud '

Pasal 6

Bia._ua-biaya perolchan Aset Tak Bervr.ujud meliputi seluruh biaya yang

rncnjirdikan aset tersebut daiam kondisi siap untuk bcroperasi seperti

vang ':liingirkan.

Bagiaa Kiempat
Pengeluaran Aset Tak BerwuJud Yaag Dikapitaiisasi

Pasrl 7

Pcngt luaran .,-ang clikapitalisasi harus memenuhi salah satu krite riii :

a. lnerringkaUian iurrgsi softrvare

ir. rircningkatkan r:fisrensi softu.;rre





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUI.AWESI SELATAN

NOMOR

TENTA NG

PEDOMAN XAPITALISASI DAN PENYUSUTAN

ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM

Pem6rintah Provinsi S'.rlawesi Selatar yang sesuai dengan visinya.

bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentLl

saja harus bertolal( sesuai landasan hukum yarig jclas pada se mr-tar

aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat Jika

pengelolaan barang milik daerah diatur dal:rnr suatu peraturan

daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah

ditetapkan Peratllran Daerah Provinsi Sula',vesi Selatan Nomor 13

Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 20O5 Pengelolaan Keua-ngan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang dipcrcleh

melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan

lainnya sesuai dengan lungsinya dalam suatu mekanisrne

pengelolaan yang transparan, efisien, dal akuntabel berdasarkan

suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu
pcngatr-rran pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan

dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak

dipedomani oleh semua satuan kerja kerja perangkat daerah

(SKPD), maupun unit ke{a, jelas sangat diperlukan dalam

pengelolaan barang milik daeral yang menganut ehsiensi dan

efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan

secara nyata dan bertanggung jawab.



Oleh karena. itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menl'usun

pedoman anrortisasi Barang Milik Daerah bempa Aset Tak Beniujud

yang berrnanfaat dalam Penentuan kriteria penganggaran balanja

Aset Tak Bemrjud,

II, PASAL DDMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
A)at (l)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1) huruf a

Oielr karena aset irri dapat dpisaLkan dan dibedak:Ln dengan
aset lain, maka Aset Tak Berw'L:jud dapat dijual,
dipindahtangankan, diberikan lisensi, diservakan, ditukarkan
bark secara individua.l rnaupun secara bersama-sama.

Ayat (l) Iruruf b
Seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa
memperhatikan apakai hak tersebut dapat
dipindahtangankan atau dipisahkan dari hak dan kervajiban
iainnya.

Ayat (2)

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset
dimaksud, maka tidak dapat diakui sebagai aset. Dan dapat
membatasi akses pihak lain dalam dalam memperoleh
manfaat ekonomi dari aset tersebut. Pengendalian aset pda
umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari
lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Manfaat ckonomi dimasa depan dapat berupa pendapatan
yang diperoleh daro penjualan barang atau jasa,
penghematan biaya atau efisiensi dan hasil lainnya seperti
pendapatan dari penyewaan, hasil lisensi dan hasil lainnya
yang diperoleh dari pemalfaatan Aset Tak Benvujud.
Manfaat lain dapat berupa kualitas layanan atau keluaran,
proses pelayanan yang leb;h cepa, atau penurunan jumlah



sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakar. suatu
lungsi.

Pasal 5
,A.r'at ( 1) iruruf a, b, c, d

Cukr rp jelas
A.,-at I 1) Irlruf e

Seperti flm dokumenter
A1'at (1) huruf f

f:egiatan perolehan Aset Ta,k Berw.ujud dalam pernerintahan,
khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai
dikerjakan dan belum memenuhi salah satu kriteria aset

i'aitu digunakan ulrtuk operasional pemenntah.
A],a: (2)

Cukup.jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Culrup jclas

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1) hurufa, b, c, d, e

Cukup jela s

Ayat (1) huruf f
Perubahan material terkait aset tersebut seperti nilai pasar
aset telah tumn, manfaat ekonomi yang diharapkan dim asa
depan tidak diperoleh, perubahan teknologl dan perubahan
kebijakan

Ayat (2\

Cukup jelas

Pasal IC
Cukup;elas



BAB TV

AMORTISASI ASET TAI( BER-WUJUD

B&gian Kesatu

Masa Manfaat Aset ?ak Berw'uJud

Pasal 8

(ll Masa manfaat Aset Tak Berwujud lang digunakan yaitu Aset Tak

Benr-uJud dengan umur manlaat yang tidak terbatas lindefnite hfe)

untuk seluruh jenis Aset Tak tseru'u.1uci yang dimiliki olch Pemerinrair

Provinsi.

(2) Aset Tak Beru-ujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas tidak

diamortisasi.

Bagian Kedua

Penghentlan dan Penghapusan Aset Tak Bemr{ud

Pasal 9

(1) Ar;et Tak Benvujud dapal dihentikan penggunaannya karena alasan
a. dijual;
b. ciitukar';
c. dikonversi;
d. dihibahkan;
e. dijadikan penyertaan modal dqerah; atau
[. penurunan nila-i aset akibat perubahan yang material terkait aset

tersebut.
(2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari

pembukuan sctelah diterbitkan Keputusan Gubernur.

(3) Alasan dikonversi sebagaiamana dimaksud pada ayat (l) hurul ci,

altara lain karena kebakaran, hiiang, banjir, atau dinyatakan tidak

la1.ak lagi.

BAB V

KE"TENTUAN PERALIHAN

Pasal 1O

Peraturan Gubernur ini efektif berlaku untuk pen]'usunan iaporan

Keuangar-r Periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015



BA-B rII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap or:r r1g mengetahuinl'a, mcmerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatann)'a dalam Berita Daerah

Provinsi Suiaq'esi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal r5 ,yarer 2016

ESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL IASIN , sH., M.St., MH

Diundangkan di Llakassar

pada tangt.lai l5 Ilrr cl 201()

SEI(RETARIS DAERAH

PROVINSI SULAV/ESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM

BERITA DAERAH PRO!'INSI SULAWESI SELATAN TAI{UN 2016 NOI.I.)P

IIRERIi



#

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 20 Tahun 2016

tentang
Pedoman Penatausahaan Persediaan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

tti ir$al?{$ stt

MAKASSAR 2016



GUBERI{t,R SULAIYES! SE i,ATAIt

PERATURAN GUBERNUR SU L,\',\'ESI SELATA\"

NOMOR : 20 TAHUN 201r,

TENTANG

PEDOtyIAN PENATAtlS,4.ll \ a.l PERSEDIAAII

I)I LINGKUNGAN PEMTJRINTA]I PRC)\'I]']SI SLiLAWESI SELATAN

DENCAN RAf il\'lAT TiJt',r\N \., i(l : i..\ii.'\. ES j.

GUBERNUR SU LAWES] llELAT.{N.

Menimbang:a. baltlvadalam rangka l(eseragamaF penatausahita perseciiaan d:

Lingkungan Pemerintah Provinsi Suiawesi Seiatan rii panriang

perlu mengatur Pedonran perral.ru sah&an pcrscdiaan:

ir. bahrva berdasarko.n ket:ntuan lrsal '1? ^var Ii) da]r a',ar illl
Peraturan Pemerinah Nor:cr 27 'lahun 20i-i tenrang

Penge)olaar Barang MiUk N:-gara ,' Drtcrah. pengciola

Barang,Pengguna Balang Dan/ '\tau Kuasa i'engguna Barang

Wajib mela-kukan pengarruman Barang Milil.: Negaraf Daerah

baik pengamanan adlninistrasi,pengamanan hsik mauprrn

pengamanan hukum;
,r. bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimans dimaksud dalam

hrriuf a dan huruf b,perlu mere'.apkan Perilturan Gubernur

Sula*'esi Selatan tentanll Pedoma: r Penatausaha;r:r Persediaan <1i

Lingkungar Pemerintal Provinsi :lulavi,esi Selaan

Nlcngulgat Undang-Undaflg Nomor 128 Tahun 1999 tentang Pen-velenggaraan

Negara Yartg Bersih dar Bebas dari Korupsi,Kolusi Dan

Nepotisme {Lembalatt }.legara R,:publik Indonesia Tahun lg99

Nomor 75, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia

Nomor 3851 );



2 L-:iciang-Undang Nomor l7 Ta r'iun 2003 tentang Keuangait

Negara ( Irmbaran Negara Rerubiik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan lrmbaral Negara Republik Indonesia

Nomor 4282);

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nonror 5. Tambahan lembara:: Negara Republik Indorresia

Nomor 4355);

1. tJndang-ijndang Nomor 15 Tahur 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggungjau,ab lieuanga;t Negara ( l,embaran

Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2CO4 Nomor 66, Tambahan

L,embaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 44 00);

5. rjndang-Undang Nomor 12 Tahun 20II tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangal ( I-embaran Negara Republik

lndr:nesia Tahun 2011 Nomor 8;1, 'fambahal Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor .5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Ta}un 2014 tentang Pemerintah

Daerah (trmbaran Negara Repubiik lndonesia l'a}lun 2014

Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 20 15 Tentang

Perubahan Kedua Ates Undang-Undang Nomor 23 Tahu; 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negana Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahar Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesie Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tent-ang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan I-embararr Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peratrrran Pemerintejr- Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintali (kmbararl Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor I27. Tarribahal Lembaran llegar-a

Repubirk lncionesia Nomor 48901;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 71 lahun 2010 tentsrg standar
akuntansi pemerintahan ( lembaran Negara Re:ublik Indonr:sia
Tahun 20i0 No.l23 ,tambahan Lembaran liegara Republik
Indonesia Nomor 5165);

I l.Peraturan Pe:nerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentajig
Pengeiolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran l,iegara
Republik Indonesia Tahun 201-1 Nomor 92, Tambahan
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

i2. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 Tentang
Pedcmar Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela.l.i

diubah beberapa kali terflkhir dengan Peratural Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indoncsra
Tahun 201 ! Nomor 310);

13. Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pcmerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2Oi3 Nomo: 1425);

14. Peraturail Menteri Dalam Negeri 
^*omor 

19 Tahun 2016 Lentang
Pedoman Pengelolaarr Rarang l\,tilik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 )

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulau'esi Selatan Nomor 'i3 Tahun
2006 tcntang Pokok-Pokok Perrgelolar-an Keuengan Ilaersh
{irmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kalj terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatar Nomor 13 Tahun 2OOo tentarig Pokok-
Pokok Pengelolaar Keuangan Daerah (trmbaran Daerah Pror.insi
Sulaq,esi Selatan Tahun 2Ol5 Nomor 3, Tambahan l-embaran
Daerah Provrnsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

16. Peraturan Gubenrur Sulawesi Seiatan Nomor 73 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntalsi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTalun 2014 Nomor 73);

1 7. Peraturan Gubemur Sulawesi Seiatal Nomor 74 Tahun 20 1 4

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daeralr Provinsi Sulaweei
Selat n (Beri'"a Daerah Provinsi Sulawesi Selatar Tahun 201 4

Nomor 74);
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Menetapkan

MEN,l UTUS K{N

PER,{TURAN GUBERNUR TENTANC} PEDOMAN

PENATAUS}.HAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN

PE]\,[F]fu NTAH PROV:NSi SI'L.{1VESI SELATAN

BAB I

KETENTU.{N UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimairsuC dengan:

L Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulau,esi Selatan:

2. Pemerintah Daerah ada.lah Gubernur Sulawesi Selatan Can

Perangkar Daerai Pemerintatr Provinsi Sulau'esi Selatan sebagai

unsur penyelenAgara pemerintahan daerah;

3 Girbernur adalah Guberlrur Sulavvesi Sr)latan;

4. Barang Milik Daeral yang s€lanjutnya disingkat BMD adalah semua

barang yang dibeli atau drperoleh atas beban An8gararr Pendapatarr

dan Belanja Daerai atau perolehan lainnya yang salr.

5. Persediaar adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapal yalg dimaksudkan untuk mendukung kegratan

operasional pcmerintali daeral, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual darr/atau diserahkan dalarn rangka

Pela5'411"r' kePada masYarakat.

{:. Pengelola Bara-rg N{ilik Daerah yalg selanjutn-r'a disebut Pengelola

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkax

kebijalan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Ba-rang Milik
Daerah.

7. Pe;nbantu Pengelola Bara-ng Milik Daerah selanjutnya disebut

Pembantu Pengelola adatal pejabat :/ang bertanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraen pengelolaan Barang Milik Daerah

-lang ada pada satuan kerja perangkat claerah;

8. Pengguna Barang Milik Daerah seiaajutnya disebut Pengguna

Barang/kuasa Pengguna .Barang ada,lai pejabat pemegang

ke'r'enengan penggunaan Barang Milik Daerai.
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ll

l2

t3

l4

t5

16.

9. l(uasa Pengguna Barang adalah kepalii s;rlrra-rr kcrja atau pe'jabet

lang ditunjuk ol3tr Pengguna Barang untlik menggunalan ba-'ang

milik daerai 1'ang berada dalam penguasaanlnval

. Penvimpan Barang adalah pegarvai 1'alg diserahi tugas untuk

menerima, ine nj'jmpan, dan mengeluarlian Bara-ng.

. Satuan Kerja Per-a:.rgkat Daerah l ang sei..njutlrJ a ,lisingliat S I'lP:)

adalah Satuan Kega Pera-ngkat Daeran Provinsi Sulau'esi Selaran

selaku pengguna barang;

. Unit Keda adalah bagisr dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku

Kuasa Pengguna Bara-ng;

. Gudang/tempat penvimpana: adalah suaiu rllang;in atali tempal

penvimparan baik 1'ang tertutup rnaupun Iang terbuka YanU dipakei

untuk tempat penrimparan brrang dar: aman dari hiLl-hal 1'ang tidak

diinginkan dan tempat tersebr.it tidak untuk umum:

. Unit- - Femakar Ba-rarg adda-\ Unit KerJa yanB

memakai/mengguna-kan baEng per-scdiaai untuk kegiatan <linas;

Pemal<ai Persediann adalah pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sul,awesi Selatan yang memakai/mengguna,kan barang

persediaan dalam rangka pelaksanaan t ugasnya.

Pengadaan adalatr kegiatan untuk melakukiLn pemenuhar.r

kebutuhan baJang daerah dan jasa.

17 Penyimpanan aCalah kegratan untuk'melakukan
penyelenggaraan dan pengaturan persediaan

gudang/tempat penyimpanan;

18. Penyp-luran,/pendisribusian adalah

menyalurkarlpengiriman persediaan

peyimpanan ke unit Pemakai:

kegitrtan untuli
da-ri gudang/tempar

pengurusan,

di dalam

agar

siap

19. Penreliharaa:r adalah kegiatan atau tindakan yang diiakukan

semua bar ang milik daerah selalu cir am keadaar: baik dan

untuk digunakan secara berdaya guna dal berhasil guna:

20. Pengamanar adalai kegratan tjnciakan pengendal-ia:r dalam

pengurusan persediaan da.larn bentuk fisik, a(lministratif dan

tindakan rrpaya hukum:
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21. Penggunaan adalai kegiatan yang dilakukan oieh pengguna/kuasa

pengguna dalam mengelola dar menatausa,'.rakar persediaan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

22. Penatausahaan Persediaan adalah rangkaiar ke$atan yang meliputi,

pencatatan, pembukuan dan pelapora-n persediaan sesuai dengan

ketentual peraturan perundang-undarlgarl:

23. Pemeriksaan frsik persediaal adalah kegiatan untuk melakukan

penghitungan, pencatatan, dan penilaian barar.g persediaan dalam,
gudang/tempat penlmpa-naJl pada saat tertentu;

24. Penilaian adalah suatu proses kegiatal penelitian yang selektif

didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevar dengan

menggunakan metode/tel,cria tertentu untuk memperoleh nilai

persediaan;

25. Kartu Persediaan adalah kartu barang dalam bentrik lembaran untuk

mencatat persediaa-n yang .masuk dan keluar dari gudang / tempat

penyimpanan dibawah pengurusan dan tanggungjawab Penyimpan

barang;

26. l-apotar. Persediaan Ttiwulan adalah laporan yzu.rg memuat jumlah,

nilai dan kondisi persediaarr dalam jalgka taltu tiga bulal;

27. l-aporat Persediaan Tahunal adalah laporan yang memuat jumlah,

nilai dan kondisi persediaan dalam jargka waltu s8.tu tahun;

ZS, B;ta Acara Penerimaan Barang ada,la,tr dokumen yang berisi

pemyataan s€rah terima barang antara pihak penyedia dengan

Penyimpan barang setelah barang tersebut telah diperiksa oleh.

Panitia Pemeriksa Barar:g (Tim penerimaart hasil pekerjaan);

29. Surat Permintaan Barang adalah surat permintaan persediaa-n yang

dibuat oleh Unit Pemakei, kepada Pengguna Barang/ kuasa

Pengguna barang melalui Penyimpan barang;

30. Surat Perintah Mengeluarkan Barang yalg selanju tnya di singkat

SPMB adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Barang/ kuasa

Pengguria barang agar Penyimpa-n baralg mengeluarkan barang

pa-kai habis dall barang tidal pakai habis untuk didistribusikan

kepada I-Init pemakai yang membutuhkan.
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(2) Penyimpan barang mempunvai tugas da-n tanggung ja.*ab :

a- menerima;
b. menvimpan;
c. mengeluarkan;
d. menatausahakan:
e. mencatat secara terlib dalam truki, barane belanla modal dan

barang /jasa:
f mencatat secara tertib dan t3ratur Ke dala.1 ka:tu bar-iug dan

kartu Persediaan:
g. mempertanggung jau,abkan baralg persediaan dalam

gudang/tcmpat penyimpalal secara tertib dz{n teratur.

(3) Penlimpan Barang dalam melaksanakan rugas sebagaimana

dimaksud pada a),a[ (2] lrerwenang untuk:

a. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan persediaan 1.ang

diterima;

b. meneliti jumlah dan kuaiitas persr-'diaant yang Jiterima sesuar

dengan dokumen pengadaan;

c. membuat Berita Acara Peneiimaari Barang;

d. membuat Pendistribu sian Baralg

e. melaksanalan pengamanan persediaar di gudaag/tempat

penyimpgnan baik dari pencurian maupun kerusal<an;

i melakukan penghiLungal fisik perscdiaa:': (stock opnancl secarir

berkala ataupun insidentil terhadap persediaal yang arJa

. .digudanA/temp&t.penyirnpanan; darr . . .

g. membuat laporan penerirraan dan pengeluaran perscdiaan d&n

stock persediaan kepada Pengguna Bararg / Kuasa pengguna

secara rberkala sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(4) Dalam hal Penyimpan Barang karena sesuatu hal tidak dapat

melaksalakan tugasnya atau karena pertimbangan lain menurut

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang perlu dilakukan

peng{aantian, maka Pengguna Barang dRpat menunjuk Penl.impan

Barang pengsanLi sementara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(5) Peilggantian Perryirnpalbarangsebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dilakuka.rr dengan serah terima tugas yang diikuti dengan

penyerahan seluruh perangkat gudang/tempat penyimpanan.
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(6) Dalam hai tugas Penyimpan Barang harus mempertarggung

-iau,abkan baraig 1'ang masul< darl keluar lang tercantum dalarn

format A dalam lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagiarr Keempat

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

Pasal 5

(i) Setiap baralg hasil pengadaan yang akal diserahkan kepada

Penyimpan Barang wajib difakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa

hasil pekerjaan (panitia pemeriksa barang) dari segi jumlah, mutr.r,

spesifikasi dan kondisi barang.

(2) Pemeriksaan bara-ng sebagaimana dima]<sud pada ayat { 1)

didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam nota pesanan,

Surat Perintah Kerja dan kontral.
(3) Dalam hal Larang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan

yang tercantum dalam nota pesanan, Surat Perintah Keq'a dan

kontrak, maka Penyimpan Baralg harus menolal< barang yang

bersangkut8n.

Bagian Kelima

Gudang/Tempat Penyimpanan Barang

Pasal 6

(1) Setiap Persediaal harus disimpan di gudang/tempat penfimpanalr.

(2) Gudang/tempat penyimpanan barang ha-rus terkunci, terlindungi

dari pengaruh hujan, sinar matahari, banjir, kebakara.n, dan

terhindar d8r-i bahaya lainnya.

(3) Persediaan yang karena sifat dan volumenya memerlukan

penanganan khusus Cisimpan da-lam gudang/ tempat Penyimpanan

khusus.

(4) Gudang/tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan :

a. kartu persediaan untuk setjap jenis persediaan;

b. denah lokasi barang untuk memudahkan pencarian;
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c. a,lat pengarnaIlan barang seperti alat pemadam kebataran, pelet,

dan lain-Iain;

d. alat bartu seperti tangga, kereta dorong, dan lain-lain; da-n

e. alat kesehaun seperti rnasker, sarung tanganr kotak Pertolongar

pertama pada kecelakaan (P3K), dan lain-lain-

Pasa.l 7

{1) Penyirnpan Bararg menerima bararg hasil pengadaal barang yang

bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan kecua-li ba.r'ang tidak

bergerak setelah dipe riksa oleh pa-nitia pemeriksa barang (tim/

penerima hasil pekeqaan) yang dituangkan dalam Berita Acara

Penerimaan Barang-

(2) Penyirnpar Barang menyimpan barangdi dalam gudang/tempat

penyimpanan dan mencatatnya ke dalam Kartu Persediaan dan Kanu

tsarang.

(31 Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana dimal<sud pada ayat

(1) tercantum pada Format B dalam i.ampiraa -y4ng lngrupakan
bagian tidak terpisal.kan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pen gamanan dan Pemeliharaan

Persediaan

Pasal 8

(1). Pengamalan Persediaan. dimakqu{k -an untuk menghil'ldari qdanya

kehilangan, kcrusakan, dan bahaya kebi,karan atas Persediaan di

gudang/ tempat penlmpanan.

(2) Pemeliharaan Persedia,an dimaksudkan agar persediaan tetap dapat

memberikar daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan,

keteraturan, dan kerapian digudang/tempat penyimpanan.

(3) Pengamanan dan pemeliharaan persediaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyirnpan Bare-ng secara

rutin.

Bagian Ketujuh

Pendistribusian / Perrgeluaran Persediaan

Pasal 9

Pendistribusian/ pen geluaranpersediaan dilalukandenganketentuan

Bebagai berikut :
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Penr.irnpan Barang arau petugas yang ditun;uk dart dilaksanakan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau pada saat

pengecekar ken:bali dan pada saat seral terima tanggung jan'ab

petugas Pen-vimpan Barang, atau sewaktu-u,aktu apabila diperlukan

yang hasilnva dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Fisik Persediaan.

(3) Berita Acara l{asil Pemeriksaan Fisik Persediaan sekurang-

kurangnya mernuat tentang wal.tu pelaksanaa,n pemeriksaan hsik,

lokasi, pejabat yarg melalukan stock opname, jenis barang, jumlah.

barang berdasarkan [aporan Per,catatan pada Ka.rtu

Barang/ Persediaan, jumlah barang persediaan di dalam gudang,

kondisr persediaan, dan keterangan lainnya.

14) Laporan Hasil Pemeriksaal Fisik barang Persediaan sebagaimana

dimaksud ayat (2) tercantum pada Format E dalam Lampiran

yangrnerupal<al bagial tidaJ< terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Bagian Kesenrbilan

Penilaian dan Pencatatan Persediaan

Pasal 12

(11 Persediaar dinilai dengan metode Perta;na Masuk Pertama Keluar

(PMPK) dan dicatat dengal menggunakan sistem perpetual atau

metode Firs, In Firs, Our (FIFO) dan pembelian harga terakhir'

(penilaiar: akhir) dengan mengunakan rDetode sesuai harga perolehan;

(2) Penilaian Persediaan digunakan untuk p;ngakuan nilai persediaan

dal beban Persediaan pada lapora-n keuangan Pemerintah Daerah;

{3) Penetapan nilai Persediaan dilakukarr sesuai dengan kebijakan

Akuntansi yang digunakan/ditetapkan da.lam penilaian persediaan;

(4) Penilaial persediaa.n di lalukan denga-n Pendeka.tan asset darr

pendekatan beban dengan metode pencatatan, terdiri atas :

a. metode Perpetua.l, untuk jenis persediaan yang sifatnya terus

menerua dan membutuhkan kontrol yang besar, sePerti obat-

oba^.a-n, alat kesehatan, a.lat laboratorium, alat kedolderan, bahan

kimia. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap

ada pers€diaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah

persediaan selalu terbaharui/ terupdate dan diJahtkan dengan

pendekatan oset dan

b. metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit

diidentifikasi, sepert.i Pakai habis (ATK) Can pal<ai habis lainnya.
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Dengan metcde Lni, pencatatan hanya di lakukan pada saat
tedadi penaflbahan. sehingga tidak meng-update jumlah
persediaan. .lumlah persediaan akhir diketahui dengan
melakukan Stock opnarrre pada akhir periode (Triu,ulan ) dengan
pencatatan penilaian akhir dilakukan dengan pendekatan bebarr.

Bagian Kesepuluh
l,aporan Perseciiaan

Pasal 13

(5) Usul penghapusan beLrang Persediaan belum dituangkan dalam
Neraca, tetapi dituengkan dalarn catatan atas laporan Keuangan.

(6) Keputusan Usul Penghapusan yang telah ditenma di tetapkan
dengan surat Keputusan Pengelola atas nama Gubernur

(7) Dalam keputusan Penghapusar 1'ang di maksud pada ayat (6)

rual<a dilakui<an pcnghapusan perucdiaurt pada rlcraca.

(ll Kepala SKPD selal<u Pengguna Barang,/Kuasa Pengguna Barang
menyampaikal L,apora-n Persediaan per Triwulal dan laporan
Persediaan Tahunar kepada Gubernur mela-lui Biro Pengelolaan I
Aset Daerah sebagai bahan konsolidasi Laporan l(-euangan
Pemerintah Daerah.

(2) Laporan Persediaan Triutlan dan Tahunan sebagaimana
dimaksud pacia a1.at ( I ), tercantum pada Format F dalam
Lan.rpiran _vaxg rr,erupa-l{an bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Persediaarr

Pasal 14

(l) Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan Persediaan
yang rusa-k, susut, kadaluarsa, dan hilang berdaserkan usul
Pengguna barang.

(2) Usul penghapusan barang PersediaEn di tu.jukan kepada
pengelolah melalui Biro Pengelolaan Aeet Daerah;

{3) Biro Pengelolaan Aset Daerah melakukan pemeriksaan terhadap
usul penghapusan barang Persediaan yang diusulkan oleh
Pengguna Barang;

(a) Usul penghapusan sebagaimara dimaksud pada ayat (3) yans
memenuhi syaiat untuk dihapusk;rn,selaljutnya ditindak lanjuti
dengan Berita Acara Penghapusar barang Persediaan setelah
rnendapat persetujuan oleh pengelola.
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BAB III

PElvlBlNA,{N. PENG.A\{iASAN. DAN PENGENDALIAN

Bi..gran Kesatu

Pasal 15

Pembinaan terl.radap tertib administrasi pelaksanaan

penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pelnerintai Pro\"insi

Suias csi Selatan dilakukan cleh Gubernur melalui irengelola BaJang

dan dilaksanakam oleh Pembantu Pengelolaan.

Bag;al Kedua

Pasal 1(r

(1) Penga\\'asan terhadap penatausah3an Persediaan dilakukan oleh

Pengguna barang;

(2) Pengawasan Iungsional terhadap penatausahaan Persediaan

dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan

ketentuan peraturan peru ndangar 'u ndangan.

Bagian Ketrga

Pasal l/
tertib adminstrasi

dilakukan oleh Kepala

BAB IV

PEI'IYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal l8

Dalam hal tcrjadi kerugian Daerah karena kekurangan persediaan

l'ang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak

melakukar keu'ajiban penatausa}le.an Persediaan sebagairnana

Peraturan Oubernur ini, maka diselesaikan sesuai ketentuan

peraturan perxndang-undangarl.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan Gubemur ini elektil berla-l{u untuk Penyusunan Laporan

Keuargan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari

20 15.

Pengendaliair terhadap

penatausahaan persecliaan

Penpguna Barang .

pelaksanaan

SKPD selaku



BAB !'I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturar Gubemur irli mula: berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuin],a, memerintahkal pengundalgal

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sularvesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tajl8gal : 1t I'.a..t 2015

suLA.IpESr SELATAI,

LIMPO,SH,M.Si,MH

+
Dr

Diundangkan di Makassar
pada turg6al

DAERAH PROVINSI

?AN,

Ir.H .M.St,MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 20I6 NOMOR.20

SEI{
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PENJELASAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

1'ENTANG

PEDOMAN PENATAUSAIIAAN PERSEDIAAN

D] LINGKUNGA}J PEMERINTAH PROVINSI SUI.AWESI SELATAN

r. ut!{tjNI

Penrerintah Pro'rinsi Sulaq,esi Selatan vang sesuai dengal visinya, bertekad

nrer'1adi terdepar dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja herrus bertolak

sesuai iandasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan

pern€rintahan, sehingga sangat tepat jika penegelolaal barang milik daerah

diatur dalam suatu peratutan daerah sebagaimana di bidang pengelolaarl

keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah P!:ovinsi Sulawesi

SelatanNonror 13 Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2O05 PengelolaanKeuangal Daerah.

I3rrang daerah yang menjadi milik daerah, baik.yang diperoleh melalui dana

dacralr mauptin berass-l dari sumber pendalaan lainnya sesuai dengan

fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan _va.rrg transparan,ehsien dan

akuntable berdasarkal suatu lega-litas dan kepasLian atas hak daerah dalam

suatu pengaturan pengoiahan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milk Daerah yang dituangkal datam

sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak dipedomari oleh semua

satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ), maupun unit keda, jelas sangat

diperlukan dalam pengelolaal baralg milik daerah yang menganut efisiensi

dar.r efektivitas,transparansi, serts, akuntabel, akan dapat diterapkan secara

rr vata dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun ulang

pedoman Penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsinsi

Sulawesi Selatal.



:I P,\S,AI, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Clukup jelas

Pasal -1

Avat {d)

Yang dimaksud dokumen pendistribusian barang berupa bukti
penyerahan bararg dari penlimpan barang ke pemakai ba;ang

Pasal 5

Avat (1)

Tim Penerima hasil keqa / Panitia Pemeriksa Barang yang ada di

pengguna mela-kukan pemeriksaan yang nilainya 10 jt s/d 50 jt,
sedangkal tim penerima hasil pekeq'aan / panitia pemeriksa barang

1,ang ada di pengelola melakrrkan pemeriksaan yalg nilainva diatas 50

jt.

Pase.l 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasat 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
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Passl 1l

Cukup jelas

Pasal 12

Al,at (4j a dan b adalah:

a. Untuk pencatatan perpetual maka pengakuan parnakaian

persediaan di Litung berdasarkal catatan jumlatr urrit -"-ang dipakai

dil{alikan nilai perunit dan dilakuka-n dengan pendekatan asset

seperri obat-obatan,alat kesehatan,alat kedokteran. bahan kimia dan

alat laboratorium menggunakar metode First In Out ( Fito).

b. Penjelasaa pencatatan metode Periodik, untuk persediaa-n .yang

penggunaanu_va sulit diidenrifikasi, seperti Pakai habis (ATK) dan

pakai habis lainnya. Dengan metode ini, pencatatan han1,a di

takukan pada saat teqjadi penambahan, Jumlah persediaan akhir

diketahui dengan rnelakukan Stock opnarne pada a-khir periode

(Triwulan ) dengan pencatatan peni-taian akhir dilal<ukan dengan

pendeka.bn beban seperti barang ilventaris dal persedia.ar hibah

serta pakai habis lainnya yaitu: Atk, cetakan, alat kebersihnn,

makan minum, BBM, bibit, pupuk.

Pasal 13

Cul<up jelas

Pasal 14

(l) RuBak adalah : Barang yang tidak dapat di pergunakan karcna

. tidak mempunyai nilai ekonomis Contoh kcrtas karcna basoi atau di

makan rayap Cengan syarar ada foto

Surut adalah : Bara-ng yang masih dapat di pergunakan tapi

nilai buku sudah berkurang contoh brblt

Kadaluene aCalah : Barang yang tidak dapat dipergunakan ka.rena

rrrasa perrggunaann_va sudah lewat / kadaluarsa contoh obat- obatal)

dengar syarat dokumentasi tanggal rnasa penggunaannya ( Expayer )

Illlang adalah : Balalg yarrg tidak dapat di ternukalr / Lidak ada

Barangnya dengan syarat surat keterangan hiJang dari Kepolisian

Pasal 'l 5

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukupjelas 1

Ptrsal 19



LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANC

PERATURAN CIT B Eii].iIIR SULAWESI SELATAN

PEDOMAN P E I'] 1-A U SA H?T{N PERSEDIAAN DILINGKUNCAN

PE}lERINTAH PROI']NSI SULWESI SELATAN

BERITA ACARN PENERIMT{AN BARANGFORMAT B

BERITA ACARA PENERIMAANBARANG

NOMOR :.................

Pada hari ini
in r:

N ama

Jabatan

Tgl .... Bulao .... Tahun ....., kami yang bertanditangan di bai(ah

Yangmenerlma.
Penylrt;pan Baratrg

NIP

Mengetahui :

Atasan langsung

Berdasarkan Surat Kepufusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor .......................... tanggal

.............. telah menerlma barang-barang sebagaimana daftar teriampir yng disera hkan oleh i

Per usalraati
Rekanan /Pimpinan
Al3mat
:lPK/l(on/Nota Pcsanan
'I rnggal

I)errlkian Berlta Acara Pencrimaao BaraIlB iIli diLudt L!rtuk rrerrjadi pegatrgau kedua belah
pihak agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Penyedia Barang

NIP
t

..)

i

I

I
I



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

FORMAT A

Nama Barang
Satuan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PEOOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELAlAN

&qRTU BAI1ANG

xeluar H arga

Jenis Barang
Sisa Keterangin

14

PENYIMPAN SARAN(;

I

A]ASAN LANG SUNG

Masuk Herga

No I anggal
Jenis BaranB 5at ua n

Jumlah

Barang

Satuan
(Rp)

satuan
.lumlah

Barang

5atuan
(R p)

1 2 10 1.1 12 133 4 5 9

i umla h

(Rp)

7

(

NIP

(
-NIP

)

Jumlah
(Roi

6

I

I

I

I

i



FORMAT C BU(U BARANG BELANJA MODAL ( BARANG INVENTARIs )

BUKU BARANG BEUINIA MODAL( BARANG INVENTARIS)

PEN ERIMAA I{

BerltaA(a.a
PemeriksaanNo.

Tanggal
Dlterima

Narra/
JenisB
arang

lumlah
Satuan/
Baraqg

Tgi/No.
SuratPenye

rahan

P6 NCELU ARA N

TarggrDt
keluarka!

Keter
anSan

Merk /
Ukuran

TahunPe
mbuatan

lumleh

Srluan

T8l/ o.
KoEtrak/SP/SPK

Tanqqal Xomor
I z 3 + 5 7 I 10 11 t3I 14

ATASAN LANGSTING

NIP

PENYIMPANUAI.iAN(;

NIP

I

oiseralun 
I

kcp.da

t2

I

I

t........ ................*I



FORMAT D

No-

8U(U BARANG / JASA ( EARANC PAKAI HAEIS )

PIN ERIM AA N

ATASANlJINCSUNC

(............ ...................J
NIP

BUIru BARAI'IG / JASA (BARANG PAKAI HABIS)

PEHCI] L{I ARA N

Diserahkan
kepada

T8l/No.
SuratPcnye

ratan
Ketcraflt2[

1,r

PI;NYIMPANBATIAN(;

(........._..__.... ................1
NIP

TatrgSal
Diterlrna

Merk /
tlkurar

Nada/
lenIsB
aring

TahunPc
mbuatzn

,umlah /
SatuaD
Barang

TBI/No.
Kor!trak/'
SP/SPKi '

Harga
Satuan

Nomor

BeritaAcara
Pe nre riksa aa lumlah

Sat!ao/
Barang

z 3 { 5 6 1 I 9 10

TangtalDi
keluarkan

II lz ,31

T--*

I

I

I
- -,1 .- --

t
I



FORi,,IAT E :P€ D|STRIBUSiAII BARANG

PENDISTRIBUSIAN BARANG

SKPD

NO JENIS BARANG

Kontrak Ju8l 8€ii Sur3t PesenEn
JLrmlah

Jurnlah H6rgBPsintah
SEtuan

l 2 4 5 6

((

Sun

I

) )



FORMAI H : KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

KAR'iU PERSET)IAAN PENCGUNA BAR{NG
SI(PD
lGb/ Kota rProyinsi
ProviDsi : SULAWESI SELATAN

Kartu No. i

Spesifikasi

PINYIMPANBARANG

t

Kctcralrgan

11

NIP

D

D ULAWEST S9"ATAN,

L)

lumlahHargaBar.nLygDiterima/
YangDikeluarkan/SisaTanggal

No./TglSurat
DasarPeDeri

maan/
Pengeluaran

Uraiair
Barang-baraog

Ma5uk Sisa'Keluar
llarga
Satuan

Bertambah

I 3 7 B 0g

Berkurang Sisa

B-9+ 5 (4-s)6

ATASAN LANGSUNG

(
NIP

*

ASIN I-IM PO, SH, M.Si, NlII

Gudang
NamaBarang :........................
Satuan : ........................

I

____ ,l

_l

I

1



FORMAT I)

No.

BU(U BARANG /IASA ( BARANG PAKAI HABIS )

PIT{ERIM AA N

BUKU B.CPANG / 
'ASA 

(BARANG PAI{AI IIABIS)

Pf NCTLUARA N

T8t/No.
KonE'ak/
sP/sPr(/

E^rBz
Saturl

TaaEal Nomor

'tanggalDi
keluarkan

ReritaAca ra
femeriksaaa lurni.lh

Satuan/
tsaraog

Diserahkau
kcp:rda

'Igl/No.
SuratPenyr

rahan
Ketcr a$t2n

91 12 l3 l4

ATASANLANCSUNC

[...... .. . ..... ................)

NI P...........,.-............-

PENYIMPANBARANG

NIP

Tanggal
Diterima

NaEa/
ledsB
arang

TehunPe
mbuatan

Merk /
Ukuran

2 3 I t16 7

1

lumlab /
Satuan 

IBarans I

L*-J

I

-l

I

10
I

I
l

1-_

1-- -- -

{ 5

t----



KAR'IU PI]RSEDIAAN PENGGTINA BAR,4NG

SKPI] :

lGb/ Kota : Provinsi
Provinsi : SUt-a.WESl SELATAN

G udang
NamaBarang
Satuan

Kartu No. r...........

Spesihkasi:.........

lumlahHaryaBaran$/gDiterima/
Ya luarkan SisaHarga

Satuan

B-9 10

KctclaDgan

1l

PT]I,]YIM PANBARANC

)
NIP

.)
Ii uLAwESl sg"aTAN,

Barang-barang
No./TglSurat
DasarPeneri

maan/
Pengeluaran

Tanggal Uraian
Keluar Sisa Bertarnbah Berkurang Sisa

2 3

Masuk

4 t4-s)6 7 B 91

ATASAN I.ANCSUNG

NIP

ASIN I-IMpfii nsi, rrrH

FORMAI H I KARTU PERSEOIAAN PENGGUNA BARANG

_ Lt

l-

,'.



fr?

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 23 Tahun 2016

Tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015
tentang

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

MAKASSAR 2016



GUBER]TI'R SIII,AWESI SELATAIY
:

PERATT'RAII GIJBERITT'R SIh,AKESI SELI\TAN

'!{OMOR 23 TAIII'IY iO16

TEIITAIiG

j
PERI'BAIIAI{ ATAS PERATI'RAN GIIBPRIIUR STILAWESII SELATAN

NouoR 63 TArruN 20 1 s' TEltrAxq: ryi'aruexex ArflrNTArrsI
PENDAPATA}I DAERAH PROVINSI qUUIWESI dELATAN

,I

DEITGAT{ RAHMAT tnrex ivefuc MAr{A Esla,I

GI'BERNI'R SI,'LAWESI gELATAN,

Menimbang : bahwa pendapatan dae dilaksanakan atas prinsipa
kebijakarl akuntansi
dengan tujusn
Keuangan baik antar i

Pelaporan;

b. bahwa beberapa keten
Gubernur Sulawesi S

Provinsi Sulawesi S
prinsip . kebija-kan
dcual, sehingga perlu
untuk dilakukan P\enyesu

PTd

ubah dar ditinjau kbmbali

tahan berbasis trl,rua-l
keterbandingan Ldporan

e Eraupun antar Efltitas

ang tidak Sesuiaj derigan
pemerintahan bCrbasis

dalam Lampiran Peraturan
Nomor 63 Tahun i 2015

tentang Kebijakrn tansi Pendapatan $aerah
e

+

alan
ii

c. bahwa
dimaksud
Peraturan
Atas Pera ,Gu

rtimbangan seb
huruf b, perlu

S1 Selatan tentalg
Sulawesi Selatan N ;63

Mengingat : 1

2 fuqt*g
Rgpublik

Undang-Unfldni tto-u. 1 Tahun 2OO4
Perbendaharaail Negaia (kmbaran Negara

Ta-hun Akuntglsi
Daerah

2003 tentang
Negara Nega;a Republik Indonesia
Nomor 47, iLmbaran Negara



)-

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tent.lg
Pemeriksaan Pengelolaan Qan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (l,embaran Negara (epublik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tam661r"r, ftembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor
Perimbangan Keuangari
Pemerintahan Daerahi
Indonesia Tahun 2004 iN

4

5 Undang-Undirng Nomor Zb, f*,.,, 2OO9 tentand Pajak
o"erah" dan neLbusi n'""$r, il-.mu"ran Neggra nlpilut .

, i:
Indonesia Tahun 2009 Noinor 130, Trimbahan t e4lbAran, l,
Negara Republik lndonegia Nomor 5049); 

ili!.t,,
Tahun 2011 t""t"frg

dan g-u ndangan ( LetrbAran
Tahun 201 1 ' Nombr :82;
Republik Indonesia lNomor

Negara Republik Indonesia omor 4438);

Pemerintahan Daerahi
Indonesia Tshun 20l5iN

iss Tahun 2OO4 tente+g
tara Pemerintah Puset DAI

baran Negara R6publik
r 126 Tdmba,\an Leirbaran

baran Negara Republik
5i3, Tambahan Lembaran

g.
s234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan
Indonesia Tahun 2014
Negara Republik Indo
telsh diubah bebera
Undang Nomor 9 Tahuir
Atas Undang-Undang N

15 tentang Perubahan: K4dua
r 23 Tahun 2014 tentang

Negara Republik Indonebia omor 5679);

8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keualgan
Republik Indonesia Tali

(tembaran
tenta{tg
lNegaia

Ie mbaran Negaia Repudu*
2005 Nomor 140, Tarilbahan

Indonesia Nomor 4578);i

9. Peraturan
Standar
Republik
[.embaran

Pemerintah , Noi:aor 71 Tahun 2010
N

c

6. Undang-Undang Nombr
Pembentuxa-rr*Peraf urari
Negara Republik

10. Peraturan Mqnieri Dalam Negeri Nomor 64 Tahu| 2013'l-l'"tentang Penbr4pan Standar Akuntansi pemerintirhAn

LAIS'r



Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2C15
tentang Pedoman Penlsihan Piutang Dan Penyisihal
Da-na Bergulir Pada PemCrintqh Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun pOi5 Nomor 1752) ;

12. Peratural Daerah Provrtsi lNomor 13 Tahun 2006 tentalg
!i

Pokok-Pokok Pengelolaan i
Daerah Provinsi Tahun.
Lembaran Daerah Provinsi
diubah beberapa kali
Provinsi Nomor 3 Tah
Tahun 2O 15 Nomor
Prounsi Nodror 28i);

2

13. Peraturan Gubemur l

Kebijakan Akuntansi i

Selatan (Berita Daerah l

2014 Nomor 73); 
:

14. Peratural Gubernur
Sistem Aicuntansi
Provinsi Sulawesi Sela

15. Peiaturan Gubernur S

2015 tentang Ke
Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015

PERATU,RAII .c

ii
PENDAPATAIT

Sulawesi Stilatiin

un
3,

!

N 41

I AnUn

a

Menetap

.DIOmor- r+

a);

Gu ur',,S
ten ij

un 2015 No
lp rnPlran

kad

I

I

bagia-n tidak turan Gu lru.

,2006 Nonior 13,
230)

depga.ri
(L.inbai:a--r

7t Tahun

Ketentuan
Selatan Nomor
Pendapatan
Provinsi
sebagaimana

I kmbaran Daerah

63

I

I

I
TIIB

t:'),', UE

I



penempatannya delenJ
Sel,atan-

di ldaka ssar
1 1 Agril 20 16

rt; di Makaesar
1 1 April 2016

DAERAII
BE.I.ATAIT,

LATTF, U.SL r[r[

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI S TAIII'N
1'*u

:
i

-1-

Peraturan Gubernur
drunclang.ksjr.

fuar 8etjap orang
penguadangan :P,SB

Paeal II

ini siulai berlaku pada tanggal

a, memerintahkan
Guberuur ini deagan
Daereh Provinsi Sulawesi

4ri,

, 8IL, D[.81., llII

I

*qM"4 ry
l

I

t

i

i

I

J

I

'i
i

Ir i.

I

1r

l

j
I

i

ri
tt:l
ji
ir

I

I

i

ts:



LAMPIRAI{
HO![OR
TA}TGGAL
TENTATG

PERATI'R,,AT{ GUBERITI'R sI'I"AWESI 8ELIITA}T
23 TArrrrlt 2016
11 APRIL 2016

oB6
GI'BERIYTIR

TAriuit ' 2015
. PERATURAN

I. PENDAPATAN.LO

Pendapatan-Lo adalah hak Pemerin

I PEITDA"ATAX

daerah yang diakui sgbagai
tahun: alggaran yang

berdagarkan

srfrat
v

pqi8k.

PERI,BATIAIT ATAS
SULAWESI SELATAI{
TENTA G
DAERAII I

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENPAPATAN DAERAH
FROVTNSI SUL,AWESI SPIATAN

'3

A, UMTJM

a

{

penambah ekuitas .dalam '

berdang.kutan dal tidak peilu
tersebut dapat diakui scbagai Pe
hak
terd

pemerintah
apat su'atu

alirtrn masuk sumber daYa ekon

. Pengakuan atas Pendapatan-lD

i. Pendapatan-LO yeng
perundang-undangan diaku
ruenagih pcndapaLarr yaitu
ketetapan pajak oleh
mempunyai kekuatan h
oleh wqjib pajak. Hal ini
pemerintah dan utang bagi

Pendapatan-LO yang di

Dian.

li
pelayqnan yang telah se
timbuh:ya hak untuk
diserahterimakannya
kepada pihak ketiga.

B. KLASIFIKICSI

Pendapatgn LO d iklasifikasikan imen dan jenis pendapata4 yaitu
SE berikut

imbalin yai
u jasa' dari

I. PenrXapatan Asli Dabrahi f,Pl\D) I I

1 Penda P

a. Paiak Kendaia.ah.Be: tor'
lirb. Bea Balik lqatne Kfn ddhanil iotor

c. FaiBft Bahar Bal&b I Jermotor
A. Paiak Aa Pertnukdar f I

I

e. Paiak Rokok
2 Pendapatan Retribusi Daerah i'
3 Peqdapatan Hasfl i r PerigelcikjLan fi Daerah t Yhngaar

sumber daya
aset non kas

i dahulu adaliye

sa.at
' saat

yang

ilrrbelan
laiairui

kembalir

seb2gFi berikut:

€

t,

i



l

II,

Di isahkan
lain-lain Penda atal Asii Daerah a

Lain-Lain Sah

i. Pendapa tan PKB-LO diullurl secara bruto yaitu tidak
dikurangkan atau 'dargal pengeluaran.

Pen a
Hiba]r

Da-na Pen eaualail

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYI|JIAN DAN PENGUNGKAPAN

1 Pendapatan AsIi Daerah

4. PaJlk Dacnh
1| PaJaL Kcndaraaa Bermotor (PKBIl

a) Pengakuan
' i. Pendapatan PI(B-LO diakui Slada eaat timbulnya hak untuk

menagih pendapatan yaittr p{da saat jatuh tempo.

ii. Dalam hai terjadi mutasi keluar kendaiaan bermotor 'dari
wilayah Provinsi Sulawesi {elatan sebelum tanggal jatuh

. tempo pajak kendara.an berfrotor tqhun berikutnyai mAta
nilai Pendapatan PKB-LO haius diakui sbbesar penegmaan
PKB yang telah diterimq dalem maga pajak i y.a.ng
bersangkutan, kecuali jika. Wajib Pajak mengAiukan

iii. Dalam hal permohopan{ pengambalian tei}Utran
pembayaran pajak disieh{iiui, maka, diakui d"t{gAi
pengurang Pendapatan PI(B,lp pada sadt dibayarkarl.

b) Pengukuran i

,

,6

1l Pendapatan PKB-LO di derigan nilai npminal
Daefah sebesar jur ah

L baiki
Catatari

yang
PKB

oleh
h tem

tahakan diterirna
yanS telshJalu

c) Penyajian dan Pengrlngka

Penyajian dan
lembar muka
Laporal

Pendapatan
(I,o) dalam
meta uang ru

ii. Dokumen yang menJ
perpajakan-LO
tempo setiap

tan FKB- daiah.
,mausun at6s

berikut:

d

pencgtaten pen
rekapitu lasi PKB
ditandatangaai oleh

al"r. kiporarr Oper{sional
L,o, derigarr' menggrjnakah

4

1 PHasil al< darr Sumber D a AIem
Dan Perim

Darla

3
a Alokasi Umum

ana kasi Khusus

1

2

ak dhlqrh Qg atag

III.

I

SKPD

2.

tAf

i-aporart



1.11. ]a setiap semester terdii-i dari
lulqngan diil PKii ata.s

'rirrfiasi lr]asuk).

fiUPID dirn per jenis
:dilam Ciitatleri atas

2| Bea Balt& Nerha Kondir.eaa B
(

a) Pengekuan

Laporan

trdh{rn
sesual,

iii. SKPD
pajak

BBNiiBidi

)

I

I

I
i

4

dan beterusnya, Fen
sejak ffansaksi p
yulg salt.

b) Pengukuran

Pendapatan BBNKB-Lo
tidak dikurangkan
pengeluaran, berdasarkan

i g) Penyajian dar Pen

: Penyajian dan p
dalanr lembar m

Untuk kenda,raan baru
se.;at< tandirf inktur. Un

t;
I
!

/dini$i nlpara ;uru
dikothircrlsasika-rr

rj

BBNI(B-L q,aik

u1

Catatan atas

Rincian dari
per jenis

dari

iv. Rincian
kendaraur

i. Bea

ii. Pendapi{Gn

lv.

Laporan

i. Pendapatan

Nama,

I

-l
ll
lr

]'

rijl.
1i,

:

:

&
I

J

i
I

I

I

I

t
I

i
!

I

l

dart

to
4e&ah
$enpan

I
i

t
I ii. Dokumen

harus

I

I

1

I

I
I

1

Dllt:

atas Laporan



-4

3) FaJek Atr Pormukaac (PAPI

J1 eengaku,a.n

i. Pehdipata:r PAP merupgkap jenis Pajak Daerah yang
dipungut berdasarkan keteti,pan Pejabat yang berwenang
(fficrcJ Assessrirenfl :

Pendapatan PAP-I, di+lri
menagih yaitu pada saat

D

b) Pengukuran

c) PenyaJian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkaparr
lembar muka laporan kou
Laporan Keuangan adalah

Pendapatan PAP-LO
Apabila penyetoran
maka dljabarkan dan
menggunakan
diperoleh, maka dapat
Indonesid.

Pendapatan
(LO) delath

Dokumen y
Pajak 4ir
diungkapkan

iv. Rincian dad i

meneubitka:r SIGD atau
hukum men5likat dan

dis.r-

a saat timbulnya hak.untuk
abat' Pemungut P6ja\ teiah
yang mernpunyai - kelirratair
dibayar oleh wajib i pajak

dalam

tv.

I1

sesuai ketentuarr peraturdn ali:an yang berlaku

iii. SKPD PAP diterbitkan saat Wajib Pajak membayar
pqiak, atau pada saat Whji ?ajak tclali melaporkan objek
pajak, atau pada. saat di
petugas pajak.

ukamya objek pajak oleh

SKPD yang tidak dibayar pada ss.at jatuh tempo skan
dikenal<an denda per bulan yang dihitung sejak jatuh

Pada saat te{adi kelebihan ;p€mbayaran pajak, kelebitran
tersebut dipbrhitungkan Febasai kompensasi luqtuk
pembayaran pajak yang akqn da-tang dan- d.iperliitringlah
sebagai pajak yang diterima dimuka. )

\'

Pendapatar PAP-LO diukur/dit-rilai secara bruto yaitri
dikurangkan atau dikoropenr|lsikan dengan penge\ir
berdasarkan SKPD dan/atau STPD. i

,iF+
ax"l'

';

I

PAP.
maupun

berikut:
dqlarn ma

dalarh [dporan
LO.

Lo baiki
Cateten atas

ta uang rypiah.
t€' uang aslrlg,
rupiah

trirnaaksi. J
kurs Bhnk

lll

oper{s(nir

p1t4n
STPD

1

PAP .W Per
Kbuan

kab
diungkapkan 'Cata tas Laporan gan

p€iten

'khrs

I

li. l.i rt

dan

trar



4| PaJak Bahan B-akar Koadaraaa BoSnotor (PBBI{B)

d) Pengakuan

i. PBBKb merupakan ;enis fjajat Daerah ysng dipungut
berdasarkan ta$o.at Can pe[, hia.rngsn Wajib Pajak sendiri
(Self .{ssessmenfl. i

u. Pendapatan PBBKB-LO ifiakui pada saat Surat
Pemberitahuan Pajak Dagra$ ditrrilna dari rvajib Pungut,

atau fada saat Petugas Pejfk menerUitt<an SKPDIG dan
SIGDI(BT apabila diqeinFkan adanya kekurangan
pembayaran pajak dari ju{ah yang seharusnya dibayar
oleh Wa,,'ib Pqiak. i

t/

pada sa.a.t jatuh tempo
denda per bulan yang

pombayaran berdasarkan
pembayaran

iv. Pada saat te{adi kelebihan' pembayaran pajak, kelebihan
tersebut riipqrhituagka.+ kompensasi untuk
pembayaran pajak yang
sebagai pcndapatan PBB

datairg dan diperhitu n {kan
diterima dimuka.

b) Pengukural
Pendapatan PBBKts-LO diukur/ secara bruto yaitu tiilak

dengan pengeharan,dikurangkan atau dikom
berdasarkan SSPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

c) Penyq.lian da,n Pengungkapan)

Penyajian dan pengungka patan PBBIG}-L6 $qik
da.lam lembar muka Ia tDaupun Catatan atas
Laporal Keuangan aCalah ee berikut:

Pendapatan PBBKB-LO dala'm mata uang rupiah
Apabila penyetoran dengan rneta uang asing,

ii

iii

lv

iii. PBBKB yang tidak

dihitung sejak jatuh
SKPDKB da! /atau

maka dijabarkan dan rupiah $engan
menggunakan kurs berlaku di
bersangkutan atau
kurs tengah

I

si

PBBKB-I.o

kendaraan

Bsnk I yang
menggdnal<an

dal-crn

atau

per jenis bakar

w.

tar
Leporan

delnm atas



5) laJak Rohok

d) Pengakuan

i. Paja[ Rokok merupakan
berdasarkan I4poran dan
(sel/Asse.ssm{{ ''

ii. Pendapatan Pajak Ro

Pemberitahualr realisasi

P. ajsk D yang dipungut
b Pajak sendiriaJl

pajak deiri jrtmlah yang

padar saat jatuh ,tempo

dari
dipp

L.'Kementeiian

rsama]<an
SKPDKB dan SKPD
kekurairgan :Pem

tuh
S

seharudnya dilayar oleh Pajalc

in. Pajhk .Rokok yang
pembayaran I irltan
dihit-u4g eejE* ja
SKPDIG dan/ritdu

denrda i per bulanr yang
p",iitt"yp"*, berdai&rkan

,y

b

!:
iv. Pada saat te{adi ketebilanli:embayaran pajak, kelebihan

tersebut diperhitungkah igebagai kompensasi untuk
pembayaran pajak yang 

"f.jrh 
aatang dan diperhitqngkffi

sebagai pajak yang diterima:dirnukh.

Pengukural
Pendapatan Pajak Rokok-LO difikur/dlnifai secsra bnrto yaitu
Lidali dikurangkan atau t, dikofirpcnsasika-n dengan
pengeluaran, berdasarkan tedpar lfonfirmasi Transfer daii
Pemerintah Pusat, SKPDKB, aaiiTatau SKpbIG't.

Penyajian dan Pengun gkapan .

Penyajiari dan pengungkapan iPendapatan Pajak Rotok+tO
baik dalam lembar muka keuangan rnaupun Catatan

bngni berikut 
',

dioajikan del"m

L

c

r atas Laporan Keuangan
. i. Pendapatan Pajak

Operaaional (LO) dala-m
menggunakanimata uang

Pcndipatan LO
I+pqran

4""i*o

lt

ralt .Per

b Retrlburt Decra,h

a) Pengakuan i

Ii. Retribusi Daoriali meruflakan jenis pajak Daerali Vans
dipungut b"'d4"#r"" fiit"tgp.ii p"1"u;i-y"ff;;,""il;
:HrffH::;|aPg 

ditu-ijuk sebc{gar petugas peiurisrrt

-6-

diakui ipada saat Surat
Rokok diterima

lain yang
menerbitkan

riaanya

I

penVetoran

pencatatan
Surat

tentang junnaJt
dan
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l1

Pendapata-n Retribusi-LO diakui pada s'at diterimanya
pembayaran retribusi, atau ppda aaa,t irhbuhya hak untuk
menagih yaitu pada saat PetFgEs Pemurigut retribusi telah
menerbitkan surat ketetapati yaltg r"e#punyai kekuatan
hukum mengikat dan harui dibay.gr oleh wajib retribusi
sesuai ketentuan peraturan qbrpajalcen yang berlaku.

11r Surat Ketetapan dapat berr$ SKRD/Recu/karcis maupun
STRD.

I

ti

SKRD/Recu diterbitkan padp. saat Wajib Retribusi akan
atau telah memanfaatkai: jFss pemerihtah daerah yang
dikenakan Retribusi g""f"i pefaturan perundang-
undangal. I

SKRD/Recu yang tidak dibayfr pada saat jatuh tempo akan
dikenaken denda dan diqgi{ idengan STRD atau dokumen
yang dipersarnakan denlan litikenakan denda per'bulan
1'ang dihitung sejak jaruh ter{irc nembalaran SX-RD.

bl Pengukura-n

Pendapatan
berdasarkan
dipersamakan

Retribusi-l,O : dirlkur/ di+ifai ,

SKRD/Recu/kaicis/STRD atal.r

liiin

secara
dokumbn

dBl6rrr
tan lLO

brutg,
iEte

\
dtas

c) Penyajian dan Pengungkapan

Perryajian dar pengungkapan
dalam lembar muka laporan
L,aporan Keuangan adaieh seb

Pendapatan Retribusi-
Operasional (LO) dal"rn
menggunaken mata uang

Dokumen yang menjadii

#o"i"l,
lencan

I

c

Retribusi-Lo berupa . S
Setoran Retribusi Daerah
yang telah divalidasi olih
dalam Cata.tan atas f^aporbril

l1l Rincian dari Pendapatan bueiliO per SKPD dij
l

eLskan
dalam Catatsn.atas L€.porarr

I{erll Pongololeaa Ketqjapn Drepehl
:l

keag Drpl+ht.n
a) iPengakuan

i. Pendapatan
Dipisahkan
atas kep
Daerah) atau
badan usaha

Pendapatan
Dipisahkan-
RKUD (cost

LO

vF.q
tah
U

l1

harus diterirqal rd

setoran

Keke.yaan daerah]
telah

1

I

I

I

i

Dairafr

yang
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b) Pengukuran

Pendapatan Hasil , Pengeloliur{ Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-L,O diukirrldinilai i se{ara bruto, berdascrkan B.lJdi
setcron/transfer ke.'. RKUD g?tl{ telah . diugLida.si oleh Bonk
penenwatan Rl<uD dan/atur'hadl pe:rgumuoal Rapat Umum
i'"-"gar,g S"fra- (nups) Peruibh$an @$litg inethod).

cJ Penyajia:r dan Pengungkapan 
:

berdasarkan hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perusahaan (dgitg netltod).

Penyajian dqn pe n dapatan Hasil Kekayaan

11.

Daerah yangr Di -Lo
keuangan mauprrn Catatsn la
sebagai berikut: :

Pendapatan Hasil Pengel
LO disajikan dalam

dalam ledba-r muka..'-.LaPorAn : Keuangan

Kflrryeer Dacnh yahg

rnilik PeDerintall

Hasil Pepjurilan
L,o I diakui

Pendapatan l,O ldengan

Doltumen yang rnenjadi
Pengelolaan Kekayaan
Transfer/bukti setoran

Itra*. iri

dA
D

di pe4srIJ

Qpo!a1r
ldafah
I

:dinas,
Paetah

kan

Ke a8I
saat
bar:k

'&

Bank Penerima serta laporair

d. Lsln-laln PAD Yerg 8ah

1. Ponerlmaan Herll PcaJualan
Dlplsahkan
a) Pengakuan

kendaraa-n dinas maup
lainnya yang lsnrilai i

secara tunai maupun d

ll. Pendapatar
Daerah yang

Tldak

Penerimaan Hasil Penj Kekayaan Daera{ yang
Tidak Dipisahkan beru penjua-lan rumah

tanggal pedsijian
secara tunai ltnas, u denlan ur

b) Penguktrran

Pendapatan Penerimaan ttasil Penjualan Kekayaan paerah
yang Tidak Dipi{ahkan-LlO ldiukur/dinilai secara,bF-rto,
sesuai jurnlah yangi telah dise{akati 61qlnm perjanjian.

,l
I

c) Pbnyajian dan

Penyajiaa darr
Penjualan
dalqr,n lembaj
La.poran Keu

gkapp 
i

A

I

Sali-

Hasit

baik yang

Eraupun

RII

oaga berikut:



Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaart
Daerah yang Tida-k Dipisahkan.Ll0 disajikan .dalqm
I-qporan Operasional (

dengaa menlgunakan
LQ)ldelnm bagian Pendapatsn LO
rnsln u3llSi rupish.

ii. Dokurren yang menjudi itassr pencatatan Pendapatan
Penerimaan: Hasii Penjir$an Kekalban Daerah' yang
Tidak Dipisahkan-LQ {ddgh dokumen perja-njian
penjua.Ian diungkaokan qlnrn Catdtan atas l€poran
Keaangan. Irl

2. P€norimsan Jara ,Glro, Tunldtas gartl, Rugt Kouaagan
Daerah, Doude atsr . llslsruihb3ial.Piillty'iueqn PekorJaan,
Denda PaJak, Pondepatria aah'diagiilitsllil, daIr PA.D Laln-
Ialn yang Sah. l,

a) Pengakuan

Penerirrra.an Jasa Giro,

Pembebana-n yarig diterbi
Perb endaharaan dan T\rn
realisasi penerir.aannya
jumlah yang seharusnys.
undangan.

b) Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro,
Daerah, Denda atas Ke
Denda Pajak, Pendapatan
yang Sah-LO yang diakui

tan Ganti Rugi Keuangan

(Tuntu.tan
G padh sa.at

diterimei di RKUD .eesuai
perhturan perunCang-

laku.

Daerah, Denda atas Keter tan Pelal(sanaan Peke{aan,
Denda Pajak, Pendapatan , dan PAD lain-
lain yang Sah-LO Keputusan

\y

L

lse
RKUD atEu sesuai jurll
berdasarkan ketentuarl yarlg

cJ Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkap Pendapatal Penerimaal Jasa
Gi-ro, Tuntutajl Ganti Rug
Keterlambatsn Pelak
Pendapatsn dari Pengemb
baik dal".n lembar m.uka
atas Isporar Keuangal ad s€

Denda
l*.in yang

keuangan maupun
b"gn; beFkut:

Peke{aaq
dan PAD

.Pajak,
$rrr,rc
qatatan

ii. Dokumen ya4C lmenjad.i dapar pencatatan pendapa(an-LO
berupa bul(i betoran atdu bulti transfer yan! telah
divalidasi cleh Bank . penempatan RIfijt = 

";;;pemberita\uanfisurat tagihan/surat teguran .untuk

i. Penerimaa"n Gilo,:
Daerah,
Pekerjaan,

atap
Pajal<,

dan PAD

yang

Daerah, Denda atas

Ganti Rugi

dari
yang

dalamOperasional
u8+g
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rnenyelesaikaE kervajibannya kepada Pemerintah Provinsi
har.us dijelasliom dslamrcatat8n atas Ls.poran Keuangan.

3. Penerlmaan Badaa Uuum La

a) Pengakuarr

Penerimaan penda

yaqhE Ea6iii{BLITD}.

atau unit keia
Pola Pengelola-an

saat:
a jasa pelayanan

pelayanan
penJamrn

pemerintah daerah
peoanggung

Bagi Iilasil Sumber Daya

D
Pemerintah
Keuirigal B

Daerair
!.uD (fP4:

asuralsi, pen: sahaarl'
(provinsi,
subsidi b

kabu
antrtan

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan B D-t sebesar jumlah
yang diterima di Rekenin!,

:diakui
uilt xe{a tsLUD, atau

sesuai jurr ah biaya pe baik kepada
pengguna tau sebesar
jumlah yarr o

c) Penyajian dan Pengungi<apiar i '

, BLUD-[,O berdasarkan
SKPD/uni! keg'a

lga atas la.poran

i.

\4,
Keuangan.

4. PeD.drpatatr Daal Pcrlmbaagirn
a. Dana Bagi Hasii P,ajal< dal

Alam

a) Pengakuarr

Pendapatan
Hasil SDA-
RKUD dan
Peratursn

LO Aial-ul
u:

+,""

tahu yang berkenaal.

yang harus
iii. Telah

kesehatan

Penyajian dan
BLUD-LO baik da-lam
maupun Catatan atas
berikut:
i. Pendapatan

l,aooran
dengan

ii. Rincian Peqdapatgn

Alokaei

PPIO]

Pendapatan Penerima.an
mrl!-a laporan lceuangan
Ketlangan adalah sebagai

Bqgi Hasil Pajak dan Bag
eaat l-.as telsh di

tutetaptrin
-[I

I'II I

Bagi Hrisil

jang mengatur
Dana
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b)

c) Penfajian dan Pengungkap

Penyajian dan pengu
Bagi Hasil Pajak diin
lembar muka; :laporah

c) Penyajian dan

Penyajian dan
baik dalam lepbar
Cat8'tan atas l,aporan

Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Ba,gi Hasil Pejs} dan Bagi
Hasil S DA- LO yan g diakui I pada'Alqbir I periode akuntal si
dinilai sebesar ju-lah ygng ft6tn:la di RKUD atau
sesuai jumlah yang .ha*us aib+y_e{k n berdasarkan
Peraturar Menteri Keue;ti-4ir ydn! ' hengatur tentanS
Alokasi Def.iritif masing--i{iing jtihis I penerimaan Dana
Bag HasU. i.

Penerimaan
baik dalam

t aporan Keudngdn

Penerimaan Bagi ak dSn Bagr Hasil SDA-LO
disaj ikan ., dalam ona] (L0) dala-ur
bagian ccunakarr mata
uang rupiah.

ii. Dokumen yang m
Bag

mengatur tenr"ang
masing- masing D

d

{

b. Dana Alokasi Umum (DAU) dafi Dana Alolqasi Khusus (DAK)

a) Pengai<uan

Pendapatan DAU dan
ditetapkan dalsm Pe
tentang Alokasi Dana
berkenaan.

DAK, drakui sfsuai j umJah yang
raattd.n Naid<*l yang mengatur
DAqr dan DAK lunruk tahua y'ang

t'

b) Pengukuran

Penerimaan DAU dan DAi( dinilai gebesar jum-Iah yang
ditetapkan deJam Peraillan Pres .irte.n yang mengatur
tentang alokasi dana yanB bersdngkutan untuk tatrun
yang berkenaan 

i

tan DAIJ dah DAK
-h"p*

befikut:

Pusat dah/atau

Hasil
CatEtan atas

pendapatan
dari Pemdrintah
Keuangart jang

'Dana Bagii HasiJ

disajllani. Penerimaanl DAU
Operasional i(LO) bagian

ii. Dokumen 1 yartg

varlt
atas

$no.ut
LD

)

ldalcn Oatdtan
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u

5. Lal.n-laln Pendapatia Yang Sah

a. Hibah

a) Pengakual

da-rt negara'Lain
pusst, ipem

Pengurangan transfer D.A.U dan DAX oleh Pemerintah
Pusat akirb-at kelglaiaq lPemerintah Provinsi, sehingga
.menguiarigi .pendapatah-t O harus diungkapdan dan
dljelaskari dai" '" Catatan atas La.poran Keuangan.

Pendapatan Hibah-lio adalal hak pemerintah daerah
yang diakui se nambah ele-ritas yang berasal

' o,r

negara fdaerdh, in rr, kelompok masyarakat.
lembaga i kemasyaraka

internasional, pemerintah
daerah, perusahaa,n

baik dalam bentuk uang,
yang tidak dimaksudkan

kepada

aaat timbulnya
but yaitu fada

Fihat fetiga,

Ll. -

berarrg
untuk
pemberi
pemenn

Ketiga,
yaJrg
daerah

,49"/et"
diphvar
, ihibah

tbh.

uJa
kem
ddn

Uersanskutan .

mi'latui RI(uD-

atuu do

Pengu

muka

asr Pihak
saat.Hibah
Pemerintah

umlah

&

b) Pengukura.n

Pendapatsn rHibah-LO
tercaIltum dalam Ped
Ketiga, PerrlSataan Pem
Ketiga, atau dolirrmen i.

SCJ

artispasl
I Y?ng
I P,l,rk
iPrhak

j

c) Penyajian dan

Penyajian dan
dalam lembar

lb urit
cLtatan

uang
mati. u
delqit

tanggal trar\saksi. J
mengguriakdn kurs (engsh

atas l,aporan Keusrlgeni

Fendapatan
Operasional

Hibahl
(Lo) u bagian, Pe

hal

LO
dengan menggu nakan irDa.ta

i
rupiah.

penyetorar dilaku ldn
dijabarkan dan diny
roenggunakAn kurs I

itu tidak diferoleh daPrdt
Bank Indon€sia.

ang mAka
rupiah nga+

Pendapatan;
sebesar nilai

Hibah-LO, dalnm bentuk uang dicatat
nominal yAng diterima di RKUD.

Pendapatan, Hibah-LO dalam bentuk
bara-ng,/jasd/ surat berharga yang menyertakan nilai
hibah dich:et sebesar nilsi nominal yang
dicantuinkah.

1U

tarrggal
Pernyataan

dinil<rrati oleh

I

sebesar

disajikan; ;1elern t{porair
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lv. Pendapatan Hibah-LO d4at ' bentuk
barang/jasa/ sural berliarga yang tidak menl ertalian
ni.lai hibah dnakukart peni.laian .berdasa.rkan: (al

biayanl'a; atau (b) hargH,pasar, alau (c) taksiran yang
uajar, Apabila tidfi pbpat Cilakukan penaksiran.
mal<a niiai hibat te*s€qut cukup diungkapkan dalam
Catatan atas Leporan (euangan.

b. Dana Pcnyesuaian

a) Pengakuan

Pendaps.tar ; Dirna
yang dite kan. d
mengatur

bl Pengukuranr

l'enerunaErl lJana

aian, diak-ui sesuar jurnlah
Perahtrai ?r,isiden yang
Daru Penyesuaian untuk

_vang ditetaiiP^an. d
mengatur teiitaug
tahun yang berkenaan

aian ,dinilAj sebesar jumlatr
yang

untuk

I

I

c) Penyajian dAn Pen$l

Penyajian dan pe pan Pendapatan ' Dana
Penyesuaian baik dala+, bdr muka laporar keuangar
maupun Catatan atas lap
benkut:

an Keuangan adalah sehagai

Penerimaan Dana . Pilryesuaian disajikan dala-ur
L.a.poran Operasiona.l (LlQl dalam bagian Pendapatan
LO dengan menggunakaii mata uang rupiah.

t:
D oku men yang menj adipasar pencatatan pendapatan -
LO berupa Peraturan tlrfisiden yang mengatur tentang
Alokasi Dana Penye{uaian untuk tahun yaJlg
berkenaan harus diungkapkar. dalam C€.tatan atas
Laporan Keuangal. i'

Pengurarga-n transl'er I Dana Penyesuaian oleh
Pemerintah Pusat atibat kglqlqiqn Pemerintah
Provinsi, sehirgga men|.urangi pendapatan-Lo harrs
diungkapdan dan dijtilaskan rlqllm Catatar sta5
Laporan Keuangan. 1

u

lll

II. PENDAPATAN-LRA

A. UMUN.T

Pendapatan-LRA adalsh sgrqga penerimaal RKUD yang menambah
Saido Anggaran lrbih (SAl) dalafii periode Lahun anggarar yang
bersarrgkutan yang menjadi ihak perileririrtah dan tidak perlu dibayarkemba-li. 

I

tahun

4l
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B. KLASIFIKAS1
Pendapatan-LR.{ diklasiiikasikan menurut asal dan jenis pendapatan
aitu seba berikut:

atan Asli Daerah PAD
ndapatan Pajak Daerah

a Pajak Kendaraan Bermotor

I b. Bea Balik Nan'a Kendaraan Bermotcr

c. Pajak Bahan Bakar Ke Bermotor

d. Pajak Air Permukaan l

e. Pajak Rokok

Pendapa tan Retribusi Daerah i

Pendapatan Hasil Pengelol Kekayaan Daerah Yang
Di isa}rkarr
Pendapatan Asii Eaerah Lr4-t fl yang sah

Dana Perimbangan/ Ddrra Tlansfer

Dana Bagi Hasil (Pajak dan S Daya Alam)

3. Darta Alokasi Khusus

Pendapatan tain-Lain yang Sah

1. P

1 Pendapatan Hibah

a I Dana Peuyesuaiall

C, PENG,{I{UAN, PENGUKURAN, SERTA PE}ryAJIAN DAN
PENGTING KAPAN

1. Pengakuan Pendapatan LRA

al Pendapatan-LRA diakui pada saat,kas dari pendapatan tersebut
diterima di RKUD, kecuali Pendapathn BLUD.

b) Pendapatan-LRA diakui berdasarkein:

i. Surat Tanda Setoran yang ditendatangali oleh pejabat Kas
Daerah;

ii. Bukti setoran/Eansfer ke RKUD yang telah divalidadi oleh
Bank penempatan RKUD;

iii. kmbar Konfirmasi Transfer dari pemerintah puss.t;

iv. Tetah diterimanya uang di RKUD; dan
v, Bukti pcnerimaan lain yarrg sah sesuai ketentuen perbankan.

c) Penclapatan BLUD-LRA diakui pada s€at pendepatan tersebut
dilaporkan dan disahkar oleh BendAhara Umum Daerah l

2. Pengukuran Pendapatan LRA 
:

a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nbmirial ka"yarg masuk ke kas regara dari sumb€r pendapatan dengan
mengguna-kan asas bruto, yaitu pendapatan- dicatat ,ta_ipa

PendI

2

3

4

I]

Dana A.lbkasi Umum
I 1.

lo

III,
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dikurangkan/ dikompensasikan dengar, belanja yang dikelus-rkan
untuk memperoleh pendapata-r tercebut.

b) Penerimaan pendapatan LRA pada akhir masa akuntansi dinilai
sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dari a*'al
sampar akhr masa akuntansi, kec[a-li pendapaten BLUD.

c) Pendapatan BLUD LRA pada aJ<hir masa akuntansr
sebesa-r rrang vang telah dilalprkal darr disahkan
Bendaraha Urnum Daerah diri"il awa,l sarhpai akhir

dinilai
oleh

masa
akuntansi

3. Penyalian dan Pengungkapan Penda

I

i

odt".r-lne
a) Pendapatan-LRA disajikan pada Ldporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Arus Kas dalai,u mata uang ru piah: Apabila penerimaan
kas atas pendapatan LRA dalain mata uang asing, maka
penerirrraan tersebut dijabarkrin dan dinyatakan dale-mi mala
uang rupiah dengan' menggunai<an kurs pada tarrggal tradsaksi.
Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia.

b) Dokumen yang menjadi dasar penyajia-n laporan keuangan
berupa:

i. Suiat Tahda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah;

ii. Bukti setoran /transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh
Balk penempatan RKUD;

l-cmbar Konfurua.si Trasfer da-ri Pemerintat Pusat;

Telah diterimanya uang di RKUD;

Berita acara hasil rekon atalr antara ; SKPD
pengelola pendapatan d , Badan Pengelola
Keuangar Daerah dan Dinag erah.

harus dijelaskal dalam Catatan a t$uong"r,

i,

l

;u.81., ![H

,'li
li

I

I
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 20 15

TENTANG

KEBIJAI(AN AKUNI'ANSI PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I\,lenimbang

Mengihgat

DENGAN RAHMAT UHAN YANG MATIA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bah$,a dalam rangka penvalian laporan pendapatarl
'daerah berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 7l
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan clan
Peraturan [r4enteri Dalam Neged Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntasi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah dipandang perlu rnenetapkan
Kebijakan Akuntansi Pendapz(tan Daerah Pror insr
Sulau esi Selatan;

b Dahqa berdasarkatr 1lertinrbangalr sebagairrrarra dirrral<suri
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kebijakan Akuntalsi Pendapatan Daerah Provinsr
Sulau,esi Selatan;

-1. Undang:Uadang Nomoi 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republili
Indonesia Nomor 42861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Repulllili
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaralr
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undarg Nonror !5 Tahun 2OO1 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuarrgan
Negara (Lembaran Negara itepublik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 66, Tambahan Lerrbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang Undo-ng Nomor 33 Tahun 2OO4 tcntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintaian Daerah (l,embaran Negara Reprrblik
lndonesia Taiun 2004 Nomor 126 Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak '
Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan I-embarar.r



Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

6 Untlang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 1e lt,.:rn{
Pembentukan Peraturan Perundang-rinclangan (l-entl;aran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 l1 Nor.nor 52.
Tambi-Lhan Lembaran Negara Republik Indonesia No'1r,,
52 3.1t:

7 Unciang-Undang 'Nomor 23 -fahun 201+ ter.ttang
Pemerintahan Daerah (Lerrrbaran Negara Reprrblili
Irrdonesia Tahun 20 1.1 Nomor' 2-+.1. 'l'ambahan Lembara:r
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagarmana
telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomoi- 58 Tahun 2005 tentang
fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan
Lembarar Negara Reprrblik lndonesia Nomor 4578):

9. Peraturan Pemerintdtr Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

IO.Pelaturan Menteri Dalam Negerr Nomor 64 Tahun 20I3
tentang Penerapan Standar,\kuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republil< Indonesia Tahur.r 2013 Nomor 1425);

li.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
.. tentang Pedoman. Perryisihan Piutarrg Dan Penf isihan
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20 I 5 Nomor 1752) ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Kerrangan Daerah {Lembaran
Daerah Provinsi Tahun 20C6 Nomor 13. Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nomor 230) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nomor 3 Taiun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
'l'ahun 2015 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah
Provinsi Nomor 28 I ):

13. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Kebgakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sularresr
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
20 l4 Nomor 73);

14. Peraturan Gubemur Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);



irlenetapkan

MEMUTUSXAN:

Pasal 1

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN
AI{UNTANSI PEI{DAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

Daiam Peraturan Gubemur ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sularlesi Selatan.

2 Gubernur adalah Gubernur Sula\r'esi Selatan.

3. ..\kuntansi adalah proses identifikasi, pencatalan.
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksr
dan kejadian keuangan, penvajian Iaporan. sert.l
penginterpretasian atas hasilnva.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan )'ang selar'rjutr'r\ lr
aisingliat SAP adalah prinsip-prirrsip akuntansr \.rng
cliterapkan dalam menyusun dan menva-jikan lapor:rn
kerrangan pemerintah. .

5. Iieb4akan Akuntansi Pernerintah Daerah ad:rlalr prinsilr
prinsip. dasar-dasar, konvensi-korrvensi. atLrrarr atura!r.
dan praktik-praktik spesifik t,ang dipilih dalam p:nvusLrnal
clan penvajian laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Kebr.lakan akuntansi pendapatan adalal.r adalah prir.rsip
prinsip, dasar-dasar, korrvensi-konvensi, aturan-aturan.
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam pen,r'usunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di
biCang pendapatan daerah.

7 SAP Berbasis ekrual adalah SAP -vang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan el<uitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja. dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkarn
dalam APBN/APBD.

8. Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan
APBD berupa Laporan RealiseLsi Anggaran, Laporan Arus
Kas, Laporan Operasionai, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran tfbih (SAL), la.poran Perubahan Ekuitas. Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian
sistcmatik dari proscdur, pcnyclcnggara, pcralatan, dan
elemen lain untuk me'wujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
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1l 0ntitas Peiaporan adalah unit pemerintahan ]ang terdiri
(lari satu atau lebih entitas akuntansi atau entrtas
pelaporan _\,ang menurut ketentuan peraturan perundang
undangan wajib men,yampaikan laporal
I)ertan ggun&iawaban berupa laporan keuangan.

| 2 L,aporan Operasional vang selanjutn,r'a disingkat LO adalah
laporan ]jang mehl'ajikaIr informasi mengenai seluru!.r
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan -\'ang
tercermin dalam pendapatan-LO. beban dan surplusldefisit
operasional dari suatu entitas pelaporan _t ang penl,ajiannr a
disandingkan dengan periode sebelumnl'a.

13. l-aporan Realisasi Anggaran _yang selanjutn_\'a disingkat LRA
adalah laporan vang menvajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja. transler, su rplu s/ defisit- LRA.
pembiar.aan, dan sisa lebihT kurang pembia-r,aan anqgaran.
-r'ang masing-masing diperbar.rdingkan dengan anggarann\ a

dalanr satu periode.

1-{. Pendapatan-LO aCalah hak pemerintah daerah lang cliakr"ri
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan dan tidak perlu diba_var.kembali.

15. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran _vang bersangl(utan ,rang
menjadi hak pemerintah daerah Can tidak perlu dibal'ar
kembali oleh pemerintah daerah.

16. Pengal<uan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteri:l
pencatatan suatu kejadian atau peristi\1,a dalam catatarl
akuntansi sehingga akan menjadi bagian 1,ang melengkapi
unsur aset, kervajiban, ekuitas, pendapatan-LRA. bclanja.

. perrrbiayaan, .pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
ternuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

17. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasrrkkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

18. Pengungkapan adalah laporan keuangan J,ang men-\.ajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

19. Surat Ketetapan Pajat< Daerah yang selanjutn)'a disingkat
SKPD Surat acialah surat ketetapan pajak _\;ang
menentukan besamya jumlah pokok pajak ],ang teruta,lg.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, lang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak ,vang menentukan besarnya jumlah pokok paja-li,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pckok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak 1'ang masih harus d,bayar

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Balar Tambahan.
]ang selanjutnl,a disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak 1,ang menentukan tambahan atas jumlah
palak ,vang telah ditetapkan.



22. SLU':rt Iietetapan Pajak Daerah Lebih Ba-r'ar. ] ang
selai.rjurnr-a disingkat SKPDLB. adalah surat ketetaparr
pa.jak r ang menentukan jumlah kelebihan pembavaran
pa3ak karena jumlah kredit pajal< lebih besar daripada
pajak \ ang terutang atau seharusnva tidak terutang.

23 Sur-at Setoran Pajak Daerah. r'alg selanjutnla dislnqkat
SSt'D. adalah bukti pembavaran atau penvetoran paiali
r ang tclah dilakukan dengan menggunakan forrnuljr ata,.r
tel:rh cirlakukan dengan cara lain ke Ir.as Umum [)ac'riilr
nreialLrr rempat pembararan vang ditunjuk oleh (luber-ntir.

2-l Srrrat Iagihan Pajak Dacrah ;,ang selanjutnva disinglkar
S'lPD. adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajali
rlan.,atau sanksi administratiI berupa bunga clan,latar-r
rlenda.

25 Srrrat li.-,tetapan Retribusi Daerah vang selanjutnla diseirut
SKRD,/Recu adalah surat ketetapan Retribusr vang
mcnenlukan l-resarn',-a jumlah pokok Retribusi . ang
leI.tltaltg-

26. Surat 'l'agihan Retribusi Daerah yang selanjutr,r'a disebut
STiID adalah surat Lrntuk rnelakukan tagihan Retribusi
(lan/atau sanksi ad.ninistratif berupa bunga dan/atar,r
rlenda

27. Rekening Kas l)mrrm Daerah yang selanjLrtn),a disinglot
RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
Su lau.esi Selatan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalarn Peraturan- Gubernur ini disusun berdasarkan
SAP berbasis akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah bertujuan untul<:

a. Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menl'usur;
Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Laporan
Keuangan Bendahara Umum Daerah, dan Laporan
Pendapatan Daeralr pada SKPD dalam rangka rneningkatkan
keterbandingan Laporar Keuangan baik antar periode
maupun antar Entitas Pelaporan; dan

b. N,lemberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan
prosed Ll r akuntansi pemenntah daerah.

Pasal 4

I(ebgakan Akuntansi Pendapatan Daerah terdiri atas

a. Pen6lsp212 n- LO vang melilruti:

1. <lefinisi dan pengakuan;



l)

2. pengu liuranl dan

3. pen,r.a.l ian dan pengungkapa-n

b. Pendapatan-LRA yang melipuli:

1 definisi dan penga.kuan;

2. pengukuran; dan

3 oen-,'al ian da-n pengungkapar

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
[)asal l, tercantum dalam tampiral sebagai bagian vang tidak
terpisaikan dari Peraturan Gubernur ini.

Peratu.ran Gubemur
diundangkan.

Pasal 6

ini multu berlaku pada tanggal

AgaI setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengunrialga;r Peraturan Gubernur ini dengan penelnpatann\ a
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

G UBERNUR SULAWF^SI SELATAN,

DT.H.SYAHRUL YASII{ LIMPo, sH., M.Sl., MH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal r.- :-' i

SEKRETARIS DAERAH

IT.H.ABDUL LATIF, M.St, MM

BERI TA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

PROVIT{SI SULAWESI SELATAI{,
C\----{l''ry



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURA]T GUBERNUR SULA1VESI SELATAN
63 TAHUN 20 15
28 DESEMBER 20 15
KEBIJAXAN AKUITTANSI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAIT

Ii EBI.J AK,.\ii .\ KU NTANSi PENDAPATAN D,{ERAH
PROVINS] SULAWESI SELATAN

] PL, \ D,\PAT,\N.I-( ]

\ [] N1t.rN1

a Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah 1'ang diakui sebagai
penaml;ah ckuiras rialam periode tahun anggaran -rang
bersangkutar.r dan lidak pcrlu diba_var kembali. Hak pemerintah
tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul
hak pemerlntah untuk menagih atas suatrr pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan 1,ang ditandai dengan adanla
aliran masuk sumber dava ekonomi.

b. Pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan-LO 1,ang diperoleh ber<.lasarkan peraturan
perrrndang-rrndangan diakui pada saat timbulnl'a hak untui<
menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkann)'a surat
ketetapan pajak oleh pejab,:t yalrB bcrrverrang -yang
mempunr ai kekuatan hukum mengikat dan harus diba,r'ar
oleh rvajib pajak. Ha1 ini merupakan tagihan (piutang) bagi
pemerintzlh dan utang bagi u.alib pajak.

ii. Pendapatan LO lang diperoleh sebagai imbalan :1tas sLiatLl
pela-r'anan -rang telah selesai dibeiikan diakui' pddii Saai
timbulnr a hak untuk menagih irnbalan ) aitu setelair
diserahterimakann,\'a barang atau jasa dari pemcrintah
kepada prhak keriga.

iii. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adan,r,a aliran masuk
sumber dala ekonomi, diakui pada saat diterimanla kas atall
aset non kas ),ang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih
dahulu adan_ya penagihan.

B. KLASIFII{ASI

Pendapatan LO diklasifikasikan rnenurut asal dan jenis pendapatan Vaitu
SE lrerik u t

ndapatan Asli Daerah PAD
I I P""d"pqtgn Pa14lDaerah

lqqLKendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ak Bahan Bakar Kendaraan Bermotorc. Pa
d .Bclek Air Permukaan
e. Pa ak Rokok

'2 ['endqp:l tan RetribLrsi Daerah
3. .Pendgpa!4n Hq"rl Pqlg -tlq91ah - \'41gelolaan Kekalaan

I
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_ o- tp1sehkqr :
-1. I-ain'1:rin Pr.rr l : \'l' .,-r.,1 . .

it
1 I qqLr4 Bag1! Iasil |,a ak dan Sumber Ilar a
2. Dana.\lokasi Unrum

.A.lanr )

3. Dana.-\lokasr Khusus
til t&!4epa!q!. Lein t.ain ]4ng Sah

1., Pen4qI4t4n

C PENGAI(UAN. PENGUI(URAN. SERTA PEN\ -{JIAN D.{N PENGUNGKAPA^N

I Pendapatan Lsli Daerah

a. Pajak Daerah

I ) Pajak Kendaraan Bermotor'(PKB)

a) Pengal<uan

Pendapatan PKB-LO diakui pada saat timbuln.\'a hak trntuk
rnenagih pendapatan Yaitu pacla saat Jatuh tempo.

Dalam l.ral teaadi mutasi keluar kendaraan bermotor dar r

uila-r'ah Provinsi Sular-esi Selatan sebelum tanggal ,atuh
ternpo pajak kendaraan bernotor tahun beriliutn,r'a. maka
nilai Pendapatan PKB-LO harus diakui sebesar penerimaar.r
PI{B r ang telah diterima dalam masa pajal; 1,ang
bersangl(utan, l<ccuali jika Wajib Pajali mengajuliar.r
permolronan Restitusi atas kelebihan pembal aran.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan
pembararan pajak disetujui, maka diakui sebagai
pengurang Pendapatan PKB-LO pada saat dibayarkan.

2. Dana Penvesuaian

li

t1l

b) Pengukuran

i Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai secara bruto -vaitu tidal{
dikurar.rgkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran.

ii. Pendapatan PKB-LO diukur/ciinilai dengan r-rilai nominal
1,ang akan diterima oleh pemerintah Daerah sebesar jumlah
PKB _vang telah jatuh tempo.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapaiin PKB-LO baik clalam
Icmbar muka laporan keuangan maupun CatataD atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan PKB-LO disajikan dalam Laporan C)perasional
(Lo) dalam ba$an Pendapatan LU, dengan menggunakan
mata uang rupiah.

ii. Dokumen Jalg menjadi dasar pencatatan pendapatan
perpajakan-LO berupa daftar rekapituiasi PKB Ian8 jatllh

, tempo setiap semester lang ditandatangani oleh Kepala
SKPD pemungut Pajak diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

,*1-L@' UC.t &'"^-'1L'-
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Rrncian dan rekapitulasi PKB setiap semester terdiri dari
PIits atas kendaraan pengesahan / ul:rnsan dan PKB atas
kendaraan baru (termasuk kendaraan mutasi masuk).

Rincian dari Pendapatan PKB-LO per UPTD dan per jenis
kendaraan bermo+-or diungkapkan .ialam Catatan atas
Laporan Keuangal.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bern:otor (BBNKB)

a) Pengakurrn

i. Bea l3alik Nama merupaka.n jenis Pajak Daerah ,r'ang
dipungut berdasarkan keteti.pan Pejab:nt vang benr.enang
(Offa.ll .4ssessmenr)

ii. Pendapatan BBNKB-LO diakui pacla sa.1t timi)uin\ a ltzri(
untuk menagih -raitu pada saat Pejai)ilt i)cnrungrrr Pajal<
telah menerbitkar.r SIiPD -\ ang mempun\ ar kcliuarar.r
hukurn mengikat dan harus diba-rar olch uqib pajak

-sesuai ketentuan peraturan perpajakan r.ang berlal:u.

iii. SKPD BBNKB diterbitkan pada saat Walib Pajak membal ar
Pajak

iv. Untuk kendaraan baru, Perrdapatar.r BBNKB-LO diakui
sejak tanggal faktur. Untuk kendaraan pen_r'erahan kedua
dan sererusnya, Pendapatan BBNKB-LO diakui 30 hari
selak transaksi pengalihan kemilikan sesuai buktj-bukti
vang sah.

b) Pengukr.rran

Pendapatan BBNI(B-LO diukur/dinilai secara bruto _r ail.ur
tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan
pengeluaran, berdasarkan SKPD.

c) Penl ajian dan Pengungkapan

Penl,ajian dan pengungkapan Pendapatan BBNKB-LO baik
dalam Iembar muka laporan keuangan maupur-] Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan BBNKB-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ij. Dokumen 1,ang menjadi dasar bEncatatau penciapatar'l
perpajakan-LO berupa SKPD harus dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

iii. Rincian dan Pendapatan BBNKB-LO per kabupaten dan per
;enis )iendaraan bcrmotor diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.



3) Pajak Air Permukaan (PAP)

aj Pengakuan

i. Pendapatan PAP merupakan jenis Pajali Daerah rang
dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat r.ang berrenang
{ Ofllc:al :1 sses.sme nt)

ii. Pendapatan P..\P LO diakui pada saat timbuln.\ a trak untuk
menagih raitu pada saat Pejabat Pemungur Pajak telah
menerbrtkali SKPD atau STPD 1'ang nrempunlai kekuatan
hukum mengikat dan harus diba-r'ar oleh u'ajib pajak
sesuai ketcntuan p{:raturan perpajakan -r'ang lterlaku

iii. SKPD P.{P diterbitkan pada saat Wajrb Pajak memba|at'
pajak. atau pada saat Wajib Pajak telah melaporkan objek
pajak. atau pada saat ditemukannva objek pajak oleh
petugas pajak.

iv. SKFD Iang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan
dikenakan denda per bulan vang dihitung sejak jatuh
tempo pembayaran SKPD berdasarkan STPD

v. Pada saat ter1adi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk
pembavaran pajak _"-'ang akan datang dan diperhitungkan
seba3a pajak yang diterima dimuka.

lr) Penguk'.rran

Pendapatan PAP-LO diukur/dinilai secara bruto I'aitu tidak
dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran,
berdasarkan SKPD dan /atau STPD.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PAP-I O baik daiam
Iembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

r. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
Apabila pen-vetoran dilakukan dengan mata uang asing.
maka dijabar kan dan dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakar kurs pada langgal transaksi. Jika tidai<
diperoleh, maka dapat menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia.

ii. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam- Laporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO.

iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
Pajak Air Permukaan-LO berupa SKPD dan STPD
diungkapkan dalam Catatan atas l.aporan Keuangan.

iv. Rincian dari Pendapatan PAP -LO per kabupaten
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- I (r-
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4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

al Per'rgakitan

1:

i11

l\

PBBKB merupakan lenis Pajak Daerai-r I ang drpungut
berdasarkan Laporan dan perhitungan \\a.ric Pajali sendiri
iSef ..lssessrnen ti

Pendapatar.i PBBIitJ-LO diakui pada saat rtalisasi kas
diterima di RKUD tanpa didahului dengan SKPD. atar,r
pada saat Perugas Pajak menerbitkan SKPDIiB clan
SKPDKBT apabila ditemukan atlan.r a kekurangan
pembal aran pajak dari jumlah _vang seharusnr a dibar ar
oleh Walib Palak.

PBBKB lang tidak diba)-ar pacla saat jatuh ternpo
pembataran akan dikenakan denda per itulan ,r'ang
dihitung sejak Jatuh tempo pembalaran berdasarl<an
SKPDKB dan /atau SKPDKBT.

Pacla saat teqadi kelebihan pembavaran pa.1ali. l<elebiharr
tersebut diperhitungkan sebagai }:ompensasi untuli
pemba.r'aran pajak J'ang akan datang dan cliperhitungkan
sebagai pendapatan PBBKB yang diterima climuka.

Penlalian dan Pengungkaparr

Penvajian dan pengungkapan Pendapatan PBBI{B-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Kelrangan adalah sebagai berikut:
i. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam mata uang rupiah.

Apabila penyetoran dilakukan dengan mata ualg asing,
maka dljabarkan dan dinyatakar dalam rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku di Bank !'ang
bersangkutan pada tanggal transaksi, atau menggunakan
kurs lengah Bank lndonesia

ii. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam Laporan
OperasioneLl (LO) dalam bagian Pendapatan LO.

iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
PBBKB-LO berupa bukti pembayaran ,\'ang telah
dilakukan, baik dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
maupun bukti transaksi lainnya ya.ng telah mendapatkan
validasi diterimanya setoran pada RKUD; SKPDKB; dan
SKPDKBT, diungkapkan dalam Catatan atas l-aporan
Keuangan.

iv. Rincian dari Pendapatan PBBKII-LO perjenis bahan bakar
kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

bl Pengukuran

Pendapatan PBBKB-t,O diukur/dirrilai secara l)ruto vaitu
tiriak dikrrrangkan atau rlikompen sasil<an dcngan
pengeluaran, berdasarkan SSPD, SI.iPDiiB (lan/atau
S KPDIiB'I',



5) Pajak Rokok

a) Pengakuan

ll

ul

Pajak Rokok merupakan jenis Pajak Daerah 1-ang dipungut
berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri
(Sef Assessment)

Pendapatan Pajak Rokok LO diakui pada saat realisasi kas
diterima di RKUD tanpa didahu)ui dengan SKPD. atau pada
saat Pemungut Pajak menerbitkan SKPDKB dar-r SIiPDKBT
apabil:r ditemukan adan_r'a kekurangan pemba-r aran pajak
dari jumlah vang seharusnl a dibal'ar oleh \\iajib Pajak.

Pajak Rokok vang tidak diba,r.ar pada saat jatuh tenp<.r
pembalaran akan dikenakan denda per bulan _r'ang
dihitung sejak jatuh ternpo pemba-\'aran berdasarkan
SKPDKB dan,/ atau SKPDI(BT.

Pada saat terjacii kelebihan pemha-r'aran pa.;ali, kelebihar.r
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuli
pembavaran pajak -vang akan datang dan diperhitungkan
3ebagai pajak r.ang diterima dimuka.

b) Pengukuran

Pendapatan Pajak Rokok-LO drukur/dinilai secara brtrto -raitu
trdak dikurangkan atau dikompensasikan dengarr
pengeluaran, berdasalkan lrmLrar- l(onfirmasr'l'ransler darr
Pemerintah Pusat, SKPDKB, dan/atau SKPDK-BT.

c) Penlajian dan Pengungkapan

Penl,ajian dan pengungkapan Pendapatan Pajak Rotr:ol<-LO
baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan

. . atas L:.pora-n Keuangan adalah sebagar berikut:

i. Pendapatan Pajak Rokok-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan I-O dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Dokumen 1,ang menjadi dasar pencatatan pendapatan
Pajak Rokok-LO berupa bukti transfer/ penyaluran hasil
penerimaan Pajak Rokok dan/ atau Surat Pembeitahuan
dqi Kementerian Keuangon RI tentang jumlah penerimaan
Pajak Rokok masing-masing Daeroh per triu,ulan; serta
SKPDKB dan SKPDKBT

b. Retdbusi Daerah

a) Pengal<uan

i. Retribusi Daerah merupakan jenis Pajak Daerah 1'ang
dipungut berdasarkan ketetapan pejabat 1'ang benvenang atau
petugas ,valg ditunjuk sebagai petugas pemungut retribusi
daerah.

lF"ndapatan Retribusi-LO diakui pada saat diterimanya
pembayaran retribusi, atau pada saat'timbulnya hak untuk
menagih yaitu pada saat Petugas Pemungut retribusi telah
menerbitkan surat ketetapan yang mempun,u.-ai kekuatan

t

t1
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hukum mengika{ rlan harus dibavar oleh .,r ajib retribusi
sesuai ketentuan peraturan perpaiakan -r'ang i;erlaku.

iii. Surat Ketetapan riapat berupa SI{RD,rRecu;'lialcis nraupun
STRD

ir'. SKRD/ Recu direrbjtkan pada saat Wajib Retribu si akan arau
telah memanfaatkan jasa pemerintah daer.rir r ang diker,akan
Retribu si sesuai peratLtran perlrnd ang- u ndanearr

v. SKRD/Recu vang tidak dibavar pada saar latuh tempo akan
dikenakan denda dan ditagih dengan STRD atau dokumen
Iang diper-samakan dengan dikenakan denda per bulan sang
dihitung sejak jatuh tenlpo pemba,varan SIillD.

b) I)engukurar.r

l)endapatan Retnbusi LO diukur/dinilai sccara
l;erdasarkan SKRDT'Recuikarcis/STRD atau doliumen
clipersamakan.

l;i,ttc.
-\ allg

c) Penl'ajian dan Pengungkaoan

_ _Penyajian dan pengungkapan Penda.patan Retribusi-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
l-aporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Retribusi-LO disqjikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Dokumen _r'ang menjadi dasar pencatatan pendapatal.l
Retribusi-LO berupa SKRD / Recu / karcis/ STRD/ Surat Setoran
Retribusi Daerah (SSRD)/bukti setoran lainnya _r'ang telah
divalidasi oleh Bank Penerima, diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

iii. Rincian dari Pendapatan Retribusi-Lo per SKPD drjelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dlplsahkan
al Pengakuan

Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah l,ang
Dipisahkan merupakan bagian laba Pemerintah Provinsi atas
kepemilikan perusahaan daerah (BaCan Usaha Milik Daerah)
atau penJ'ertaan saham Pemerirrtah Provinsi pada badan
Llsaha )iang lain.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekan'aan daerah !'ang
Dipisahkan-LO diakui pada saat hasilnya telah diterima di
RKUD /cost method) sebesar bagian Pemerintah Daerah harus
diterima berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau
berdasarkan hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perusahaan (eqtfu method).
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b) Pengukuran

Pendapatan Hasil Pengelolaan Keka-vaan Daerah -\ang
Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkatt Bnkti
setoran/ transfer ke RKUD gatg telah divatidast oleh Bonk
petTempaton RKLTD dani atau hasil oengurnuman RaTlat Urnum
Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan (equitA metltocl)

cl Pen-rajian dan Pengungkapan

Penvajian clan pengur-.gkapan Pendapatan iliisri l\f,i.r\nLtn
Daerah lang Dipisahi<an-LO baik daiarn lembar mulia laporalr
keuangan maupun Catatan atas Laporan iieuansan aclalah
sebagai berikut:

i. Pendapatan Hasil Pengelolaar Kekal'aan Daerah rung Sah-LO
disajikan dalam Laporan Operasional {LO) dalam bagian
Pendapatan LO clengan menggunakan mata uang rLririah.

ii. Dokumen 1'ang mer.rjadi dasar pencatatan pendapatan l-{asi)
Pengelolaan Kekalaan Daerah vang Sah-LO berr-rpa Bukti
Trairsfer/bukti setoran lainnya ]'ang telah divalidasi olel.r Bank
Penerima serta laporan hasil RUPS.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Penerimaan Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak
Dipisahkan

a) Pengakuan

i. Penerimaan Hasil Penjualar-r Keka_vaan Daerah vang T:dak
Dipisahkan berupa penjualan rumah dinas. l<enda:aan
dinas maupun aset rnilik Pemerintah Daerah lzrinn-r,a I ang
bernilai ekonomis, baik 1'ang dilakukan sccara tunai
.urp, n d"ngan mengang.ur 1ci.itrnl.

ii. Pelrdapatan Penedmaan Hasil Penjualan l(ckar aan L)acral.;
yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat tanggal
peqanjian ditandatanganinl a peqjanjian, I)aik secara tunai
lunas, maupun dengan mengangsur.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Hasrl Penjualan Kekayaan Daerah
yang Tidak Dipisahkan-LO diukur/dini-lai secara bruto, sesuai
jumlah 5,ang telah disepakati dalam perjanjian.

c) Penl'ajian dan Pengungkapan

PenyaJran dan pengungkapan Pendapata.n Penerimaan Hasrl
Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Penerimaan Hasil PenjuaJan Kekal'aan Daerah
l,ang Tidak Dipisahkan-LO disajikan dalam Laporan



_ l;_

ll

Operasional (LO) dalam bagian Penda.oat:rn i-() (lenqan
menggunakan mata uanR rupiah.

Dokumen -vang menladi dasar pencaiatan iJerldapatar.l
Penerimaan Hasil Penjualan Kel<alaan Daerah -rang f idak
Dipisahkan-LO aCalah clokumen perjarr.jian penjuaian
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

2) Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-
lain yang Sah.

a) Pengakuan

Penerimaan Jasa Giro. Tuntutan Canti Rugi Neuangarr
Daerah. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pel<erjaan.
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, clan PAD Lain-
lain vang Sah-LO Ciakui berdasarkan Surat lieputusan
Pemlebanan yang diterbittan oleh Majelis TPTGR (Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) atau pada saat
realisasi penerimaannla telah diterinra di RKUD sesuai
jumlah l,ang seharusnva berdasarkan perattrran perundang-
u ndan ga n

lr) Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro, 'I'untutan Ganti Rugi I(euangar.r
L)aerah. ljenda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekcrlilan.
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengernbalian. dan PAD Lain
,r'ang Sah-LO 1,ang diakui sebesar jumlah r ang diterima cli
RKUD atau sesuai jumlah 1'ang harus dibal'arkan berdasarkan
ketentuan,vang berlaku.

c) Penl,ajian dan Pengungkapan

Per.rl,ajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Jasa
Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah. Dcncla atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak,
Pendapatan dari Pengembalian, dan irAD Lain,vang Sah-LO
baik dalam lembar muka laporan keuangan mauplln Catatan
atas Laporan Keuangan adalatr sebagai berikut:

i. Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti RLrgj Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD
Lain yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan
mata uang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO
berupa bukti setoran atau bukti transler l'ang telah
divalidasi oleh Bank penempatan RKUD, surat
pemberitahuan/ surat tagihan/surat teguran Lrntuk
menyelesaikan ke$'ajibannva kepada Penrerintah Plovinsi
harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan l(euangan.

I
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3l Penerimaan Badan Umum Layanan Daerah {BLUD}.
a) Pengakuan

Peneriraaan pendapatan daerah SKPD atau unit kerja
Pemerintah Daerah _vang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK-BLUD) diakui pada saat:

i. Diterbitkann-\'a penetapar jumlah bial,a lasa pelalanan
_r,ang harus dibayar oleh pengguna jasa,

ii. Telah disetujuinl'a klaim pemtral.-aran Jasa pelar anan
kesehatan yang diajukan kepada lembaga penjamin
asuransi. perusahaan asuransi, atau pemerinlah daerah
(provinsi, kabupaten. dan kota) selaku penar-rggung subsidi
bantuan pelayanan kesehatan gratis.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan BLUD-LO diakui sebesar jumiah
yang diterima di Re},-erring SKPD/Unit Kerja BLUD. atau
sesuai jumlah bia1,a pelayanan yang ditagihkan, baik kepada
pengguna jasa maupun kepada. penjamin, atau scbesar
jumlah ,v-ang telah disahkan oleh PPKD.

c) Penvajian dan Pengungkapan

Penl'ajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan BLLI D-
LO haik dalam lerribar muka laporan keuangan maupun
Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Penerimaan BLUD-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Per:dapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Rincian Pendapatan Penerimaan BLUD-LO berdasarkan
, jenis jasa pelay4nan masing-masing SKPD/unit ke{a

pengelola diungkapkan dalam Chtatan atas Laporan
Keuangan.

2, Pendapatan Dana Pedmbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagr Hasil Sumber Daya Alam

a) Pengakuan

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasii
SDA-LO diakui pada saat kas telah diterima di RKUD dan/atau
jumlah yang ditetapkan berdasarkan- Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-
masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil untuk tahun ,yang
berkenaan.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
SDA-LO yang diakui pada akhir periode akuntansi dinilai sebesar
jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah vang harus
dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis
penerimaan Dana Bagi Hasil.



cl Pen]-ajian dan Pengungkapan

Penvajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO baik dalam lembar muka laporan
keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:

i. Penerimaan Bagr Flasii Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO disajikan
dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO
dengan menggunakan mala uang rupiah.

ii. l)okumen ,\'ang menjadi dasar pencatatan pendapatan Bagi
Hasil-LO berupa Bukti Transfer dari Pemerintal.r Pusat
dan/atau Peraturan Menterj Keuangan -\'ang mengatur
tentang Alokasi Definif Dana tsagi Hasil masing-rrasrng
Daerah.

b. [):rna Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

.rJ Pengakuan

Pendapatan DAU dan DAK, diakui sesuai jrtmlah yang diteiapkan
dalam Peraturan hesiden yang mengatur tentang Alokasi Dana
DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan DLU dan DAI(
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Penerimaan DAU dan DAK disajikar: dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO ciengan
menggunakan mata uang rupiah.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-Lo
berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasj
DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengurangan transfer DAU dan DAK oleh Pemerintah Pusat
akibat kelalaian Pemerintah Provinsi; sehingga mengurangi
pendapatan-LO harus diungkapdan dan dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

baih
atas

1n

3. Laln-lain Pendapatan Yang Sah

a. Hrbah

a) Pengakuan

b) Pengukuran

Penerimaan DAU dan DAK dinilai sebesar jumlah -\,ang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang
alokasi dana vang bersangkutan untuk tahun,yang berkenaan.

i. Pendapatan Hibah-LO adalai hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara
lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah
daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok



-18-

mas1,arakat, ler4baga kemasyarakatan baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau.jasa, yang tidak dimal<sudkan untuk
dibal'ar kembali oleh pemenntah kepada pemberi hibah dan
manfaatnva dinikmati oleh pemerintah.

ii. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat timbuln)a hak atas
pendapatan hibah tersebut laitu pada tanggal Perldnjran
Hibah / Partispasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian
lJibah / Panisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis atau
pada saat Hibah yang bersangkutan terlah diterima
Pemerintal.r daerah melalur RKUD.

b) Pengukuran

Pendapatan Hibah-LO dinilai sebesar jumlah yang tercantum
claiam Peqanjian Hibah/ Partispasi Pihak Ketiga, Pernl,ataan
Pemberian Hibah/ Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis.

c) Penl'ajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hibah-LO bark dalam
lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam l,apoiair Operasiohal
(LO) dalam bagran Pendapatan LO dengan menggunakan mara
uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan der':.gan mata uang
asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu ridak
diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

ii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang dicatat sebesar
nilai nominal yang diterima di RKUD.

iii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/ sr.rrat
berharga yang lnenyertakan nilai.hibah dicatat sebesar nilai
nominal yang dicantumkan.

iv. Pendapatan Hibah-LO dalarfl bentuk barang/jasa/ surat
berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan
penilaian berdasarkan: (a) biayanya; atau (b) harga pasar,
atau (c) taksiran yang wajar. Apabila tidak dapat dilakukan
penaksiran, maka nilai hibat tersebut cukup diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dana Penyesuaian

a) Pengakuan

Pendapatan Dana Penyesuaian, diakui sesuai jumlah yang
ditetapkan d.alam Perafitran Presiden yang mengatur tentang
Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan Dana Penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang
ditetapkan dalaln Peraturon Presi.den yang mengatur tentang
alokasi dana yang bersangkutan untuk ta}lun yang berkenaar.
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.i I'en\-ajian dan Pengr]tlgkapan

J)enla1ian dan pengungkapan Pendapatan Dara Penvesuaian
baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan
atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Penerimaan Dana Penvesuaian disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagran Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Dokumen vang meniacii dasar pencatatan pendapatan-LO
berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi
Dana Penvesuaian untuk tahun yang berkenaan harus
dirrngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

iii. Pengurangan trarsfer Dana Pen_vesuaian oleh Pemerintah
Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga
mengurangi pendapatan-LO harus diungkapdan dan
dr.jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

II. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah
Salclo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran -\'ang
bersangkutan .yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kenrbali.

B, KLN SIFIKASI
Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan
aitu se i berikut

A t.llvl Ulvl

r_i

3

Penda tan Asli Daerah PAD)

a P ak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ak Bahan Bakar Kendaraan BermotorC

II

Dana Ba

Dana Alokasi Umum

3 Dana Alokasi Khusus

Hasil Pa ak dan Sumber Da

III

ak Air Permukaand Pa

2

e. Pa ak Rokok

Penda atan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

.1 tan Asli Daerah Lain-lain sahPend AII

Dana Perimban Dana Transfer

2

Pendapatan Lain-Lain an Sah

AIam

l. I Pendapatan Pajak Daerah

I DiDisahkan I

l
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t.. Pe"d4pe tan Hibah

2 Dana Penr esuaian

C, PF]NG\hUAN. PENGUKURAN. SERTA PEI{YAJIAN DAN
PE N(i U NG K{ P,{N

L Pengakuan Pendapatan LRA'

a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dan pendapatan tersebut
cliterima di RKUD, kecuali Pendapatan BLUD.

b) Pendapatan-LRA diakui berdasarkan:

i Surat Tanda Setoran vang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah:

ii. Bukti s€toran /transfer ke RKUD yang telah clivalidasi oleh
Bank penempatan RKUD: 

:

iii. l,embar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat:

ir,. Tela[ Citerimanya uang di RI(UD; dan

v. Bukti penerimaan lain vang sah sesuai ketentuan perbankan.

c)" Pendapatan BLUD-LRA diakLri pada saat pendapatan tersebut
dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah

2. Pengukuran Pendspatan I.RA

a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas
,r ang masuk l<e kas negara dari sumber pendapatan dengan
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/ drkompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Penerimaan peqdapatan LRA pada akhir masa akuntansi .dinilai-
sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dari awal
sampai akhir masa akuntansi. kecuali pendapatan BLUD.

c) Pendapatan BLUD LRA pada akhir masa akuntansi dinilai
sebesar uang yang telah dilaporkan dan disahkan oleh
Bendaraha Umum Daerah dari awal sampai akhir masa
akuntansi

3. Penlajian dan Pengungkapan Pendapatal-LRA

a) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Arus Kas dalam mata uang:upiah. Apabila penerimaan
kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah
Rank Indonesia.

b) Dokumen yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan
berupa:

i Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah:
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ii Bukti setoran / transfer ke RKUD yang telai divalidasi oleh
Bank penempatan RKUD:

iii Lrmbar Konfirmasi Trasler dari Pemerintah Pusat:

ir. Telah diterimanl'a uang di RKUDI

\ Berrta acara hasil rekonsiliasi pendapatan antara SKPD
pengelola pendapatan dengan Kas Daerah, Badan Pengelola
Keuangan Daerah Can Dinas PendaDatan Daerah.

hatuidrielaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

DT.H.SYASRUL LIMPO, SH., M.Si., MH

F:q:



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 24 Tahun 2016

tentang
Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan

MAKASSAR 20T6



GI'BERT{I'R SULAtr'ESI SELATAN

PERATURAI GUBERNUR SIILAWESI SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 20 16

TENTA]{G

PENNSITTAN PruTANG PENDAPATA.I{

PEIIIERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATA.I{

DENGAN RAHMAT TUIIAN YA-ITG MAJ{A ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. baiwa berdasa;kan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2Ol0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

laporan keuangan pemerintah daerah harus berbasis

akntal yang tralsparan dan akuntabel;

b. bahvva untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih

yang dapat direaltsasikan \net rea.Lizable uoluej pada

entitas pelaporar Can entitas akuntansi, Pemeriniah

Daerah melakukan penlsihan piutang dalam laporan

keuangan;

c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

62 Tahun 2O\5 tentang Penyisihan Piutang

Pendapatan Pemeriniah Provinsi Sula*'esi Selatan

masih terdapat kekurangan dan belum mengatur

ketentuan tentang ilustrasi penyisihan piutang,

sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarl<an pcrtimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturar Gubernur Sulawesi Selatan

tentang Penyisihan Ptutang Pendapatar Pemerintah

FYo\.insi Sulaq'e si Selatan;

Menirnbang

d



lr'[engrngat 1 Undang-Undanq irc:;nor 17 Tahun 2003 ten-.alg

Keuangan Negara lLcmbaral Negara Repubiik

lnclonesia Nomor -1 '. Tambahan L.embaran Negiita

Republik Indonesi:i i'iomor 4286);

2 Undang-Undarg \-ornor 1 Tahun 200.+ tentang

Perbendaharaar.: ( I.ernbara;r Negara Repubiik I ndone s ja

Tahun 20C4 Nomor 5, Tamhaha;r L,embaran Negara

Republik lndonesia Nornor' 4355);

3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggungjarvab

Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tan:bahan

Lembaran Negala Republik^ lndonesia ]lomor 440O);

4 Undang-Undang Nomor 12 'l'ahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 32, Tamhahal lrnrbaran Negara Repuhlik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embararr Negara Rcpublil.r

Indoncsia 'l.ahun 20l4 Nonror' 244, Tambahal

l-r:mharan Negara Ilepublik Indonesia Nomo;. 5587)

sebagaimana tclah diubah beberapa kah telakhir
dengar: Undang-Llndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tcntang Pemerintahar Daerah (lemharan
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5g,

Tambairan Lerrrbarar Negara Republik lndonesra

Nomor 5679):

6 Peratrrran Pemerintnl.r Nomor 56 Tahurr 2005 tr:nL,rug

Sistem Irtiormasi Ker:angan Daerah (Lcrrrbaran l.icgala
Repubhli Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l3g,

1



Tambahan Lemba; a;r liegara Repubiik Incionesia

Nomor 4576);

7. Peraturan Pcmcr intair Nomor 58 Tahun 2005 tcnr-,airg

Pengelolaar (euang:rn Daerall (kmbaral Ncgara

Repubtk indonesia Tahun 2005 Nomor 1'10.

Tambahan I-enrbaran Negara Republik indonesia

Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keua-ngan Dan Kinerja lnstansr Pernenntah

(l,embaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia. I.lomor 46 1a) ;

9. Peraturan Pemerint-ah Republik Indonesia Nomor 39

Tatrun 2007 TenLang Pengelolaan tlEng/Negara Daerah

{l-embarar Negara Republik indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia 4738);

10. Peraturan Pemerintai Nornor 7l Tahun 2010 te ntang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Nelara

Republik Indonesia Tahun 2010 l.lomor 123,

Tambahan lembaran Negara Reprrhiik lndonesia

Nomor 5 165);

11. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapar Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013

Nomor 142 5l;

12. Peratrrran IUenteri Keuangan Republil< Indonesia

Nomor 69/ PMK .06l 201.4 tentang penentuan Kualitas
Piutang Dan Pcntbentukarr Penyisihan piutang,l.i,lak

Terbgih Pada .Kementerian Negara/ Lemba3a Dan
tsendahara Un-tuin llegara {Berita Negare Iicpu blili
Indonesia Tahurr 20 I .1 Nomor 556);

1



13. Peiatura-rr lv{enteri Dalam Negeri Nomor 73 Talun

2015 tentang Pedomar.l Penyisihar Piu tar-rg ci:rn

Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah

iBerita Negara Republik inConesia Tahun 2015 Nortor

t7521;

1.1. Peraturar lvlenteri Dalaril Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Penbentllkan Produk Hukum I)aerah

{Berita Negara Republik Indonesia Ta}run 2015 Nontor

2036);

MEMUTUSI{AI{:

Menetapkan PERATURAN GUBERI{UR
PIIITANG PENDAPATAN
SULAWESI SELATAN.

TENTANG PEI{NSIIIAN
PEMERINTA}I PROViNSI

BAII I

KETENTUAN IIMUM

Patal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud deirgan:

i . Daerah aclalah Provinsi Sulari'esi Selatan.

2. Pemerintah Dacrah adalah Gubernur sebagai unsur penlelenggara

Pemennta-han Daerah ]'ang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan l ang menjadi keu,enargan daerah otonorn.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulau-esi Selatan.

4. Pejabat Pengelola Keuangal Daerah vang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan 'Kerja Pengelola Keuangan Daerah I'ang

mempunr :Li tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dat-r

Beianja Daerah dan bertindali sebagai bendahara umum daerah.

5. Satuan Kcrja i'erangkat Daerai, selanjutn_\.a disingkat SKpD adalah

perarekat daerai pada Pemei:intah Pror.insi Sulau.csi Selatm selaku

pengguna anggaran / pengguna barang.

6. Satuan Kerjtr Pengelola Keualgan Dacrah, selanjutnr.a disingkal SKpKD

adalah per':Lngkat daerah pada Pemerintatr pror,,insi $ulal.esi Selatan



)

selaku pengguna anggaran// penggu nii barang, yang Juga melaksan:ri:an

pengelola.rn keualgan daerah.

7. Pengguna Anggaran/Baralg adalalt pejabat pemegalg kertenatrgatr

penggunaan a nggaran / barar g milik claerah untuk melaksanal<an tugas

pokok dan lungsi SKPD yang dipimpinnva.

8. Pejabat Penatausahaar'. Keuangan SKPD vang selanjutnya disingkat PPK

SKPD adalah pejabat yang melaksanakar fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD ada-lah PPKD

ya-ng bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

10. Akuntansi adalah proses identihkasi, pencatatan, pengukuran

pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadia-n keusrgan,

penyajian laporan serta pen ginterpretasian atas hasilnya,

11. Piutang Pendapatan adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada

. pemerintah Provinsi Sulaw'esi Selatan dan/ atau hak pemerintah Prounsi

Sulawesi Selatan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

peianjian atau akibat iajnnya berdasarkan peraturar perundang-

undarigai'i yerng berlaku atau akibat lainnya yang sah.

12. psnagihan adalah serangkaian kegiatan pernungutan pendapatan dan

pirrtang daerah )'ang diawali derrgan penyampaian Surat Teguran/Surat

Peringatan/atau surat lain yang sejenis untuk penagihan sampai dengan

penyampaian surat paksa dan/atau lelang.

13. Penyesuaial adalal transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk

. 
mengakui pos-pos seperti. persediaan, piutang pendapatan, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan

dan yang belum dicatat pada trarsaksi berjalan atau pada periode yang

beqalan.

14. Penyisihan Piutang Pendapatan adalah cadangan yang dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang pendapatan berdasarkan
penggolongan kualitas piutang pendapatan.
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15. Kualitas Piutang Pendapatan ada.lah hampiran atas ketertag:han piutarg

pendapalan yang diukur berdasarkal kepatuhan membayar keu'ajibeiL

oteh debitor.

16. Debitor adalah badan atau orarg 1'arg berutang menurut peraturar'r.

perjanjian atau sebab apapun.

17. Umur piutarg adalah jangka u'alctu dari tanggal jatuh tempo sarnpai

dengar tanggal pelaporar.

18. llilai realisasi bersih (rrct realizable uaJue) piutang adalah jumlall bersri-r

piutang yang diperkirakan dapat ditaglh.

BA3 II

TATA CARA PEUYISIIIAT PIUTANGT

Psral 2

Penyisih4n piutang dilakuk€n dengan tahapan:

a. pcnenrugn Jenis piutang;

b. pene.ltuar kualltas piutang;

c. penentuar begaran penfisiha-n piutang;

d. pencatatan penylslhan piutang;

e. pelaporan penylsihan piutang; dan

L ilustraal penylslh4rl piutang.

BAA IU

.IEIIIS PII TATC

Para! 3 '

Jenis piutang sebagarrnorB {iniq*oud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. piuLarrg dan pungutaa ppndEpatan qsli daerah, melipuli:
I ) piutalg paju_k dae6[;

2) piutang retribusi {9p1sb;

piutang hasil pengqfglqari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
piutang iajn-lain pondap€tan asli daerah 1.a-,rg saJ- .

1)

4l
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b. piutang dari perikataa, meliputi:

1) bagian lancar tagihan penjualan angsuran;

2) bagian lancar pinjaman kepada badal usaha mrlik daerah dan

lembaga iainn-va: dan

3) bagian lancar luntut:r perbendaharaal/ tuntutan ganti rugi.

c. piutang dari transfer antar pemerintallan, meliputi:

1) piutang transfer pemerintah pusat;

2) piutang transfer pemenntah lainnya; dan

3) piutang Lransfer pemerintah daerah lainnl'a.

d. piutang dari.penerimaan pendapatan lairr-lain yang sah, meiiputr hitrah.

BAE TV

PEr{EITTUAIT KUALITAS PruTA.IltG

Paral 4

(1) SKPD dan SKPKD rvajib melakukan penyisihan piutang berdasarkan

prinsip Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Valuel.

(2) Dalam rangka melaksanakan prinsip Nilai Realisasi Bersih (Nea

Realizable Talue) sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), SKPD da:r

IKPIO wajfb meqflai darr menentukan kuslitas piutang agar dapat

memantau dan mengambil langkah yang diperlukan agar hasil

penagihar piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

(3) Penllalan kualitas piutang sebagaimana dimg-ksud pada ayat (2)

dilakukan den gan memperttnbal gkan U mur Piu tang-

(4) Penentuan kualtas piutarg sebagairnana dimaksud da.lam Pasal 2 huruf
b diklaBlfi kaslkan atas:

a. kualitas lancar;

b. kualltae kurang lancar;

c. k'ualitae dlragukan; dan

d, kualltas macet.

i5) Pcn{lalan kualitas piuta;rg dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada

talggal laporan keuangarr.
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{11 Penetapan knteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis:

a. piutang pajak daerah;

b. piutarlg retribusi daerah; da-n

c. piutang seiain pajak daerah dan retribusi daerah.

12) Penggolongar: knteria kua-litas piutang pajak daerah sebaga,imana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dipilah berdasarkan cara

pemungul?rn, \'aitu:

a. pajak vang dibayar sendiri oleh rvajib pajak (sef asses-srnent]; dan

b. pajak,!ang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (oJficial csses-.men4.

(3) Penggolongarr kriteria kualitas piutang pajak daerah yang dibayar sendiri

oleh rlajib palal (self assessmenl) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang kurang dari

I (oatu) talun dihitung dul.i tsnggal Jatuh tempo;

b. kualitres kurang lancar, dapat ditentuksn apabila umur piutang 1

(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh

tempo;

c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari

2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal

jatuh tempo; dan

d. kualitas macet, dapal ditentukan apabila umur piutang lebih dari 5

(lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo.

(4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah (officinl assessnznt/ sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang kurang dari

I {satu) tahrrn dihitung dari tanggal jatuh tcmpo;

b. kualitas krrrang lancar, dapat ditentukan apab a umur piutang I

(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dar-i tanggal jatuh

tempo;

c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari

2 (dua) tahun sampa-r dengan 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal

jaruh tempo. dan

-8-
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d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutairg lebih dari 5

(lima| tahun dihitung dari tanggal jatuh ternpo.

Pasal 6

PenggoLongar krireria kualitas piutarg retribusi daerah sebagaimara

dimaksucl cialam Pasal 5 a1'at (1) huruf tr dapat dilatukan dengar

ketentuan:

a. kualiias lancar. dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol)

sampai de:rga.n I (satui bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang I

(satrl) hulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dihitung dari tsngga.l jatuh

tempo;

c. kualitas cliragukan, dapat ditentukan apabila umllr piutang 3 (tiga)

bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dihitung da:-i tanggal

jatuh tempo; dan

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 12

(dua bclas) bulan dihitung da-ri tanggal jatuh tempo.

Ps.sal 7

(l) Piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah sebaga.rmana dimaksud

dalam Pasal 5 a1'at ( 1) huruf c terdiri dari:

a. piutang denda pajat daerah;

b. piutang denda retriL'usi daerah; dan

c. piutalg selain denda pajak daerah dan denda retribusi daerah.

l2l Penggolongan kriteria kualitas piutang denda pajak daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada penggolongan lriteria
kualitas piutalg pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal .5 ayat (3)

dan arat ({).

(31 Penggolongan kritena kua-litas piutang denda retribusi daerah

setragainana dimaksud pada ayat {1} huruf b berpedoman pada

penggolongan kriteria kuaLitas piutang retdbusi daerah sebagaimana

dratu r dalarn Pasal 6.
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(1) Penggolongar lnteria kualitas piutang selain denda pajak Caerah dan

denda retribusi daerah scbaga.imana dimalsud pada ayat (1) hurul c,

dapat dilaliul<an dengan ketentuafl .

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol)

sampai ciengan I (satu) bulax dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang I

(satu) i:ulan sampai dengart 3 (tiga) bulan dihitung da.ri tanggal

jatutr ternpo:

c. kualitas diraguka:r, dapat ditentukan apabila umur piutang 3 (tiga)

bular sarripai dengan 12 {dua belas) bulan dihitung dari tanggal

jatuh tempo; da.n

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari

l2 (dua belas) bulan dihitung da-ri tanggal jatuh tempo.

BAB V

PENENTIIAIT BES.AXAIV PENYISIIIAN PruTAI{G

Pacal 8

Penentuar besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun

(periode pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 2 huruf c,

diklasihkasikan atas:

a. kua-litas lancar, sebesar 0,5% (nol koma Lima persen) dari piutang dengan

kua!itas lancar;

b. kualitas kurang lancar, sebesar 107o (sepuluh persen) dari piutalg

dengal kualitas k,:rang lancar;

c. kua,litas drragukan, sebesar 507o (lima puluh persen) dari piutang dengan

kualitas diragukan setelah dikuralgi dengan nilai agunan atau nilai

bara,ng sitaan fiika ada); dan

d. kualitas macet, sebesar I007o (seratus persen) dari piutang dengan

kualitas macet setela,h dikurangi dengan nilai agunar atau nilai barang

sitaan (jika ada).
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BAB VI

PENCATATATI PEITYISIIIAN PruTA.I{G

Pasal 9

Pencatatan penr isihan piutang trdak tertagih sebagaimana dimaksud dala.m

Pasal 2 hunif cl. ciilakukan berdasarkan dokumen buktr memorial peni.isihar

piutang pada akJrii periode pelaporar atau tanggal pelaporan dan dicatat

sebagai nilai kotor {bruto).

BAB VIi

PELAPORAN PENYISII{AN PIUTANG

Pacal lO

(l) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 2,

hu ruf e meliputi.

a. beban penyisihan piutang; dan

b. penyisihan piutang tidak tertagih.

(2) Beban pcnvisihan piutang sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) hurufa,
disajikan dalam l,aporan Operasiona.l (LO).

(3) Penyisihan piutang lidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

humf b, disajikan dalam neraca.

BAB VIII

ILUSTRASI PENYISIIIAI{ PruTA.I'IG

Paral 11

Ilustrasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 2 huruf f,

tercantum datam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peratu rart Gubemur in.i.

BAB I,]K

I(.ETEIITUAI{ I.AIN-LAIN

Paral 12

Teknis mengenai pcnentuar, kuahtas piuLlng dan pembentukan piutang tak

tertagih pala SKPKD dan SKPD sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 4,

berlaku secara mutalis mutandis terhadap pen]'usunan La.poral Keuangan

entitas akuntansi dan entiias pelaporan Tahun 2016
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BAB X

KETENTUAN PERALI}IAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubemur ini mula.i berlaku, mala Peraturan Gubemur

Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang

Pendapatan Pemerintatr Prouinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi

Sularvesi Selatan Tahun 2015 Nomoi 63), dicabut dan dinyatakal tiCali

berlaku.

BAB XI

- KETENTUAI{ PEITUTUP

Pssal 14

Perarlrran Gubernur ini mr:lai berlaku pa.da tanggd diundangk:n.

Agar setiap orang men getahuinya, mernerintnhkan pcnguldarrgan Peranrlur

Gubcrnur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

,qelaLan.

Ditetapkan di Malassar

pada tanggal 12 April 2016

RrV UBERIflIR SIILAWEAI EEII\TAN,
a

AIIRUL YASII{ LIHPO,A.H.,U.8I,,M.H

Diundangkan di M akassar

pada tanggal 12 April 2016

](

,1\ll DAERAH
sT'I.AW'ESI 8EI,ITTAI{,

BDUL LATIF, M.S1, MM

BER'IA DAERAH PRO\4]'.ISI SULA\VDSI SEI.ATAN TAHUN 2O16 NOA,IOR 24

llri

an



LAMPTRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN GIJBERiTT'R SULAWESI SELATAN

24 TAHU}I 2016
12 APRIL 20 16

PEIfYISITIAN PIUTA$G PENDAPATAN

P ROVINSI SIILAWESI SELATAi{
PEMEzuNTAH

iLUSARASI PENTISIIIAN PruTAIG

1. Ilustracl Penylsihan Plutang PaJak Daerah:

A. PaCa 31 Desember 20i'+. terdapat pendapater pajak daerah yang belum

dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

sej umlah Rp20. 000. 000,00 dengar rincian set'agai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp12.000.000,00 memililo umur kura-ng dari 1

talu'n;
2) Piutang sejumlah Rp5.000.000,00 memiliki umur lebih dari I Lahun

s..l.2 tahun;

3) Piutang se;umlah Rp2.000.000,O0 memiliki umur lebih dari 2 tahun

s.d. 5 ta-\un;

4) Piutang sejumlah Rp1.000.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Pcnyisihan Piutang:

Ta].un
Penyisihan

Piutthg'Ilidak
Tertagih [Rp]

6 0.000
2s0.000

20 t4 [,ancar r 2.00 0. o0 0 o,5",'o

lO"/o20 t3 Kurang lancar 2.500.000
2012 Kurang L€ncar

Di-ragukan
2.500.000 tovo 2 s0.000

2011 1.000.000
1.000.000

1.000.000

50"/" 500.000
20 r0 DAagu-kan 50.J/. 50 0.00 0

2009 dan
sebelumnya \,tacet 100% 1.000.000

Jumlah 2.56 0.000

Kualitas Jumlah
(Rp)

Persrntase
Penyisihan

Piu tang
Tidak

Terta

20.000.000

Jurnal

I ra nggal Kode
Rekenin

1. 1.x.)a(.>cr Pe n]'isihan Piutsng

Dcbet Lrc d rt
R

Uraian

3l Des
20t4

!l x. x.)o(-x.x Beban Pe n_visitral Piutang
Paia! Tidak Tertagih

2.560.000

Da ak TidRk Terta ih

IT

2.560.000

I

I

l



B. Pada 31 Desember 20i5, terdapat pendapatan pajak daerah yarg belum

dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

sej umlah Rp2 5. 0 0O. 000, 00 dengan rincia-n sebagai benku t:

1) Piutang sej umlah Rp 13.000.000,00 memililc umur kurang dad I
taJlun;

2) Piutane sejumiah Rp6.000.000,00 memiLiki umur lebih dari I tahun

s.d. 2 tahun;

3) Piutang sejumlah Rp4.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun

s.d. 5 tahun;

4) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiLiki umur lebih dari 5 talun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Tairujl Kualitas .Iumlah [Rp)

Per3entase
Penyisihan

Piuta.ng
'lidak

Tertagih

Penyisiitarr
Piutsrrg Tidal(
Tertagih [Rp)

201s
20t4

[,ancar
Kurang Larlcar

I 3.000.000 O,5"/o 65.000
3.500.000 to"/. 350.000

250.00u20 t3 Kurong Lanca-r

Diragukan
2.500.oo0

,2,U T'2

2011
2. U00.000 50/. 1 .000.000

1.000.000Diragttkan 2.000.000 50%

2.000.000 10ff/oMacet 2.000.000
25.000.o00 4.665.000

20I0 dan
sebelumn a

.lumlah

Pada tanggal 3l Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000;00.

Berdasarkar data piut€ng Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan

piutang senitai Rp4.665.000,00, sehingga terdapat kekurangan cadangan

senilai Rp2. 105.000,00.

Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:
TanggaJ Kode

Rekening Uraian Debet
(Rp)

Kredit
{Rp}

31 Des
2015

9-x-x.rx xx Bebgn Penlsitnn Piulang
ielaJ< Tidak T

Penyisihan Piutang Pajal
Tidak Tertagih

2.105.000

1. 1.x.:o<..:oc 2, i05.000

C. Pada 31 Desember 2O15, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Kctetapan pajak Daerah (SKpD)

sejumlah Rp23 OO0.000,00 dengan rincian sebagai ber il<ut:

l) Piutang sejtrmlah Rp 15.000.000,rr0 memiliki umur kurang dari I

tah u n;

2) Piutarg sejumlah Rp5.600.000,00 melniliki umur lebih dari I tahun
s.d. 2 tahun; 1

I

tol6 |

I



3) Piu tang sejumlah Rp2-000.000.00 memiliki umur lebih dari 2 i-ahun

s.d. 5 tahun:

4) Plutang se.iumlah Rp400.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penl isihal Piutang:

I l-ersenlase :

Tahun Kualitas

20 l5 Lancar
2Ol1 Kuran l-ancar' 3.00 0.000
20 l3 rirn l,ancar 2.600.000 t0",,"

20t2 D ira slr k itn 1.000.000 5ovo

i

Jumlrh (Rp) 
I

Penyisdran
l'iutang
Tidak

'ierta

0 50/o

109',.

"/"

I'e nf isilurl
Piut.eng Tidak
Tertagih (Rp)

300.0 00
260.0 0 0

20 I I Dii-a kan 1.000.000 5t)

500.000
500.0 00

2010 d.,lr
sebelumnva NI acet 400.o00 to09'"

.iumlah 23.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000,00.

Berdasarkan dara piutang Per 31 Desember 2015, j umlah penyisihan

pirrtang ocnilai Rp2.0J 5.Otlt),00, sehingga terdapat kelebihan cadangan.

Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 Cdak diakui adanya bebar-r

penyisihan.

De bet

31 Des 2015
1 . 1.x.ro<.pr

2. Ilurtrael Penylrlhan Plutang Retrtbucl Daerah:

A. Pada 3l Desember 2014, terdapat pendapatan retribusi daerah yang

belum dibal,arkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retrrbusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah
Rp480. 000.000,00 den ga-n nncia:r sebagai berikut :

1) Piutarg sejumlah Rp25O.000.000,00 memitiki umur 0- 1 bulan (kualitas
lancar);

2) Piutang serumlah Rp120.000.000,00 memijiki umur >l _ 3 bulan
(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiLjki umur >3 _ 12 br,rlan

(kualitas diragukan);

4) PiutarLg sejumlah RIr30.CJO.000.00 memitik. umur > I2 bulan {kuaiitas
macet).

400. oo0
2.035.000

i 5.000.000 75,000

Tangga.l Kode Rekeniag IGedit
R

9 . x. x. >or.:oc Tidak ada urru1l

Uraian

Tidak ada jumal



Umur
piutang
retribusi

0- I bulan

Kualitas . i rr mlah
Persentase

Penyisihan Piutang
Tidali Te

I-ancar 15 0.0 00.0 00 0

I 2 0.00 0.000

80 ooo.000 5 09ir

r 009.i,

Penf isihan
Piuta!g Tidak

Tcrta

1.250 000

12,0 0 0.000

40.000.000 l!irog uko n

l1ac.t 30.o00.000
JLrmlalr .130.000.000

I

>1 - 3
bulan

!iurang
Lancar

>3-12
bulan
> 12 bulal

Jurnal

TalpgaI

3 0.000.000
I as. zso.ooo 1

-(ode
Iiekcn

9 . x. x. xx. ro(

Llraian Deix't
R

I(rcdit Utp)

83.250.000

PenJ.isihan Piutan8
Retribusi Tidak
Te

B. Pada 3l Desember 2015, terdapat pendap3tan retribusi daerah yang

belum dibayarkan narnun telah diterbitkpn Surat Ketetapan Retribllsi

Daerah (SKRD) atau dokumen lairr yalg dipersa-malan sejumlah

Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp270.00O.000,00 memiliki umur O- 1 bulan (kualitas

lancar);

2) Piutang selumlah Rp 120.000.000,00 :nemiljki umur > 1 - 3 bulan

(kualitas kurang lalcar) ;

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - i2 bulan

(kualitas diragukar);

4) Piutang sejumlah Rp3O.000.O00,0O memiliki umur > 12 bulan (kualitas

macet).

1.350.000

too/o

50"/o 40.000 000
>72
bulan Macet 30 000.000 30.000.000

83.350.000

't'e

Bebar Penyisihan
Piutang Retribusi Tida-k

83.250.000

Umur
piutang
rctrihr I si

Persentase
Penyisihan Piutang

lidai< Tcr Lagih

Penyisiharr
Piutang Tidak

Ter tagih
0-1
bulan

Kualitas Jumlal-r

L,ancar 270.000.000 o,50/o

i2.000.000120.000.000

Dira 80.000.000kan

Kurang
[,ancar

>l -3
bulan
>3-12
bulan

J umlah 500.000.000
100%

31 Des
20t4

| 

,." -.",,* 
I

I

I

I



5

Pada tanggal 31 Desember 2014 penl.isrhan piutang Rp83.250.000.00

Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015. jumlah penlisihan

piutang senilai Rp83.350.000,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan

senilai Rp 1O0.000,O0.

Jurnal pengaluan penfisihan sebagai berikut:

TaJlggal Kode D€ bet KreditUraiar
Reken

9.x.x.)o<.)o(

1.x.x.rc(.lo(

Bcban Penyisihan Piutang
Retribusi Tidak Terta

Pcnyisihan Piutang

100.00 0

I00.0 00
Retribusi Tidal( Te ilr

C. Pada 31 Desember 2015. terdapat pendapatan retribusi daerah 1'ang

belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat KeteLpan Retribusi

Daerah' (SKRD) atau dokumen lain ya-ng dipersamakan sejumlalr

. Rp450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp220.000.00O,00 memitrki umur 0- 1 bulan (kua.litas

lancar);

2) Piutang sejurr ai Rp 120.000.000,00 memiliki umur >l - 3 bulan

(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp80.Cr00.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan

(kualitas diragukan);

. 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,O0 memiliki urnur > 12 bulan (kualitas

macet).

Umur
piutang
retribusi

Penyisihan
Piutang Tidak

Tertagih

O- 1 bulan I-ancar 220.000.000 1.100.000

r2.000.000
>1 - 3
bulan

Kurang
[,ancar 120.000.000 to.h

>3- 12
bulan Diragukan 80:000.000 50%
>12
bulan

Jumlah 83.100.000

Kualitas J umlah

Tidak Te h

40.000.000

450.000 000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penfisihan piutang Rp83.250.000,00.

Berdasarkan da+-a piutarg Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan

piutang senilai Rp83.100.000,00 sehingga terd'apat kelebihar cadangan

senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak

dialiui adanya beban penyisihar

Per sentase
Penyrsihan

Piutang

3I Des 
]I 20rs l

I

] ,".", ] ,o.ouo.ooo | , oo* 3o.0uu.t)00
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L.l rairn Debet
it

Tidak ada jurnal

Tida.k ada umal

3. Ilustre.rl penyl3lhan plutang eelaln plutang paJah daerah dan plutang

retrlbusl daerah: .

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan lain-lain yang belum

d.ibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain

yang dipersarnakan sejumlah Rp480.0OO.0O0,00 dengal rincian sebagai

berikut:

1) Piutang sejurnlah Rp250.0O0.000,O0 memiliki umur 0 - 1 bulan

(kualitas lancar);

2) Piuteng sejurr ah Rp 120.00O.O00,00 mem.iliki umur >1 - 3 bulan

(kualitas kurang tancar);

.3i Piutang sejumlah Rp8O.O0O.O00,0O memiliki umur >3 - 12 bulan

(kualitas diraguka:r) ;'
4) Piutang scjumlah Rp30.000.OO0,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas

macet).

KuclitaS Jumlah
Penyisilnrr

Piut-aog Tidak
Tertagih

0- 1 bulart
Iancar 2s0.000.o00 0,5v" 1.250.000

>1 - 3
bulan

Kurang
[-ancar 120.000.o00

D u-kan 80 000.o00

IV/o 12.000.000
>3- 12
bulan 50"/o

100%

40.000.000
> l2 bulan

I,lacet
Jumla-h

30.000.000 3 0.0 00.000
83.250.000

UEur
piutarg
Selain

Pajak darr

Persentase
Penlsihan

Piutang
Tida-k TertagihRetri SI

Jurnal

IGed.it (Rp)

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan L:,in-lajn yang belum

dibayarkal namun telah dilerbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain
yang dipersama-kal sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rinciaa sebagai

berikut:

Targgal Kode
Rekening

Kredit
{Rp)

3l Des
2014

9 - x. x. ro<.ro<

1.x.x.*.)o(

Tanggal Kode
Rekening

9.x.x.)o(.xx

Debet

-. {Rp)
83.250.0003l Des

20t4
Beban Penyisihan Piutarlg
Lain-lain

Penyisitlan Piutang
i^ain- lain ta-k Terta

Uraian

83.2 5 0.000

I

I

I

480.000.0c0

I 
t.x.x.lo<.rc< 

|
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i) Piutang sejurnlai Rp270.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan

(kualitas lancar);

2) Piutang sejumlah Rp 120.000.000,00 memiliki umur > I - 3 bulan

(kualitas kurang lancar) ;

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan

(kualitas diragukal);

4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur > l2 bulan {kualitas
macet).

Umur
piutang
Selain

Pajal darr
Retribusi

Persentas
Penvisihan

Piutang
Tida-k Tertagrh

Penf isiharr
Piutar g Tidak

Tertagth

-Tel
Kualitas Jumiah

0 I bula.n Lancer 270.C00.000 0
>l - 3
bulan I20.000.000

Macet
Jumlah

Pada tanggal 3 1 Desember 2014 penl,isiha-n piutang Rp83.250.000.

Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penl.isrhan

piuua.ng senilai Rp83.350.00C,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan

senilai RpI00.000,00. Jrrmal pengakua-n penlsihan sebagai b:rikut:

Kredit
Tanggal Kode

Rekening U rs ian Debet
{Rp)

3l Des
2015

9.x.x.)oi.rc( Beban PenyisitEr Piutsng
lain-lain

ro0.000

1.x.x.)o(.)o( Penyisihan Piutang Lain-
.lain Tidak Tertagih

100.000

R

C. Pada 3i Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi yang belum

dibayarkan namrtn telah diterbitl<an Sllrnt Ketetapan atau dokumen la.in

1'ang dipersamakan sejum1ah Rp450.000.000,00 dengan rinciaL:r sebagai

berikut:

1) Piutarg sejumlah Rp220.000.000,00 mernjlikj umur 0 - 1 bllan

{kualitas lanca-r);

2) Piutang sejumla,\ Rp120.000.000.00 rnenriliki umur >i - 3 bular.t

{kuaJitas kurang lancar);

Kurang
Lan car

>3- 12
bulan
>12
bulal

Di kan 80.000.000

30.000.000

12.000.00010v.

40.000.00050k

J0.000.000100%
500.000.000 83.350.000I

I

1.350.000 l

I

J umal:

I

I
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3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - L2 butan

Ikualitas diragukan);

4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur > 12 bulan {kualitas

macet).

Umur
piutang

Se Iairr
Pajak darr
Ret..ibusi

Persentase
Penyisihal

Piutang
Tidak Tertag:h

Penyisihan
Piu-€ng Tidal<

Tertagih

0- 1 bulan
>1 - 3
bu lan 12.000.000
>3-12
bulan
>12
bulan

Pada tar.ggal 31 Desember 2014 penyisiha-n piutang Rp83.250.000,00.

Berdasarkan data piuta-ng Per 31 Desember 20i5, jurnlah penyisihan

piutang senilai Rp83. 100.000,00 sehingga tetdapat kclebihan cadangan

senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak

dirilui adanya beban penyisihan.

Uraian

fida-k ada juital

Tidak ada urn-al

Rlv
sI'II\WEBI EELATAI(,

t
S\

RUL YA8II( L o, a.H.,M.st.,M.Ir.

o

D

Kualitas

Lalca; 220.000,000 o,svo I 1.100.000
Kuralg
l-ancar 120.000.000

Diragukal 80.000.000 50% 40.000.000

1009/oI{acet
Jumlah

30.000.0o0
450.000.000

30.000.000
83.100.0c0

Tanggal Kode
Rekening

Debct Iftcdit

3l Des
20L4

f .i.x-ii.:ci

1.x.x.)o(.xx

il

I

Jumlah

I
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2O15

TENTANG

PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIIG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bahrva berdasarkan Peraturan Penrerinuh Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

laporan l<euangan pemerlntah daerah menggulrakan

basis akrrr al;

ir. bahu'a untuk men],ajikan piutang dengar.r nilai bersih

l,ang dapat direaiisasikan \net reatizable ualuel pada

' - 
. entitas pelaporan'dan entitas akuntansi, Pemei-intah

Daerah melakukan penvisihan piutang dalarn laporan

keuangan.

c. bahrva berdasarkan pertimbarrgarr sebagaimana

rlimaksud dalam huruf a dan huruf l;. perlir

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatarr

telrtang Penvisihan Piutang Pendapatan Penreritrtal.t

Provil.t si Su larlesi Selatan:

1. Urrdang-Undang Norrror I / Iahun 20L)3 tentang

KcuariElarr l{ctsara (Lembaran l',legura l{cputrltli

Inclonesia Nomor 47. Tambahan Lembaran Ne giu a

Itcpublik lt.tdorrcsia I{orrror .1286);

2 Urrdang-Undang Nomcr I Tahur.r 2OOi tentanq

l'r'r lrcnrlahar';ran { l,enrbara n Negara liepu bl il.. l l(l(,n.'sr ;,

l'1c n gin ga t



-l:iirrrn 200.1 Nomor 5. Tambahan Lemoa^r;rn iicgerra

ilep u bfik lndonesia Norr,or 4355):

I i- lldang Uridang Nomor 15, T:rhun 200.1 tentang

['erneriksaarr Pengelolaan dan ]'ang,gu ilq,a\\ al)

i\. 1r,!nqan Negara (l-embaran Negara iicoubiili

iirrit'rnesra Tahulr 200+ Nclrnor 6r). .liirt:irairan

., nlllaran Negar-a lReprrblrl< Irrrloncsra Nl)lnor -i-l()lli.

I i.:rilanq-Ur.rdang Nonror 23 'lahun 201+ l(:'ntzurg

l'erneriirtahan D:reral-, (Lemiraran Ncqara t{epul:llili

in(lonesia Tal.run 20l4 Nomor 2,1+. l'anrbaharr

L-er,lralan Neeara Reptrlrlik lrrrlonesja Nomor 5.i37)

spl)ag.url)arla reiah diubai.r belrciapa liali rtralihir

rlenean LI ndang- L) r'dang Nomor !) Tal)ur'r 2015 lcnlans

Perrrbahan Kedua Atas Undang Urrdarrg I',lonror' 2.1

'lahun 2014 tentang Pemeirntaharr' Daerah {L('r)rtr;rr.rn

Negara Republik Indonesja Tahun 2015 Norrror 5E.

l'anrbahan irmbaran l{cgara liepublili Irriiurrr:si.r

Norror 5f--79):

5. lreraturan Pemerintal.] Nomor 56Tahun 2005 Lentang

Sistem lnformasi l(euangan Daelair (Lenrbalarr Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor' ]38.

Tambahan .kmbaran Negara Republik Inrlonesia

I'Jornor .1576):

iJ I'eratuian Pemenntah Nomor 58-l'ahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembarar, Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i40,

Tambahan Lembaran I',legara Republik Indonesia

Nornor 4 5781 :

7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan lieuangan Dan KrnerJa Instansi Pemerintah

{Lt-rrrLararL llegara Republil< Incloncsia Iahun 2U0b

Nomor 25, Tanrl-.rahan Lembaran I,,iegara RepubIk

Itr dorirsia I'lurrrur 461-1):

,9 Pcraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39

Tahun 2007'l'entang Pengelolaan Uang/Negara Dacrah



llenrb:rran fieear-a Republik Indonesia Tahun 200i

Noilo. 'ql. Tarnoahan Lembaran Negara.1738):

!r. Per-at,-rrair Femerrntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Sianclar .\kuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

llr:pLtblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165.

lanrbahan l-c:nbaran Negara Republik lndoncsia

Norrrrr 5 i65).

ir) [)craiLiian lrlenteli Dalam Negeri Nomor 6.1 Tahun

2Ll I 3 t(intang Penerapan Standar Akuntansi

f'erner rntahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

I)irr!ill) rlienlil Ncgara Repubiil< lndonesia Tahurr 2013

Noriror 14251:

l1 I)erirtr.rran Nlcnteri lieriangan Republik lndonesra

Nonror 61),/PN{l(.C6,t2gr* tentang Penentuan Kualitas

Piutang Darl Pembentukan Perryisihan Piutang Tidak

Tcrtaqih Pada Kementerian Negara/ Lembaga Dan

licndahara Umum Negara {Seliti:r Neguru Rcpublilr

lrrcioncsia 'lahun 201{ Nonlor 556!.

l2 Pcratrtlar: Ivlenten Dalaur Negeri Nomor 73 Tahun

2(l t 5 tentang Pedoman Penr-isihan Piutang dan

fenl isila9 - Dqna Bergulir. - Pada Pemerintah, -Daerah

(Rerita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1752):

MEMUTUSKAN:

ivlr,nct;rpkan PERATURAN GUBERNUR
PIUTANG PENDAPATAI{
SULAWESI SELATAN.

TENTANG PENYISIHAJ{
PEMERINTAH PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

i);ri:rnr i'r'raLrrran (,ubelnul ini lane clintaksucl dengan:

I Pr:rncr.rntrrh Lriicrah arlal:rlr Ciubcrnur sebagai unsul penrelenEgara

i', :,ri ',r r),., i)t4.r.ttr ,. r:tX :i:r:rlii,-:prn pel;iksaltaa;t tri.ilsain

i)"ilr:r lIri.i i tiii iritq rii,'Illit(ii ir,'.., enatrgan (iaeralt otollot-n



ii, r;irqar i-lrc;3|1 . o,,* seian.lLrtr\.a disingkat PPKi)

S.rl iri.ir i\e;l:r Pengelola lierrangan Daerah \ arlq

s :r,'iaiis:ri;'.liirn pengeloi:ran .\PBII dan l:rerrrndak

, .t:l l i:l rlir'r;ri

i,' ., r.. r i',.::r::ii..,- L)ircralr. selan.lLtt;tra allsll-tgkali ShP[) adalalt

r,. . .. i.., ..,, r.:i- ;.;r,i.r J)r,r'.:;r:,,r S,-rlai,,esr Sr'l,itlrn sclaliu pe:lggut,a

:i'i. .i:.'ii lr il{q'.:ili1 :r.i,.:LIlq

, ., i.r r i',,rIrI, Iir,Ir l\r'Lt.1ltg;rr) l-laclalt. sr:lan.trrtr)\a disingkal SKPI\l-)

rl:, r; ir. Li:q!:,ri i;r,rrlr t-.;rila l:'r'o', |l-,sl SLlli.rrrr-sr ,Selltt:rn sei;rliLt

:), l ::.1 r:r.1 ii:l1l:irill, l\itn{.lrilril l);tfanil. \an8 lul{i1 rlrclaksarlakaln

. 
. 

t.,,: i.,.,.,:ii.ll ,l.r,.t'-lt

Ii rrr]r:,rrrr,r \nqr,.ar;rn Iialanq lrclalalr l)e]al)at lx,ntegang lie\\cnar-rgan

l)cnliqrirlililli ilnggar:in.l barar r g nrilil< daelah urrtuk melaksanakan tlrgas

poli'rl. rlarr fLrnesi SIiPI) \ arig diprmpinnla.

l't'lirlral F'rn:rtausallaan keuangall 5l\PD vang selan1utn)'a disingkat PPK-

!ilr.lt) ,rri;rlah llclallat \ang nrelaksarrakan Iurrgsi tata. usalra keuangan

I)a.1. r :i l\ Frl)

llcrrrlai.iar;r lJnrurn Daerai lang selanjutn-\'a disingkat BUD adalai PPKD

rarq l)er1rn(litk {lalam liapasrtas sebagai bendahara rtmun] daerah.

\liurlilrlsr adalah proses identifihasi. pencatatan. pengukural.l

Jrcrrr,,lilirsilrliasrar'r. l)cngikhtisalill. tlansal<si dan lie.jadian l<eualgan.

nl.n\i1llan l.-rpor an serta pengin terprctasian atas hasilnla.

I)rutang ['enclapatan adalah lumlah uang _\'ang rrajib diba1.-ar kepada

l)err)crintah Provinsi Sulas'esi Selatan dan/atau hak pemerintah Provinsi

St-rl;ir,, r:si S,,-l.ltan -\ ang dapat clinilai dengan uang selragai akibat

l)cIlirir.ralr ,rtaLr .lliii):it lairrnr a berdasarl(an Dcraturan perul)dang-

un(lilrrsan ..ang trcrialiu attau al(il)at lainn|a rang sah

I 
r 

, ' 1 1 , i 1 
, 

1 | , .1 ' I ,rllii;.lr s, r;Urp-kaiar l:eer:i1a! llcrlrLtltgLllilr) itendaJlatan dair

i)rlrlaf !r. (1.r.'r;ril rang ritauali denqalt pen!an:1taian SLrral Teguran,/Sural

l)cnng;rtal]. .!t.rll sr]rilt lairt rang selenrs untrr]i Penaeihan sarnpai dengat.r

irpn\:rnrp:rian srrral 1:alisa clan /;iraLt lelane

j', l r ', , :: L r : l r . l r : ri.irri;rit ,:ansatltsl ilen\'(-'sr.tltlAn ir;rrl; ;rkhir Pr.it()(1c '.lrltllii
irl'r:t.ri tlr :r r.r ;, r:: ::-ir, rl1 It, i:;,.it:,itit. JltL.ltirlrf l)rtiiLlili)aian. Lllang (lal|l

l()



i.

1{r

l;

t._,

i'l

2\l

.-,-.: r,i:' i:1il!, 1,.':li::.rr'.I] rlCnqait .i(lan|a perbedaan \\aktU pencatatan

,ilr:' '..,1:t r,:l',rrri,irra:ai i)ii(ia ttalts:rl{si berjalan aiau pada pcriodc lang

:, :',..:

l'r'r,.:r,r:r,: r r'ri,iiri:.1 il:nil,iir:rt:r| ;rdalah cadangan \arng dibenluk sebesar

ii.r\r.i:r r_!. :,,:ti,..r i !lii:t ltliL t ItiLitanq llcrldapatan l;t:rdasarkan

l, rir,l ,1,,:,ria:r i:Lr ri;iirs ;-.iiil;rrq pendapatalr

\jrilirI.r.. i iii,,i! ,:r i.ur,r;;rn arlalalt ltam;,iran iliirs kctcnagiital J)ruting

i,,'i,iii i ', iririt lr l.Lr: ir,'id;rs,ilkan k('p:rlLrlriin rIr('lnt)a-\ ar licitaliltait
,,., t ,t ,: :

i'tIirr,,r ., .ri.iir i,,r11;,n iriart ol'an!l rarnq ltt:rutatrq ntenurllt lleratuial]t.

i), r:.rii i.,r .lljl!r st'l).11r .ri),rir11li

l 
) 

c ' r r r :, I r . t 
1 
r L t rl.rtliu.rn pru ta n g. a dala h pengurangan ptutang Can I)et-l\ isiharl

piLtlirrrq '. irire, tidak tert:rgrlr \ ang tercatat claianr neraca.

[)cnr.rhapustagihaIl pruiang adalah hiiangn\'a hak tagi]i dan/atau hak

IIli.nr'rllr):i raqllla;, .ll.r\,larr.r l:rtttanq

ilnlrr Irrrll.\tis rrtliLlirlr .j:rnglia ','aktu darr langgal latull teinpo salul)ai

clcrr:1rn t an grla I pelaltor':rrr

l'.lilar rcirlrsasr bersrh (rrer reolizable ualue) piutang adalah jumlair bersih

I)iutang \ang diperkirakan dapat ditagih.

Rcstrrrktulrsasi adalali 
.'upa1a 

perbaikan vang :iilakukan Petabat

lrenrlt'lola lieuangan Daerah selal<u Bendahara Umurn Daerah terhadal)

l)(.1)ll()r \ainp rncnrlalanri kesulilrrn rlntLlk mentelrulri licrrajibanu_ta _rarrrg

rttt-lrlr,ttt I)'lltbeIlrn k^nng.rnarr perscluJuan aDgsLrriln. atau pcrseluJuall

ltt,rr Lr nrla;in llcrlltar ;-. ran pr u tan g pcndapatan

BAB II

TATA CARA PENYISIIIAN PIUTANG

Pasal 2

l'i'rrr i sr h;rr yrr u t.rnq cl rla k Lr liar r ilengan !aha Pzir-r :

;r lktlrenlLtiln ,' rtiS .lcIrs Jltr.ttilng:

i'^:., . . ,r': ..,..:

''r'l ,,i: 'J r,, ,,\.'.r1. lr, i'_ :\r;t ri i : l , 
"

1



: i ll l .:

BAB iII

JENIS JENIS PIUTANG

Pasal 3

', r.,s t('i:1., 1r' . 1111g s,-D.q.r:i;i.,i.r iliti]itiisLlri rliLlatll ir'asal 2 ltLt: uf a nrellpLlti

. :i rj.i:rt lr: l'lrtriqLttr:rt i', t: l;ttt.tr:l;r '\:iL, I)it.'r-tl_,. iitriar';l lairr l)crtrllr

i,,,,].i,.,,,.,'r

.rr ilrLliiIni l.l('tIilrLlSi.

ll l'rLrtalrLt llasil Pen qt: lolir:tr'l I(ek:r\aan l)aerah r:rtrg I)ipisahkan. clan

.ll rr llrit!, l,ain-lain PAi) \'anc Sall

l, I'rutiurg rltur I'r'rilrelr,tn. ;rntara iain:

1) Ilagr,Ur l,;rncar-lagihan [)enlualan r\trgsurarr:

2l illgr;rr l-;rnrai Pinjanran kel)ada IlliNll) rlan lrrnlrall;r L;rnnra:rlar.r

.l! Ijilqr.ii: l,i]lrcar Tllntula.in Per-ilc:tdahar;ran,/ lunlrltalr Llantt I?ugl

( l'rLrlinrg rlirr r'l r :rrrsfer .\ll;l [\rnlerlttal']arl't. allt:rra lau'l

I I I'nl1,ln1l I rer:;[r'r [).'r]'r.rir'r1;rh PIr'::'llr

.-li l'rut;lrr:'lrans[ei- [).'tn('rir]tilh lairrtrra. rlan

lr Iiut:rrr''l'r-.',rnsfer IJenie|lnfah i)aerah lairtrtra

ti l'rrrtirrrg rl,rri I)t-ttctirttaalr I'cndapatan I-lLirr Llrirr \i1ng Sirh. antara lailr

l-'{r br ir

RAR TV

PENENTUAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 4

rlr SNI'l) clan Sht'jKL) rralrlr melakukan po.rlisihnr'r i)iulang berdasi(ri{an

pr insrp klhrrti-hatian.

i.ll .l )irlain ;;trlqlia inela listrrr alian pnnsip kehir-,r-lt;rti;lt sel)agaiman.l

,1,1;11,i .111 : p;ril:i :r-.:r1 !, SKPaI .la,r sliiirl\l) r,.aiii: n.rcnilai ci:lt

[l( ],.ltr1r .il liilaiiiits ltirrt:rrril ;,{:tr' (l;tl)att iltr'lllilitt.iu ,lirrr ritr:nqalni;ii
1



l) l: . i,1lr lii:, l,,ir'lrrr,i lrrtr"rti.

, Lrr:ilrl;r.,iir;rqrrk:ur. tinrr

(l l\.i i rlr rii s r:iit( ('t

l:l fi.nrl;.rarr LLl..lrtils l)iLrtang dilakukan irerdasarliair konciisr lrit-ttaDg pada

lanlMaI lr: 1,'rriln li('Ll:u'lgaI1.

Pasal 5

(Ir [r(.n(.riif,irn liliteria ktralitas prular)g berdasarkan pcnggolongan jetris

Pltll:l llgl

a l)r Ll La nB Pajak Daerah.

l) pr u tang lietribusi Daerah:dan
( I)rLltang scl;iirr Palal.l Daerah dan Retrlbusi Daerall

l2) Pt,nggolongarr krltcna kualitas piutang paJali dile ral) sebagarmana

rlinralisr-rrl Dada avat [1) hrLrrrf a dapat dipilah berdasarkarl cara

l)cm Llrl gLl ta11. \ aitu

a. Pajal( r'ang dibavar sendiri oleh u'ajib pajak (sel/ ossessnrerrt); dan

b l'at;rk,\iu1g ditetapkan olch Perner intalr Daeral] (officrcl assessnent).

ll) Penggolonga:r l{ritcria kuaUtas lriutang pajak daerah lanq dibalar sendiri

olel .1 ;11j11 irr jall (scI[ asscsslr(-rl) .ie]rrt{zaimane dirnlrlrsrrd pada a-r'ar (2)

hur ul a drla.liukan riengan ketentuanl

a lirralitas Lancar'. riapat clrtcr.rtukarr apaLrila rnetrrr:rrulli salah s:rtu

i.r l"rt,r ' itl,,rrr;h rni

lt I.l;:lr ;)iui:rii; li.ir.ind tlrrri 1 (s;rtu1 lallt!r (irillLlng (iirir I;rn'{ilal

liriU lr i,'rrDir D,'r:rlrar ar nn pajali:
1



3

2) '"\';rliir pajak nren\etuiLli hasrl pcnrenksaan \ang menvebal)kan

irclu lrahnr a lunrlah pir-rtang.

3) \\ alrl.r palak likuid. dan

+l \\ rr_ir1r i,ajak t;dai< r:tenga1rrlian l<eberatan/banding

ir NLlalitas i\Llranc l-ancar. rlapat tlitcnrLtk:rn apairila nremenuh j sa]alr

s.i,,l kt','. ra dibauah i:rr

ll Urrilr plutang I {s.rtul tahun samirai dengan 2 (dLtal t:rhun

clihrtLrng (ian tan!{gai larlrir rempo pembalaran pajak:

2i \\;Ljiir p:r1ali nrcnrettrjrrr sebagian hasil pcmelilisaan: cian

I \r. airlr pa j:rk mengajLtka|i liel)cratan/ b.m(lin{l

r lr ritlitlrs [)ir':rgLtkar. dal)ar (lrtentulian iipaitila rllernenLtlrl s:r]alr sall
li ritc na (liba\ia11 ilu:

li Unrirr piutang lebil, dari 2 (dua) tahun sampai tlerrgan 5 rlima)

ta h,lrr:

2) Wa:ib pala.k tidak menyetu.iui seluruh hasil peineliksaan; dan

.l) WaJib palak mengalami kesulitan likrriditas.

Ll. lirralitas N'1a(:et. dapat ditentukan apabila menrerluhr salah satu

lir itcria rliltarvah ini:

ll Urnur piutang lebih Cari 5 (lima) tahun;

2) Wajib palak tidak ciiketahui keberadaan n.\'al tidal( ditemukan:

3) Walib pajak bangkru t,/ meninggal dunia: dall

1) Wajib pa-ial< mengalami musibah lforce najettre);

(1) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah 1.ang ditetaplian oleh

Perrerirltair Daerah \officlal cssessmenfi sebagaimana dimaksud pada

arat {21 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a I(r-ralitas Lancar. clapat ciitentukan apabila memenuhi salah satu

k riteria diharvah ini

ll Umur piutang krr|ang dari I (satu) tahun dihitlrng sejak tarlggal

berakhirnya masa pajaki dan

2) Wajii,r pajak tidak mengajukan keberatan,/ band ing.

tr. liualitas Kularrg Lancar. dapat ditentukan apabila memenuhi salah

satrr kr i'er ia dibarrah ini

l) Umur piutang I {satu) tahun ampai dengan 2 (dua} tahun: dan

fI \\alrh pajak merrga.ukan keberdt.an/bandinq

,- lirralitas I)iragukan. dapat diterltukan ciengan krilerie

l) Urnrrr pirrtang lebilr d*;-i 2 (dua) tahun sarnl)ai clcrrgan 5 (lirra)



1r ii.r1;:, rtillir.li Ilrtilqiilat:ltl Inusil)ah l/or(€,ntat?eilral ,iati-l

;t a)l)r \ i)al:r!i r,,lair rLlsak ataLl hrlang schuti,.sl:i it(l::ili (l,tltai

,lr il r Lr ,,ii,rit la qr

Pasal 6

l'err.r3i,,olorrg:rIr liriteri:r l<Lralitas Piutang Retnltusr L)acr zrh st,l\rqaulan.:

rlin.trrl,srrrl rlrillrrrr F'asal 5 ;ivi1t (l l I-rirruf b dapilt dilaliLlkal (le ngan

lielcr-rrLliirl

.r lirr:rlrt rs I-ancar. rlapat clitelliLlkan apablla u'tell'terrulri sill.rlr satLl

liIrIer r.r (ll1)a\\'alr rri

ll Unrrrr prLrtang () (nol) sanrl)ai dengan 1 (satu) bulan. dalr
'2,1 []elun1 sarnpai tanggal jatuh ternl.ro sebagairnar)a lang clitetapkau

rialarl surat ketetapalr dan surat tagihan retrilrusj rlaelah

lr l(ualrt;ts lir-rrang I.itrrclu. ilaP.rt drtentuliarr irpulrrl;r rn('urr'rilhi siilaiir

sirlll kl'tt('r ra drllarr;rh rni

ll Urrui llrutang I (satLrl llulan sampar delrgar] 3 ttrga) bulan: dan

2l .\piilllir r\alib retril)usi l)elum melaliul<an pelunasan dalam

iarlqli.r \\ aiitu I {satul bulan terhitung selali tanggal Surat
'['aqiii e i r Pert.ir]iit

/ l\ualrl;is [-)rr:rqul<r.[. dapat ditentukan al)t1l)ila nrr,'rrlr,ririhi salill] sai.tl

li riter ia ilrba rr a h uri

11 'L-irrrrr irr-r1:rng. 1 iri!,irr i)u]ai1-l sanlpiti (lengan l.l irlu:r itelas) i-rrrl;rn.

,lan

)l '\palrrl;r rrajrlr lltril;usr belum mclaliukan Dclttnasarr rlal;tllr

.l:rngll ,,,aklrr I lsatuJ bularc te:hitunu s('taI langgai Surai

i;rrgri,.r:r Ireclu;r



lij

li !]] r'

Pasal 7

i'(:lqq('i,)rqalr l.::rl.riii liriirlirirs i'r,-it,,r1].1 stl:iin [',iirrir i):r, r;iir riiu; i'.":-lirrsr

;trrr'r';tlr :r, lr;tLl.r1i:tirrri {IrirlirL:iLrII il.ri.rnt l'irsll ir .rr,r' i lill t: ,'.,1',

r iri,r Ii Lrl., r n (l('irllall li.lcnrrririr

.i l\ Ll it lr l.ils i-;lraar'.

.\pirirrla lrclurrr rnelaliuk;r,t 1tr:lurrasan sanlpai deng.tr't tanqgal tullLllt tcnll)(,

i hirr rtitetapkan

li l\ Ll zr lil as Iiur;tnq I-an(';tr.

\1r:tlrl;r ,l;r1., rr lalllliir \\.rL:tll I i:..!lul ltulun tcrltrttrrrg sclnl.l t.rngg.rl .irrr.rL

'l-lrqi hirn Irr'ri ;una t rrlir li r I rl:t liL t l<trr-t pcl U l-t:l s:l I l

, l\ Llalrlirs I ) it iigil i{:l I t.

'\1r;rlrilit cl,tlrrrrr J:rrrgl<a rrirlilu I (satu) I)ulan telhitLlng sejali tangg;ri Strlat
'l'agihan Irerlrra trclak riilakukan pelunasan.

a. : '(iiatir is Hta,:e.r:

\pirlrila rla)arn Jangka rr aktrr I (satll) llulan t(:rJ'riturlg sc jak t;rrrggal Sur at

'l'agrlran lietiqa ticlali ci ilak rr k;rn peltrnasan

BAB V

PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

Pa sal 8

I)enentuan Besalan Penrrsiharr Piutane 'l'idak Tertagih pada sctiap alihir

1,t1rrrrr {|r'ri(,,le Irr:lalloi;r'rt scbatlatttlirtta dimaksud tlalam Fasal 2 IruruI t
r lrlilasifika sika'r atas

rr liualrtiis larrcar. sebes:rr 0.5"" lrrol koma lima persenl dari piLttang dengan

L Lr;!lrr i,\ lar'r(.rr.

l, liit;riii;rs irLir;rrt.i,, ialtcrrr. sitiltsai lO"i, lscpulLlli pr:rs.nt clari l)i!llilnll
rlcrrri;rt: kt-t;rlit.rs littt;rnri irrirar. 1



il

BAB VI

PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 9

ii rr(rtrrjlll I'cr:..isii;rll F'r,r1;u't!l ll(lali -l'ertagtlt sl.irltqart:t:rll;r ajnrlrlisrjal (l;ililI]r

I;r.rrl 2 lirrltrl rl rlil:rllLrli:rr llt'rclasirrliarr (lolirilllcn lrLtlitr rrtcnr,r'r:rl l)(rr\isrllirl

l)rrtir-!Lq, t,-;r(la alllrtr' 1x'r'rorlt-' pcl.ipolirrl, tan€lg:rl Il('la1l)orln (liul (llcatlat scl)atgill

nrl:ir lio i(, r 11)r'Ll:la))

BAB VII

PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANC

Pasal 1O

(ll .11'lal)orarl . lli'!rl.isihatt i)rtllang sebagairtana <litttrtksrrrl rlalarn []as:rl 2

irrr rLrl,, rrrllipLrt i

l II'lrirn Pcrtlrsih:ur IliLlllurq. dirn

b. [1 n\'rsiha:r piulang ti(]ill( tcrtasih

l.2l Rebrn irenrisrhan piutanq sebagainana dinral<srrci oirrlir arat il) hrrrrrf :r

clisalrl<an <lalanr Laporarr ()pr:r2.ie11tl1 (LO): clan

1.ll Pcrrrrsiharr piulanq lidAk tertagih sebagairrana rlim;rlis;ucl 1:arla arat (l)

hrrrul ll <lisalikarr rlaiarr ncraca

t,

BAB ViIT

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 11

i) rt r' it:t l :,, 1r:ri1;riir;rna clirn;tksiiriir. D qh a l)r r:r;r r'l

nrllttrrr ti



:

ir. Perr gha pu stagiiran.

')l i'enghantrstagihan diajuki.rn srtelalr lertar ,raiirl -r

tarr.qgai pen;tapan PenghapLrslt:krran: dan

i.lt i'enqlrapusan piutang sebaeainrana dimaksucl irarl;r

irada ketentuan peratL[ai1 Fenr ndang- u ndan.qar.r

BAB IX

PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 12

; l r\il :n lark,-l :lLlt-) rlar: i)crril.qLrrr;r :\nggarari Bar;ir,.i ,i:r;r,r: rr,'i;liiril..ul

;r, r'r!r;iIr;rrr lr.uairtas l'iutang dnlarn hal terdapat I)crset:l-tLiirn j.l('si r|l li t Lins:rsr

lrLrtirrrq f)e.l>itol sesuai dengan lietentualr p.llatLlrarn pc:trrrrlaDg'L[:rlang:rn.

Pasal 13

{li

t2l

tit

l\Ll;rlrtas l)irrtang setelah pcrsctuiuarr restr uktrrrisasii (iapilt (lru'ualr olch

l)f)i.Il selal<rr llt]ll darr Pengglll't;t AnggaraltT Rarang

rr piiling tinggi lir-ralitas liurang lancar urtltli l)rLliang raug si,lrr:lurrr

rr':;ti uktut istrsi tuctrriliki kui,rlita; ditagukar irLtru hualil:rs rl.rer(. .rLirtr

lr rrrlal.: lrerrtbah, spnhils pirl3nli \rnfl sehelrrrrr !-estrlrl.frrris3si rnerniliki

. .... l.tra.litas kur arrg larrcar .

I\ualrtas pjutang pajali dacrah rlan rctribr-isi dacr-a)r r ang (litctaplial

Ircrriusarlian umur piuta.n!l (lapat l)erul)ah irerclasarli:r:r lrasil penagihan

(lan penclrtran dr lapangan

Dal:rrrr lral keuajiban \ang (iitqntukan dalam resirlrlitunsrrsi tidak

clrpelrulrr oleh debitor. kualitas piutang \ang telah (iiubalT sel;agarmana

rlrnr;rlisrtrl pa.la arat (l). ditetalrke.n keml:alj meniarii kLralitas piLrtang

:,t,l,r.lr r r r r ,ldir n\ a Ir'u(lul'lutt:iiu,i

BAB X

KETENTUATI LAIN.LAIN

Pasal 14

ills ir( nq( riI i)cnentu;u-l LLtirlit:rs l)lutaUr€i (larr i)('IjII)r'jIILrL,rII ir l .rlt4 ,ri.
p;r<ia Sl..l'KI) clan Sirl'i-t tlalarn l)er;tiur;ln (I,.IiJ,'IIIiiI )itl

nrrtlantlts tligttnakan irnllii llcnr trsrrnrn i-.tpor;rn li,rLr;Lnqlut

i, r'.rlltll

i:trri;iilS

:;r'r ;r I .-l

( lI L riil:i



-tJ-

airunransi dan entitas pelaporan tahun 2015

BAB XI

KETEIVTUAI{ PERALIIIAN

Pasal 15

Fa6a saai Peraruran Gubernui inr mulai berlaku. nl3ka Per:tttiiatt Gubern,.ri

S,.ilarresr Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pt:nentuan Kualitas Piutang

[]iLr Irembentukan Pen-r'isihan Piutang Pemerinlah Pro."insi Sulaq-esi Selatarr

(ajerrt". [-)aerah Pro,,.insi Sulauesi SelataJr Tahun 2O l5 Norncrr -12j. ciicabui dal
d rn\.atakan trdak beriaku

BA.B XII

KETETTUAIY PENI.ITUP

Paairl 16

Pcraturan GuDernLrr ini mulai berlalu pada tanggal diundangkair.

A gar setia p oran g men getah uinva, memerintahkan pengundan gan Peraturan

(;lrbcrnur tni dcngan penempatann]'a dalam Derita Daerair Pr-,.ryirrsi Sularvcsi

Se la tB.n

Diterapkan di lvlakassar

pada tanggal ,' ,

S I SPIfrT&-

DT.H.SYAHRUL YASIIC LIMP ,M.St.,M.H

Diundangkan di Nlakassar

pada targgal ,r ,-

EKRETARIS DAERAH
ROVIT(SI SP TAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.St, MM

ill.-RI'l'A L)AERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T..\HUN 201 5 NOi!,lOR


